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SALAM REDAKSI

Salam Hangat. . .

Tiada kata yang dapat mewakili kegembiraan kami saat menyampaikan edisi pertama
Journal of Political Issues. Journal of Political Issues kini hadir kemballi dengan terbitan
terbaru Volume 4 Nomor 2 Januari 2023 yang terbit sesuai dengan jadwal yang ditargetkan.
Melalui proses Open Journal System, secara tidak langsung dapat kita sadari bahwa peran
dari teknologi dapat membantu kita dalam berbagai macam hal, terutama dalam mengelola
jurnal secara elektronik.

Terbitan Januari, Volume 4 Nomor 2 kali ini memuat enam artikel berbobot dan
menarik yang dikontribusikan oleh para penulis dari berbagai instansi baik di Indonesia.
Berbagai macam tema dalam bidang politik dalam edisi ini akan membawa pembaca untuk
lebih dekat dengan dunia sains dalam bidang Politik. Artikel pertama ditulis oleh Mohammad
Ezha FachrizA dan Satrio Adjie Wibowo menguraikan tentang pelanggaran netralitas yang
dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilihan Kepala
Daerah (Pilkada) di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) tahun 2020. Artikel kedua ditulis oleh
Dinda Tulus Tiara dan Syasya Yuania Fadila Mas'udi menjelaskan mengenai Indonesia
memakai instrumen diplomasi first track dalam misi perdamaian konflik Rusia — Ukraina,
yang terlihat dari penggunaan dialog, negosiasi, dan kerja sama antar negara, sehingga
membuka peluang perdamaian antar negara.

Artikel ketiga ditulis oleh Agung Yudhistira Nugroho dan Bahjatul Murtasidin
menjelaskan Sejauh mana masyarakat miskin kota dapat mengakses hak mereka untuk
mendapatkan penghidupan yang berkelanjutan. Artikel keempat ditulis oleh Mikhael Yulius
Cobis dan Udi Rusadi yang menunjukkan bahwa secara keseluruhan, sejauh ini hanya ada
sedikit bukti bahwa situs jejaring sosial telah berhasil digunakan oleh polisi untuk terlibat dan
bekerja sama dengan masyarakat lebih dari sekadar memberi mereka informasi.

Artikel kelima ditulis oleh Diki Irwanto dan Zulfa Harirah MS menunjukkan bahwa
pada kontestasi Pilkada Karimun tahun 2020 dimenangkan oleh pasangan petahana dengan
selisih hanya sebanyak 86 suara dari pasangan penantang. Artikel keenam ditulis oleh Arfin
Sudirman, Yusa Djuyandi, dan Fajri Syahal Guna Pratama melihat kepada strategi
optimalisasi kerja sama pertahanan Indonesia -Australia melalui agenda Indonesia
Australia Defence Security Dialogue (IADSD) dalam peningkatan kapabilitas Industri
Pertahanan Indonesia terkhusus pada matra darat, yang mana nantinya dapat melihat
langkah apa yang dilakukan oleh Indonesia setelah diadakannya kerja sama dengan
Australia sebagai peningkatan kemandirian Industri pertahanan nasional. Artikel ketujuh,
yang ditulis oleh Bayu Nurrohman, Yeby Ma'asan Mayrudin, Dewi Sri Astuti, dan Renata
Maharani menyelisik aktivisme politik para kader perempuan partai atau politisi perempuan
di daerah Banten. Urgensi kajian ini karena adanya interseksi diskursus antara aktivisme
perempuan, pengorganisasian partai, dan kultur patriarki di wilayah Banten khususnya, di
Indonesia pada umumnya.

Akhirnya, Journal of Political Issues mengucapkan terima kasih dan penghargaan
setinggi-tingginya kepada tim pengelola edisi Journal of Political Issues Volume 4 Nomor 2
Januari 2023 serta kepada mitra bestari (Reviewer) yang berperan aktif membantu penerbitan
jurnal ini. Journal of Political Issues tidak akan pernah berhenti untuk mengedepankan
kualitas artikel yang diterbitkan dan terus berusaha secara konsisten untuk mempersiapkan
dan mempersembahkan pengetahuan baru dalam lingkup Politik. Kami berharap artikel-
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artikel tersebut akan memberikan manfaat bagi para pembaca dalam menambah wawasan.

Kami juga mengajak para pembaca berkontribusi untuk berbagi ilmu dan bidang keahliannya
untuk menuliskan karya ilmiah dalam bentuk jurnal di edisi Journal of Political Issues

Volume 4 Nomor 2 Januari 2023 yang akan terbit sesuai dengan target terbitan. Terima
Kasih.

Selamat membaca,
Salam Publikasi!
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Abstract This study describes the neutrality violations committed by the Voting Organizing
Group (KPPS) in the regional head elections (Pilkada) in South Tangerang City (Tangsel)
in 2020. In analyzing the phenomena that occur, the author uses the theory of election
management bodies from International Democracy and Electoral Assistance (IDEA, 2015)
to identify and describe various standardizations of management governance of EMBs with
integrity. This study uses a qualitative method by digging up various data from print and
electronic news sources and various credible sources related to the phenomenon under
study. KPPS, as an ad hoc institution, has an important role in holding elections and local
elections. Based on the authority possessed by the KPPS, it has become the main actor in
creating election malpractice, especially what happened in the 2020 South Tangerang City
Election. The findings from this research prove that the KPPS is not independent, the
technical assistance provided by the KPU is not effective, it is not professional, and it is not
transparent in this malpractice case. resolved regarding the substantial procedures for
conducting elections.
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Abstrak Penelitian ini menguraikan tentang pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilihan Kepala Daerah
(Pilkada) di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) tahun 2020. Dalam menganalisis fenomena
yang terjadi, penulis menggunakan teori electoral management bodies dari International
Democracy and Electoral  Assistance (IDEA, 2015) untuk mengidentifikasi dan
menguraikan berbagai standarisasi tata kelola manajemen penyelenggara pemilu yang
berintegritas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mencari berbagai data
dari sumber pemberitaan cetak maupun elektronik dan berbagai sumber yang kredibel
berkaitan dengan fenomena yang dikaji. KPPS sebagai lembaga ad-hoc yang memiliki
peranan penting dalam menyelenggarakan pemilu maupun pilkada. Berdasarkan
kewenangan yang dimiliki oleh KPPS, justru menjadi aktor utama dalam terciptanya
malpraktik pemilu khususnya yang terjadi pada Pilkada Kota Tangsel tahun 2020. Temuan
dari penelitian ini KPPS terbukti tidak independen, kurang efektifnya bimbingan teknis
yang dilakukan oleh KPU, tidak profesional dan tidak transparannya kasus malpraktik ini
diselesaikan mengenai prosedur substansial pelaksanaan pemilu.
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(CC-BY-NC-SA 4.0)
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PENDAHULUAN

Pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu unsur demokrasi yang
diperlukan, tetapi tidak cukup. Apabila pelaksanaan pemilunya berjalan dengan baik, maka
secara substansial berfungsi untuk mengumpulkan preferensi warga negara yang terinformasi,
meminta pertanggungjawaban pemegang kekuasaan dan mengevaluasi kinerja penguasa. Jika
pelaksanaan berjalan dengan sebaliknya, maka pemilu dapat merusak legitimasi, memperkuat
aturan otokratis, memicu konflik dan kekerasan, atau merosot menjadi sandiwara belaka
(Norris, 2014). Oleh karena itu, penting bagi penyelenggara pemilu untuk dapat bekerja keras
melaksanakan proses pemilu sesuai dengan prinsip langsung, umum, bersih, jujur dan adil
(luber-jurdil) sehingga menghasilkan pemilu yang berkualitas. Akan tetapi, prinsip tersebut
juga perlu didukung oleh segenap elemen masyarakat, sebagai pemilih dan peserta pemilu yaitu
partai politik dan kandidat pasangan calon untuk dapat mewujudkan pemilu yang luber-jurdil
untuk meningkatkan kualitas demokrasi menjadi demokrasi yang substansial.

Penyelenggara pemilu yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan
Pengawas Pemilu (Bawaslu) baik di tingkat pusat maupun di daerah, serta didukung oleh badan
etik penyelenggara yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Dari tiga
lembaga kepemiluan yang ada di Indonesia tentunya memiliki tanggung jawab dalam
menyelenggarakan pemilu yang berintegritas. Sarah Birch menjelaskan bahwa untuk dapat
mencapai pemilu yang berintegritas, perlu menghindari malpraktik dalam penyelenggaraannya
(Darnolf & Eklit, 2012). Aspek pertama dalam memanipulasi pemilu menurut Birch yaitu pada
kelembagaannya, dan dilanjutkan dengan aspek lainnya yaitu pilihan suara atau dalam
administrasi dan tata cara pemilihan.

Malpraktik dalam penyelenggaraan pemilu acap kali terjadi, di Asia misalnya dari
fenomena malpraktik pemilu ini diidentifikasi dan ditemukan tiga tantangan lintas sektor
mengenai konsep integritas pemilu dalam hal mengenai pembuat kebijakan dan pemangku
kepentingan lainnya harus melakukan beberapa hal. pertama mengekang keuntungan petahana
yang diabadikan dalam undang-undang pemilu yang mengatur pendaftaran kandidat dan batas-
batas daerah pemungutan suara. Kedua memperkenalkan regulasi keuangan politik untuk
mengurangi pengaruh uang dalam pemilu. Ketiga meningkatkan transparansi proses pemilu
dengan mendorong pemantauan dan advokasi pemilu domestik nonpartisan (Botifar, et.al,
2022; Gromping, 2018; Alvarez, et.al, 2008).

Pemantauan pemilu dan mengadvokasi pemilu merupakan salah satu instrumen yang
menurut studi Gromping (2018) di Asia menarik untuk diteliti, misalnya dalam melihat
integritas penyelenggaraan pemilu. Di Indonesia penyelenggara pemilu membentuk sebuah
badan pemilihan (ad-hoc) yang merupakan lembaga dalam proses penyelenggaraan pemilu,
lembaga tersebut rentan untuk melakukan praktik kecurangan. Panitia pemilihan yang berstatus
ad-hoc, lembaga yang paling dekat pengguna hak suara (pemilih), dari tingkatan paling bawah
yaitu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), untuk tingkat kelurahan yang
mengkoordinasikan berbagai KPPS yaitu PPS (Panitia pemungutan Suara), dan pada level
kecamatan yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) (Rahmatunnisa, 2017).

Lembaga ad-hoc dalam pemilu merupakan “tulang punggung” demokrasi, akan tetapi
menjadi tantangan dalam mengukur suksesnya penyelenggaraan pemilu, apakah berintegritas
atau tidak. Berbagai permasalahan mengenai integritas pemilu dari segi kecurangan,
maladministrasi, pendistribusian logistik, netralitas, dan lain sebagainya dapat diteliti dari
lembaga ad-hoc (Igbal, 2020), dan kerap kali banyak terjadi benturan kepentingan yang
dihadapi oleh petugas penyelenggara ad-hoc di akar rumput (grassroot). Untuk itu, penting
bagi lembaga penyelenggara ad-hoc memahami profesional dan menjunjung tinggi integritas,
karena akan berdampak pada hasil dan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu yang
demokratis.

Sejumlah literatur dalam kajian ilmu politik telah banyak menjelaskan integritas badan
ad-hoc pemilu dalam kontestasi elektoral nasional maupun daerah. Terkait model politisasi

DOI: https://doi.org/10.33019/jpi.v4i2.85 E-ISSN: 2685-7766
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badan ad-hoc telah diteliti oleh Mardiana dengan studi model politisasi rekrutmen badan ad-
hoc pemilu di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi dari studinya ditemukan
bahwa politisasi badan ad-hoc dilakukan oleh tokoh lokal dan para aparatur kecamatan hingga
desa, lalu peneliti tidak menjelaskan pada studi tersebut implikasi kecurangan pemilu dalam
hal ini pilkada di tahun 2015 ketika merujuk tidak ada laporan pengawas pemilu mengenai
kasus pelanggaran pilkada, dan studi tersebut menjelaskan bahwa politisasi KPPS tidak
langsung berimplikasi pada proses penghitungan dan hasil penghitungan suara hanya saja
integritas pemilu diuji hanya pada bagaimana badan ad-hoc menjadi instrumen konflik
kepentingan berbagai unsur untuk mengamankan penyusunan daftar pemilih ketika proses
tahapan pencatatan daftar pemilih tetap (Mardiana, 2020).

Beberapa faktor malpraktik yang dilakukan badan ad-hoc dalam penyelenggaraan pemilu
maupun pilkada penulis kelompokan faktor-faktor permasalahannya, permasalahan terkait
pelanggaran yang biasa dilakukan oleh penyelenggara ad-hoc telah diteliti oleh Igbal (2020)
yang menjelaskan penyebab pelanggaran ad-hoc karena regulasi hukum, faktor ekonomi dan
kualitas sumber daya manusia, akan tetapi Igbal (2020) dalam penelitiannya tidak menemukan
ketidaknetralan KPPS dalam pelanggaran distribusi C-6 Undangan di beberapa objek wilayah
studi yang diteliti ketika pemilu legislatif 2019. Sedangkan studi yang diteliti oleh Robiansyah
(2018) mengenai malpraktik pendistribusian C-6 yang dilakukan oleh KPPS menjelaskan
bahwa tidak didistribusikan form C-6 undangan kepada para pemilih di Kalimantan Utara
membuat cacatnya administrasi dan ketidak profesionalan badan ad-hoc sehingga dapat
menjadi malpraktik dalam penyelenggaraan pemilu.

Studi atau penelitian terdahulu belum menjelaskan mengenai tingkat independensi KPPS
dalam melakukan pendistribusian form C-6. Tulisan ini menguraikan fenomena malpraktik
yang dilakukan oleh petugas KPPS yang melakukan penyelewengan berupa distribusi formulir
C-6 Undangan berbarengan dengan penyebaran alat peraga kampanye salah satu pasangan
calon yang sedang berkontestasi, hal tersebut ditemukan saat penyelenggaraan Pilkada di Kota
Tangsel tahun 2020 (Sari, 2020; Detikcom, 2020). Studi mengenai malpraktik dalam pemilu
merupakan sebuah hal yang paling krusial, dikarenakan sebagai parameter untuk melihat
penyelenggara pemilu dalam menyelenggarakan pemilu berintegritas, demokratis atau
sebaliknya. Kecurangan dalam pemilu bersumber dari proses tahapan (electoral circle phase).
Kecurangan pemilu (electoral fraud) merupakan sebuah gagasan yang memiliki hubungan
dalam kajian pembahasan integritas pemilu (electoral integrity). Istilah-istilah tersebut
merupakan sebuah konsep dan gagasan yang dirujuk dari salah satu scientist yang banyak
melakukan riset mengenai electoral integrity ataupun electoral fraud yaitu Norris (2017).

Kontestasi Pilkada Kota Tangsel pada tahun 2020 menjadi menarik dikarenakan ketiga
pasangan calon dengan politik kekerabatan dengan faktor kekuatan local strongman hingga
elite nasional, seperti Pasangan Muhamad — Saraswati sebagai peserta dengan nomor urut satu
1, Muhamad merupakan sosok birokrat Sekretaris Daerah Kota Tangsel dan Saraswati
merupakan keponakan dari Prabowo Subianto (Menteri Pertahanan Republik Indonesia / Ketua
Umum Partai Gerakan Indonesia Raya) dan Pasangan nomor urut 2 Siti Nur Azizah yang
merupakan anak dari KH. Ma’ruf Amin (Wakil Presiden Republik Indonesia) yang
berdampingan dengan Ruhamaben merupakan politisi Partai Keadilan Sejahtera yang
merupakan mantan Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Tangsel. Pasangan
nomor urut 3 yaitu Benyamin Davnie yang merupakan Wakil Walikota petahana dengan calon
wakilnya yaitu Pilar Saga Ichsan (Keponakan Airin Rachmi Diany yaitu Walikota Tangerang
Selatan 2010-2020 dan juga keponakan Ratu Atut Chosiyah Mantan Gubernur Banten yang
ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan anak dari Bupati Serang Ratu Tatu
Chasanah (Tempo.Co, 2020).

Pemungutan suara dalam Pilkada Kota Tangsel berlangsung pada 9 Desember 2020,
pada proses tahapannya menarik untuk dikaji karena selama proses tahapan berlangsung
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terdapat berbagai peristiwa yang diidentifikasikan masuk ke dalam malpraktik pelanggaran
yang disebabkan oleh berbagai bentuk kecurangan misalnya temuan atas terjadinya vote buying
yang telah disidangkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang, pelanggaran petugas ad-hoc,
netralitas aparatur sipil negara (ASN), serta isu politisasi agama. Berbagai permasalahan
tersebut, menjadikan penyelenggaraan pesta demokrasi menjadi kurang berkualitas seperti apa
yang diidealkan oleh para scholars.

Dari banyaknya permasalahan pelanggaran yang terjadi di Pilkada Tangsel, penulis akan
membahas permasalahan kasus yang menyangkut badan ad-hoc penyelenggara, karena
terdapat fenomena pelanggaran yang dilakukan oleh oknum KPPS vyang terbukti
mendistribusikan formulir C-6 undangan kepada warga untuk memilih bersamaan dengan
pembagian souvenir sebuah gelas, masker beserta brosur visi-misi program salah satu
pasangan calon yaitu pasangan calon Benyamin Davnie — Pilar Saga Ichsan yang telah
dibagikan di Perumahan Residence One di Kecamatan Serpong Utara. Temuan pelanggaran
yang dilakukan oleh oknum KPPS tersebut telah melanggar asas netralitas dan integritas
penyelenggara pemilu, padahal regulasi tersebut telah telah diatur sebagai persyaratan
terbentuknya panitia pemilihan KPPS melalui Keputusan KPU RI Nomor 476/Pp.04.2-
Kpt/01/Kpu/X/2020 tentang teknis pembentukan Badan Ad-hoc dalam Pemilihan Kepala
Daerah tahun 2020.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, terdapat beberapa rumusan masalah yang
menjadi titik fokus penelitian ini yaitu; pertama, mengapa malpraktik distribusi formulir C-6
Undangan dapat terjadi dalam Pilkada Kota Tangsel tahun 2020? kedua, bagaimana proses
penyelesaian kasus malpraktik distribusi formulir C-6 Undangan yang terjadi pada Pilkada
Tangsel tahun 20207 Kedua pertanyaan tersebut akan penulis uraikan pada hasil pembahasan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang didalamnya berusaha
menggali keterangan deskriptif secara langsung dan lebih tajam analisisnya (Harrison &
Startin, 2001). Penulis mempunyai dua sumber data yakni primer dan sekunder, data primer
berasal dari keterangan langsung otoritas penyelenggara pemilu terkait seperti KPU dan
Bawaslu Kota Tangsel. Sementara data sekunder berasal dari kutipan buku dan artikel ilmiah
penelitian terdahulu yang telah dilakukan para scholars terkait tema malpraktik elektoral
pemilu serta artikel pemberitaan yang berkaitan dengan kasus yang diteliti. Teknik
pengumpulan data berupa kegiatan wawancara secara tatap muka dengan panitia
penyelenggara pemilu yakni Komisioner KPU Kota Tangsel Muhammad Zein pada 25 Oktober
2022 bertempat di Kantor KPUD di BSD dan Ketua Bawaslu Kota Tangsel Muhammad Acep
pada 20 Oktober 2022 bertempat di Kantor Bawaslu Tangsel di BSD.

Penulis menggunakan analisis deskriptif dari sumber yang diperoleh, pada penelitian ini
penulis memakai teori electoral management bodies secara spesifik pada operasional dari
manajemen penyelenggara pemilu dari IDEA (2015) yang kemudian teori ini hendak dianalisa
dengan perolehan data yang penulis miliki untuk membantu kerangka pemahaman secara utuh
dan lengkap. Pemilihan teori didasarkan pada beberapa indikator mengenai konsep tata kelola
penyelenggara pemilu yang berintegritas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Salah satu pelanggaran pemilu yang menarik dikaji pada penyelenggaraan Pilkada Kota
Tangsel 2020 yaitu permasalahan mengenai integritas dan tidak profesionalnya badan ad-hoc
yaitu oknum KPPS yang menyebarkan form C-6 undangan kepada para pemilih sekaligus
membagikan alat peraga kampanye salah satu pasangan calon tertentu. Padahal suasana sudah
masa tenang kampanye dan peran tanggung jawab sebagai KPPS juga dituntut netral dan tidak
memihak pasangan calon tertentu. Penulis menguraikan peristiwa malpraktik tersebut dapat
terjadi dan bagaimana proses pengawasan lembaga pengawas pemilu, serta komitmen dari
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KPU dan menguraikan proses penyelesaian pelanggaran dari fenomena kasus malpraktik yang
terjadi.

Mengenai kajian netralitas pemilu erat kaitanya dengan integritas dalam proses pemilu
itu sendiri, lembaga Internasional yang banyak melakukan riset dan publikasi mengenai
kepemiluan dan integritas pemilu adalah International Democratic and Electoral Assistance
yang akrab dikenal sebagai IDEA. Oleh karena itu, penulis merujuk indikator operasional
mengenai manajemen penyelenggara pemilu yang di dalamnya terdapat 5 kriteria yaitu
independen, efisien dan efektif, profesional, imparsial dan cepat tanggap, dan transparan.
Untuk itu, penulis menguji dan menganalisis temuan data yang terjadi pada malpraktik
distribusi C-6 di Pilkada Tangsel dengan standarisasi yang dimiliki oleh IDEA pada sub
pembahasan berikut.

Tidak Independennya KPPS

Independen merupakan sebuah kondisi yang berarti bebas dari intervensi dan pengaruh
dorongan eksternal dalam perilaku itu sendiri. Definisi tersebut secara eksplisit mengisyaratkan
bahwa kata independen terkandung makna “mandiri” sebagai sebuah kondisi yang berarti
mampu mengandalkan kekuatan diri sendiri dalam melaksanakan tugas apapun itu (Afifuddin,
2020). Terlebih terminologis independen tersebut lebih terasa tepat diproyeksikan oleh mereka
yang bekerja melayani masyarakat sehari-hari, dan oleh sebab itu petugas KPPS menempati
posisi yang seharusnya dijalankan dalam aplikasi tugas mereka yakni menjadi pelayan bagi
suksesnya pemilihan umum khususnya dalam tulisan ini membahas Pilkada Tangsel 2020.
Sejalan dengan konsep teori Electoral Management Bodies yang digagas International
Democratic and Electoral Assistance (IDEA) pada tahun 2015, butir terkait independen adalah
fokus paling utama bagi perangkat penyelenggara pemilu untuk mampu menciptakan pemilu
yang bersih, jujur, adil, dan terpercaya (IDEA, 2015). Kriteria independen menurut IDEA
adalah lembaga dan petugas penyelenggara pemilu tidak boleh tunduk pada arahan orang lain,
otoritas atau partai politik. Dengan demikian sudah selayaknya petugas KPPS bekerja dengan
dasar pedoman ideal seperti disampaikan tersebut, akan tetapi pada Pilkada Tangsel 2020
petugas KPPS justru terbukti tidak independen dalam menjalankan tugas fungsionalnya dan
disayangkan melakukan pelanggaran berupa malpraktik distribusi formulir C-6 undangan
berbarengan dengan alat peraga kampanye berupa brosur dan souvenir pasangan calon nomor
urut-3 Benyamin-Pilar.

Fenomena pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh oknum KPPS merupakan hal
yang melanggar aturan / regulasi pilkada (PKPU Nomor 6 Tahun 2020), dikarenakan oknum
tersebut merupakan petugas penyelenggara pilkada yang seharusnya bersikap netral dengan
menjunjung tinggi integritas dan profesionalitas sebagai pelaksana proses pemungutan suara.
Akan tetapi, disusupi sebagai tim sukses pasangan calon tertentu dan memihak kepada
pasangan calon tertentu. Padahal, secara jelas pada saat rekrutmen petugas KPPS diwajibkan
netral dan tidak memiliki afiliasi kepada parpol tertentu ataupun berpihak kepada pasangan
calon tertentu. Sejalan dengan Surbakti dan Nugroho (2015) terdapat beberapa temuan
kelemahan persyaratan dalam proses rekrutmen panitia pemilu. Seperti di tingkat KPPS,
kompetensi calon dinilai belum tentu netral dari kepentingan politik pihak tertentu.
Kepentingan partai politik maupun calon sangat terbuka luas memberi pengaruh pada
pengambilan keputusan dan komposisi petugas KPPS karena terdapat potensi konflik
kepentingan yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Dalam kasus Pilkada Kota Tangsel 2020, salah
seorang petugas KPPS yang bertugas di TPS 25 kelurahan Jelupang telah dengan jelas memiliki
afiliasi laten dengan pasangan calon nomor 3 yakni Benyamin-Pilar.

Merujuk teori Electoral Management Bodies yang dicetuskan oleh International
Democratic and Electoral Assistance (IDEA), fenomena malpraktik yang terjadi di perhelatan
Pilkada Tangsel 2020 dapat secara jelas dianalisis mengenai nilai-nilai independensi dari
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penyelenggaraan pemilu yang seharusnya bisa terjadi. Adanya kejadian tersebut menjadi
pertanda bahwa petugas ad-hoc KPPS memiliki kecenderungan berpihak kepada salah satu
pasangan calon yang sedang berkontestasi sekaligus menghasilkan bias favoritisme dalam
Pilkada Tangsel 2020. Potret tersebut sudah semestinya tidak boleh terjadi bila kita mengikuti
pedoman “Electoral Integrity” Pippa Noris yang secara konseptual sekaligus praktik
menghendaki adanya garis embarkasi yang kuat antara aparatur penyelenggara pemilu dengan
partai politik sebagai peserta pemilu (Noris, 2014).

Kejadian malpraktik distribusi formulir C-6 undangan ini juga memberikan gambaran
bahwa aparat penyelenggara pemilu ad-hoc yaitu KPPS bersedia menjadi alat kontrol dari tim
sukses salah satu pasangan calon yang sedang berlaga. Fenomena ini semakin memperkeruh
persoalan seputar pemilihan umum yang jamak terjadi di Indonesia setelah praktik money
politics dan politik identitas. Bila pelanggaran serupa terus terjadi dan dilestarikan, hal tersebut
dapat melemahkan kepercayaan rakyat terhadap proses dari pelaksanaan pemilu. Dengan
demikian, proses tahapan Pilkada Tangsel 2020 dicederai oleh oknum KPPS yang melakukan
malpraktik (IDEA, 2015). Terdapat keberpihakan (favoritisme) yang secara jelas dilakukan
oleh oknum petugas KPPS berinisial J yang secara tidak langsung turut membantu kampanye
pasangan calon nomor 3 Benyamin-Pilar dalam distribusi formulir C-6 undangan. Kejadian
tersebut secara kuat dan meyakinkan melanggar kriteria pemilu ideal yang diinisiasi olen IDEA
pada tahun 2015.

Malpraktik dalam pemilu dapat terjadi disebabkan karena terdapat pemicu yang
menyebabkan hal tersebut dapat terjadi. Menurut IDEA pada tahun 2015 menyebut bahwa
konsep integritas dalam pemilu yaitu kesesuaian antara tindakan dan perilaku. Namun, yang
dapat mempengaruhi personal penyelenggara pemilu yang dapat mengakibatkan electoral
fraud yaitu sistem yang lemah dari segi regulasi pelaksanaan pemilu maupun dari segi
pengawasan serta faktor politik yang dapat mempengaruhi dan menjadi kekuatan untuk
menekan dan menjadikan pemilu tidak berintegritas (Norris, 2019).

Kurang Efektifnya Bimbingan Teknis dan Layanan Pengaduan

Aspek penting kedua yang disampaikan dalam teori Electoral Management Bodies dari IDEA
adalah poin terkait “Efisien dan Efektif”. Secara definisi kedua kata tersebut memiliki makna
tepat sasaran dan berdaya guna jitu serta ampuh (Horrison & Sri 2015:13). Kerangka
pemahaman yang berangkat dari kedua kata tersebut adalah seputar bagaimana menerjemahkan
segala tindakan petugas penyelenggara pemilu mampu tampil menjalankan tugas sebagaimana
diharapkan, berdasarkan regulasi Undang-undang dan peraturan turunan lainnya. Dalam kasus
malpraktik yang dilakukan petugas KPPS di Pilkada Tangsel 2020 terpancar jelas bahwa
operasional penyelenggara pemilu masih jauh dari kata efisien dan efektif. Kekurangan
tersebut bila kita telusuri awal-mulanya terkait dengan lemahnya bimbingan teknis yang
diterima petugas KPPS serta kurang responsifnya layanan pengaduan dalam Pilkada Tangsel
2020.

Aspek efektivitas dalam penyelenggaraan pemilu menjadi sebuah harga yang layak
dibayar dalam kontestasi elektoral, dikarenakan sebuah hajat pemilu adalah urgen dan krusial
dalam menentukan komponen perangkat pemerintah baik yang kelak menduduki jabatan
eksekutif maupun legislatif (Afifuddin, 2020). Meskipun, kita mengharapkan adanya proses
penyelenggaraan pemilu yang benar-benar efektif dan memenuhi ekspektasi kelayakan versi
pribadi, agaknya sulit tercapai untuk bisa tercipta dalam konteks pemilu di Indonesia terutama
pada Pilkada Tangsel 2020. Banyak hambatan dan rintangan yang menghadang aparatur
penyelenggara pemilu untuk mereka secara lengkap menerjemahkan regulasi teknis yang
dimiliki untuk ditampilkan dalam proses pemilu baik sebelum proses pemungutan suara hingga
setelahnya yang banyak dibayang-bayangi oleh ketidakefektifan perangkat penyelenggara
pemilu. Dari titik pandang tersebut, maka dapat kita pahami ada sesuatu yang terluput dalam
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operasional penyelenggara pemilu yakni absennya bimbingan teknis bagi petugas ad-hoc
terutama KPPS dan layanan pengaduan yang tidak berfungsi sebagaimana diharapkan.

Penulis mendapat keterangan dari Komisioner KPUD Kota Tangsel yang juga
mendapatkan berbagai keluhan dari petugas KPPS mengenai aktivitas pembekalan petunjuk
teknis (juknis) dalam acara bimbingan teknis yang diselenggarakan KPUD Tangsel kerap
tumpang tindih dengan acara sejenis yang diselenggarakan Bawaslu, ditambah muatan materi
terkait poin-poin substansial dan teknis yang diajarkan di kedua acara juga sering bertabrakan
satu antara lain sehingga menimbulkan perspektif ganda sekaligus multi-tafsir.

Komisioner KPU Kota Tangsel Muhammad Zein menyatakan bahwa KPU telah
berusaha semaksimal mungkin untuk menekan angka malpraktik pemilu yang terjadi dalam
yurisdiksi Kota Tangsel. Muhammad Zein juga menambahkan bahwa institusi KPU Kota
Tangsel sudah berusaha secara maksimal untuk menutup peluang terjadinya malpraktik,
caranya adalah dengan memberi pembekalan aturan petunjuk teknis kepada para petugas ad-
hoc agar mereka lebih paham tupoksi masing-masing. Inisiasi acara pembekalan dibuat agar
juga petugas ad-hoc tidak serta-merta percaya dengan pemberitaan yang beredar lewat media
online melainkan harus tegak lurus dengan pedoman resmi yang dikeluarkan KPU.

Terdapat pemahaman petugas ad-hoc KPPS yang lebih mempercayai berita dari pihak
luar dibanding institusi induk yakni KPU adalah bukti kuat betapa pembekalan petunjuk teknis
yang diselenggarakan KPU dan Bawaslu masih belum cukup meyakinkan dalam internalisasi
nilai yang seharusnya dimiliki setiap petugas KPPS. Keadaan ini semestinya harus segera
disadari oleh stakeholders terkait yakni KPU dan Bawaslu untuk meningkatkan level performa
acara mereka supaya dapat lebih berdaya guna dibanding sebelumnya. Poin tersebut sejalan
dengan apa yang disampaikan oleh IDEA bahwa layanan pemilu yang diberikan mesti tepat
sasaran serta berdaya guna efektif untuk seterusnya (IDEA, 2015).

Perkara terkait layanan pengaduan juga menjadi bahasan khusus dalam Pilkada Tangsel
2020. Malpraktik yang terjadi telah diadukan oleh seorang warga bernama Bonnie Triyana
yang melaporkan kejadian yang dialaminya di wilayah Jelupang, Serpong Utara. Bonnie
membagikan dan mempublikasikan di sosial media miliknya mengenai permasalahan yang
terjadi ketika dibagikan form C-6 undangan oleh petugas KPPS setempat, pada akun twitter
milik pribadinya dengan menandai akun twitter dari @bawaslutangsel. Fenomena malpraktik
serupa juga diungkapkan oleh seorang Mantan Komnas Perempuan yaitu Neng Dara, dia juga
menerima paket tersebut di hari masa tenang pilkada, akan tetapi berbeda dengan Bonnie yang
melaporkan pelanggaran ke Bawaslu Kota Tangsel. Neng Dara lebih memilih tidak melaporkan
kasus tersebut ke Bawaslu karena tidak ada waktu dan hanya sekedar memposting kasus
tersebut di sosial media miliknya dengan membalas tweets yang diposting oleh Bonnie.

Setelah melewati proses yang panjang, penyelesaian dari kasus malpraktik pemilu yang
diadukan oleh Bonnie (pihak pelapor) berujung pada pencabutan laporan oleh pelapor itu
sendiri. Permohonan aduan yang dikirim pada 9 Desember 2020 ditarik kembali oleh pelapor
pada tanggal 14 Desember 2020 disebabkan pelapor merasa proses aduan berjalan lambat, tidak
transparan, dan tidak ada itikad baik untuk menuntaskan masalah. Senada dengan pernyataan
Ketua Bawaslu Kota Tangsel yang mengatakan hal serupa mengenai pencabutan dugaan
pelanggaran oleh pihak pelapor dimana pelapor atas nama Bonnie Triyana mencabut laporan
secara sepihak dan tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun sehingga dalam kasus ini tidak
ada yang bisa dijatuhi sebagai tersangka.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu Tangsel kepada
penulis, maka laporan terhadap pelanggaran yang dilakukan petugas KPPS berujung stagnan
dan tidak ada penyelesaian serius atas pelanggaran yang padahal fakta terjadi. Hal ini sangat
disayangkan, karena malpraktik pemilu yang diekspos secara nyata justru mengalami
kebuntuan untuk diadili secara hukum. Pelapor yang menilai proses penanganan bersifat
lambat dan tidak responsif merasa jenuh dan menarik kembali laporan yang diajukan.
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Umumnya masyarakat enggan untuk melaporkan malpraktik pemilu karena prosedur
pengaduan laporan yang rumit dan terlalu birokratis, sehingga proses yang sejatinya mudah
ditempuh seketika menjadi langkah sulit untuk diperjuangkan, terlebih menyangkut aspek
pengawasan pemilu secara mandiri dan independen oleh warga itu sendiri (Diniyanto &
Sutrisno 2022).

Tidak Profesional Sumber Daya Penyelenggara

Profesional merupakan sebutan yang merujuk kepada keahlian dan seperangkat kemampuan
yang menghendaki sebuah pekerjaan mampu ditangani secara layak oleh mereka yang terbukti
mampu mengembannya. Keahlian tersebut paralel dengan komitmen moral yang menjadi
rangsangan integral dalam proses penyelesaian pekerjaan yang diciptakan tersebut. Teori
Electoral Management Bodies juga menghendaki adanya sumber daya penyelenggara pemilu
yang profesional untuk dapat menciptakan pelaksanaan pemilu yang berintegritas. Komponen
profesional tersebut terdiri dari komposisi tenaga yang dapat disebut ahli yang sangat terlatih
serta berkomitmen mengelola dan memfasilitasi proses pemilu. Pada kasus yang terjadi di
Pilkada Tangsel 2020, petugas KPPS melakukan kesalahan yang mencerminkan tidak
profesionalnya sumber daya penyelenggara pemilu, ditambah oknum petugas tersebut secara
sembunyi-sembunyi menjalin relasi spesial dengan tim sukses pasangan calon nomor urut-3
yang berujung pada pembagian alat peraga kampanye berbarengan dengan formulir C-6
undangan dimana perilaku tersebut jelas-jelas melanggar asas profesionalitas yang
dikonseptualkan oleh teori Electoral Management Bodies (IDEA, 2015).

Berkaitan dengan profesionalitas sumber daya penyelenggara juga menjadi bahasan yang
selalu disematkan oleh IDEA dalam beragam kampanye dan kesempatan edukasi kepemiluan.
Hadinya sumber daya penyelenggara pemilu yang profesional bukan saja bermakna bagus
untuk operasional pemilu, melainkan melangkah jauh dari itu adalah sebuah pijakan kokoh
yang dapat menjadi guardian force bagi aparat penyelenggara pemilu dalam melakukan
aktivitas fungsional mereka (Hollyson MZ & Sri, 2015). Dengan adanya aspek profesional
yang kredibel dalam sumber daya penyelenggara pemilu, maka diharapkan proses elektoral
demokrasi yang terjadi dapat berjalan sesuai norma yang positif dan ideal.

Pada kasus malpraktik yang terjadi di Pilkada Tangsel 2020, terbukti kehadiran petugas
KPPS yang sejatinya bertugas membagikan formulir C-6 undangan dari jauh-jauh hari justru
dilakukan pada 3 hari menjelang pemungutan suara di TPS. Ditambah, proses pendistribusian
yang terjadi berbarengan dengan pembagian alat peraga kampanye dari pasangan calon nomor
urut 3 yakni Benyamin-Pilar, dengan demikian secara intrinsik petugas KPPS tersebut tidak
memenuhi kelayakan profesionalitas sebagaimana diharapkan diperbuat olehnya. Fenomena
ini mengikis aspek profesionalitas dari lembaga KPU tempat dimana petugas tersebut bernaung
dan ini menjadi preseden buruk bagi prospek demokrasi kedepan khususnya di tingkat kota
Tangerang Selatan.

Dari fenomena tersebut, dapat dikatakan bahwa kelalaian secara sadar ataupun tidak
mengenai fenomena distribusi formulir C-6 undangan di Pilkada Kota Tangsel 2020. Kejadian
tersebut tidak lepas dari buruknya sumber daya petugas panitia dalam menjalankan tugas
penyelenggaraan pemilu ditambah banyak diantara mereka yang secara kapasitas sebetulnya
masih jauh dari kata layak untuk mengemban tugas tersebut. Peristiwa malpraktik tersebut juga
memberi sinyal bahwasanya integritas panitia penyelenggara pemilu sedang tidak baik-baik
saja dan diperlukan sebuah mekanisme kontrol yang kuat dan efektif agar kejadian serupa tidak
terulang kembali dan tingkat kepercayaan masyarakat dapat terjaga secara positif dan kembali
mempercayai proses penyelenggaraan pemilu. Sejalan dengan teori electoral malpractice,
ketidakberdayaan petugas penyelenggara pemilu dalam menjaga tahapan prosedur diidentikan
dengan lemahnya standar verifikasi faktual dari sumber daya panitia penyelenggara pemilu
(Norris 2014). Norris juga mengatakan bahwa pihak supervisor masih terperangkap dalam
ilusi sederhana terkait fungsi pengawasan.

DOI: https://doi.org/10.33019/jpi.v4i2.85 E-ISSN: 2685-7766


https://doi.org/10.33019/jpi.v4i2.85

70 - Journal of Political Issues Volume 4|Nomor 2| Januari 2023

Proses Penyelesaian Malpraktik Distribusi C-6 Undangan

Secara normatif, responsif berarti mampu memberi jawaban balasan secara cepat sekaligus
tepat untuk menindak keluhan yang telah terjadi. Proses ini menjadi penting karena dalam
praktik penyelenggara pemilu, seluruh petugas harus mampu secara siap-siaga untuk
mendedikasikan seluruh kemampuan yang mereka miliki untuk melayani masyarakat dalam
konteks pesta elektoral Pilkada Tangsel 2020. Sayangnya, dalam kasus malpraktik yang terjadi
penyikapan yang dilakukan KPU sebatas memberi sanksi internal dan pencopotan yang
bersangkutan dalam tupoksi petugas KPPS. Padahal sejatinya, ada lembaga pengawas pemilu
yakni Bawaslu dimana memiliki juga badan bernama Panitia Pengawas TPS (Panwascab)
dimana mereka bertugas untuk memeriksa dan memperhatikan pelanggaran yang terjadi
sampai tingkat paling rendah yakni TPS dan petugas KPPS selama bertugas. Seharusnya,
Panwascab memberi laporan kepada Bawaslu dan juga masyarakat secara lebih cepat
dibanding yang dilakukan Bonnie Triyana. Karena sejatinya aktivitas pengawasan telah
menjadi ranah yang perlu ditingkatkan oleh Panwascab dibanding masyarakat sipil dalam
mengawal perjalanan pemilu yang berintegritas.

Keluhan dan aduan terkait pelanggaran pemilu seharusnya ditanggapi secara responsif
oleh otoritas terkait, dalam hal ini peran Bawaslu Tangsel menjadi sorotan karena seakan
memberi kesan lepas tanggung jawab atas persoalan yang semestinya menjadi kewenangan
darinya untuk diberantas. Absennya Bawaslu dalam kasus malpraktik distribusi formulir C-6
undangan di Pilkada Tangsel 2020 menjadi noda buruk dalam penyelenggaran pemilu di
Indonesia karena secara tidak langsung memberi afirmasi bahwa Bawaslu seperti kehilangan
kuasa untuk bertindak dalam pelanggaran pemilu.

Bawaslu yang berfungsi sebagai lembaga yang mengawasi pemilu, memiliki
kewenangan besar yang bukanlah muncul dari ruang hampa. Pasca reformasi, diskursus terus
berkembang ke arah peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu. Semangat zaman pasca
reformasi ini akhirnya menempatkan Bawaslu pada posisi strategis sistem demokrasi Indonesia
(Afifuddin 2020). Bawaslu sebagai anak kandung reformasi diharapkan mampu memutus
kecurangan dalam pemilu, mampu menjamin semua warga negara mendapat kesempatan yang
sama untuk dipilih dan memilih. Dengan kata lain, Bawaslu diharapkan mampu meningkatkan
kualitas demokrasi melalui pelaksanaan pemilu yang berintegritas. Sifatnya yang tetap sampai
tingkat kabupaten/kota membuat posisi Bawaslu semakin penting. Hal tersebut berdasarkan
UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang membuat pelembagaan Bawaslu hadir sampai
tingkat lokal dengan didukung oleh berbagai unsur kekuatan yang bertujuan sebagai pengawas
dalam menyelenggarakan proses pemilihan, dari tahap proses penyelenggaran hingga untuk
mencegah adanya politik uang, netralitas ASN, Anggota TNI/Polri. Selain itu, juga bertugas
mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan,dan mengawasi pelaksanaan peraturan KPU.

Merujuk teori operasional manajemen penyelenggara pemilu menurut IDEA bahwa
penyelenggara pemilu harus menyediakan mekanisme proses, mengadili dan menyelesaikan
keberatan pemilu secara tepat waktu dalam hal kerangka hukum peraturan yang dibuat
mengenai kepemiluan (IDEA, 2015). Dalam kasus ini proses penerima layanan pengaduan
yang diselenggarakan oleh KPUD dan Bawaslu Tangsel sejatinya telah membuka ruang
partisipasi publik untuk menerima keluhan terkait pelanggaran pemilu, dibuktikan dengan
pengaduan seorang warga Tangsel bernama Bonnie Triyana yang menggugat malpraktik
distribusi formulir C-6 undangan di TPS 25 perumahan Residence One Kelurahan Jelupang
Kecamatan Serpong Utara. Bonnie melaporkan pelanggaran petugas KPPS tersebut pada
tanggal 9 Desember 2020 dengan harapan terlapor segera diproses hukum secara pidana, akan
tetapi yang terjadi adalah lambatnya proses penyelidikan serta penyidikan oleh Polri dan
Gakkumdu yang berujung pada pencabutan laporan secara sukarela oleh Bonnie Triyana pada
14 Desember 2020. Fakta ini membuktikan bahwa dalam malpraktik yang terjadi di Pilkada
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Tangsel 2020 segala bentuk keberatan pemilu tidak bisa diselesaikan secara tepat waktu
berdasar regulasi yang telah dibuat mengenai kepemiluan.

Lemahnya Transparansi Proses Penyelesaian Kasus
Transparansi berarti terbukanya arus informasi yang perlu diketahui masyarakat perihal apa
saja yang menjadi topik perbincangan. Dengan adanya transparansi berarti ada keterbukaan
akses terkait informasi yang mesti diketahui oleh masyarakat sipil demi literasi dan
pemahaman mereka secara utuh dan lengkap. Pentingnya transparansi bermakna adanya
sebuah keseimbangan antara porsi beban yang diselenggarakan pemerintah dengan masyarakat
sebagai subyek dalam pemilu yang berintegritas dalam kategori teori Electoral Management
Bodies (IDEA, 2015). Transparan bukan saja bermakna keterbukaan secara prinsipil,
melainkan juga terdapat pada aspek substansial penyelenggaraan pemilu yang perlu
memperhatikan mekanisme transparansi dalam segala aktivitas prosedural pemilu (Hollyson
MZ & Sri, 2015). Melalui sudut pandang transparansi, seluruh komponen penyelenggara
pemilu termasuk masyarakat sipil berhak mengetahui segala alur pelaksanaan pemilu secara
komprehensif. Tidak hanya alur pelaksanaan sebagaimana biasa diketahui melainkan juga
kejelasan status atas segala pelanggaran yang terjadi serta proses penyelesaian yang setimpal
atas kasus yang berlaku.

Akhir dari penyelesaian kasus malpraktik distribusi formulir C-6 undangan yang terjadi
di Pilkada Tangsel 2020 tidak terbuka secara informatif kepada publik. Berawal dari
pencabutan laporan Bonnie Triyana pada 14 Desember 2020 menjadi titik akhir proses
penyelesaian mengenai kasus hukum yang dilakukan oleh oknum KPPS berinisial “J”.
Ketidakjelasan atas penyelesaian perkara malpraktik pemilu yang terjadi juga tidak sesuai
dengan rujukan IDEA pada teori Electoral Management Bodies (Garnett, 2019). Kasus ini
menunjukan bahwa terdapat usaha untuk menutupi fakta yang sebenarnya mampu menjadi alat
bukti yang kuat dan meyakinkan untuk menjerat oknum “J” ke Penjara dengan hukum pidana.
Akan tetapi, hal tersebut tidak terjadi karena hanya mengandalkan pencabutan laporan dari
Bonnie Triyana yang berarti pelapor dan terlapor berdamai secara kooperatif bila kita
menggunakan analogi hukum normatif. Padahal, pelanggaran tersebut bukanlah persoalan
privat yang terjadi antara Bonnie Triyana dan oknum “J”, tetapi juga menyangkut kualitas
pelaksanaan pilkada yang demokratis, berintegritas dan berkeadilan, serta hal terpenting untuk
menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan.

SIMPULAN

Standarisasi IDEA yang dianalisis oleh penulis dalam konsep teori Operational Electoral
Management Bodies mensyaratkan Kkriteria penyelenggara pemilu yang diharapkan
berintegritas dari kelima standarisasi yang dipublikasikan. Namun dari fenomena malpraktik
yang terjadi ketika menguji integritas penyelenggara pemilu ad-hoc di Kota Tangsel pada
Pilkada tahun 2020 menunjukan bahwa standarisasi yang dianalisis mengenai temuan
kecurangan oleh salah satu oknum petugas yang terbukti melakukan malpraktik. Hal tersebut
membuktikan bahwa penyelenggara pemilu ad-hoc terbukti tidak independen, kurang
efektifnya bimbingan teknis yang dilakukan oleh KPU Daerah, tidak profesional dan tidak
transparannya kasus malpraktik ini diselesaikan mengenai prosedur substansial pelaksanaan
pemilu.

Kasus pemecatan secara tidak hormat KPPS di Kecamatan Serpong Utara merupakan
bahan evaluasi bagi KPU Kota Tangsel agar melaksanakan rekrutmen KPPS secara
profesional, transparan dan efektif. Serta dapat menjaring badan ad-hoc yang dapat menjaga
independensinya supaya nantinya mereka dapat bertugas secara lancar dan bebas dari gangguan
yang bersifat administratif atau pengaruh intervensi politik pihak eksternal. Selain itu, faktor
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beban kerja yang diemban oleh petugas ad-hoc mengenai proses persiapan dengan aktivitas
penyelenggaraan membuat fokus petugas terbelah dan lebih memilih untuk mengabaikan
prinsip integritas moral hanya demi tercapainya semata-mata prosedur pemilu yang normatif
tetapi abai terhadap substansi dari nilai-nilai integritas yang seharusnya dijunjung. Ditambah,
pembekalan aturan petunjuk teknis bagi petugas KPPS kerap tidak satu frekuensi pemahaman
antar acara yang diselenggarakan KPU dengan Bawaslu. Hal ini membuat petugas KPPS
memiliki pemahaman yang multitafsir dan mendegradasi kualitas panitia penyelenggara
pemilu.

Terkait dengan pengawasan, dua aktor yang bertugas yaitu Bawaslu dan Gakkumdu
masih terlihat lemah dalam memberikan perlindungan terhadap proses penyelenggaraan pemilu
yang bersih dari malpraktik. Padahal, barang bukti fisik berupa foto pelanggaran yang viral
merupakan bukti yang berkategori kuat dan meyakinkan untuk dapat diproses secara hukum
pidana. Dari sisi KPU, pengawasan internal sebenarnya terbukti efektif untuk menjaga
integritas panitia pemilihan. Secara umum di Tangsel, bila seorang petugas ad-hoc terbukti
melanggar peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020, maka dengan segera pihak KPU memberi
sanksi tegas berupa pemberhentian secara tidak hormat dari tugas dan bila memiliki unsur
perbuatan melawan hukum pidana, dengan segera diproses di Kepolisian.
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Abstract The Russia-Ukraine conflict has a negative impact on global stability, thus
triggering crises in various countries. Conflict conditions that have not subsided, making
Indonesia take the initiative to carry out a peace mission through President Joko Widodo
who visited Ukraine and Russia, to become a communication bridge between the two
countries. This study aims to explain the reasons why Indonesia carried out a peace mission
against the Russia-Ukraine conflict. The research used a qualitative explanatory method,
with library research data collection techniques, as well as qualitative analysis techniques.
Besides that, it also uses Soft Power Theory, and the Concept of First Track Diplomacy.
The results obtained were that Indonesia used first-track diplomacy instruments in the
Russian-Ukrainian conflict peace mission, which can be seen from the use of dialogue,
negotiation and cooperation between countries, thereby opening up opportunities for peace
between countries. In addition, behind the peace mission, Indonesia has economic interests,
forms a positive image, and prepares to launch the agenda for the upcoming G20 summit.
This phenomenon is in line with the goal of Soft Power Indonesia, which is to improve the
security of the external environment by projecting a peaceful and attractive image of the
country by using its Soft Resources as Host & Chair of the G20 Summit. This study builds
on previous studies, because the results obtained enrich the study of the development of the
Russia-Ukarina conflict, especially when viewed from the perspective of soft power.
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PENDAHULUAN

Konflik antara Rusia dan Ukraina yang dimulai pada akhir Februari 2022 lalu
merupakan sebuah fenomena global yang memiliki kompleksitas dampak baik dari sisi politik,
ekonomi, hingga keamanan global. Rusia secara mengejutkan memutuskan untuk melakukan
‘operasi militer khusus’ dengan dalih ‘untuk melindungi etnis Rusia di Donbass dan Luhansk
dari ancaman dan persekusi rezim Kiev’. Intervensi tersebut menyebabkan perang
berkepanjangan pada saat tulisan ini ditulis, dimana Ukraina sendiri memperoleh bantuan
militer dari NATO yang membuat konflik ini belum menemukan titik terangnya (Mankoff,
2022). Konflik ini kemudian membawa tantangan baru dalam dunia internasional.

Adanya adu retorika diantara kedua pihak membuat resolusi konflik melalui jalur
diplomasi masih jauh dari kata tercapai. Rusia mengklaim bahwasanya Ukraina—yang
didukung oleh NATO memiliki motif untuk melakukan ekspansi aliansi tersebut agar semakin
menuju ke arah timur dan mengancam untuk melemahkan eksistensi negara tersebut.
Sedangkan Ukraina dan NATO sendiri membantah tudingan tersebut dan menyatakan bahwa
Rusia tidak memiliki hak untuk melakukan intervensi kepada sebuah negara yang independen
(Falahi, 2022). Terlebih dengan adanya sanksi ekonomi yang diberikan oleh AS dan NATO,
dan juga tudingan negatif oleh beberapa kepala negara dari blok tersebut membuat peluang
akan negosiasi perdamaian semakin menipis. Selain itu baik Rusia dan Ukraina masih memiliki
harapan bahwa konflik tersebut masih realistis untuk dimenangkan, yang membuat perang
tidak akan selesai dalam waktu dekat (Sweijs & Bertolini, 2022).

Konflik Rusia — Ukraina memberikan dampak negatif ke negara-negara lain, seperti
pada bidang energi, pupuk, dan supply chain. Pada bidang energi, terjadinya kelangkaan energi
di Uni Eropa, karena Rusia merupakan salah satu eksportir terbesar komoditas energi seperti
minyak, gas, dan batu bara, yang mana sekarang dilarang perdagangannya karena sanksi dari
Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya. Kemudian, komoditas pupuk juga mengalami
kelangkaan yang mana mempengaruhi 20% perdagangan pupuk internasional, sehingga
menciptakan kekurangan pupuk di berbagai negara (Primadhyta, 2022). Berbagai kondisi ini
mendisrupsi supply chain mencakup peredaran makanan, bahan baku, dan elektronik, terutama
food chain karena Rusia dan Ukraina mencakup 1/3 produksi gandum dunia, dan 75% minyak
bunga matahari (Primadhyta, 2022). Berbagai Kkrisis ini terus berlanjut hingga sekarang, karena
konflik yang belum menemukan titik terang.

Oleh sebab itu Indonesia merasa terpanggil untuk turut berpartisipasi dalam
mendamaikan kedua negara tersebut. Hal tersebut dirasa merugikan seluruh pihak dan
berdampak baik secara material (ekonomi, sosial, keamanan) maupun immaterial (politik dan
kemanusiaan). Pada tanggal 29 Juni 2022 Presiden Joko Widodo bertolak ke Ukraina dalam
rangka menemui Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky (Pebrianto, 2022). Kedatangan
Presiden Joko Widodo adalah bentuk manifestasi dari kepedulian Indonesia terhadap situasi di
Ukraina. Secara simbolis kunjungan Presiden RI ke Ukraina merupakan sebuah perwujudan
dari bentuk rasa kemanusiaan masyarakat Indonesia untuk Ukraina (CNN Indonesia, 2022).
Hal tersebut dikarenakan perwakilan negara seperti Presiden, Menteri Luar Negeri, dan lain-
lain, yang datang/berkunjung ke negara lain, dalam diplomasi merupakan simbol representasi
negara dan masyarakatnya itu sendiri, sehingga juga membawa citra negaranya di tingkat
internasional (Stanzel, 2018). Oleh sebab itu, Presiden Joko Widodo sebagai aktor diplomasi
dan representasi dari Indonesia juga menyampaikan bahwa Indonesia tetap menjunjung tinggi
tentang nilai kedaulatan dan integrasi wilayah. Indonesia menganggap bahwa pengawalan
terhadap spirit perdamaian dan resolusi secara damai adalah hal yang penting dan tidak boleh
luntur. Maka dari itu, Presiden Joko Widodo kemudian menawarkan diri kepada Presiden
Zelensky untuk menjadi 'pengantar pesan' kepada Presiden Putin (Sekretariat Kabinet Republik
Indonesia, 2022a).

Selanjutnya pada tanggal 30 Juni 2022, Presiden Joko Widodo tiba di Moskow Rusia
bersama rombongan. Kunjungan Presiden Rl ke Rusia adalah upaya dalam mewujudkan
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amanat konstitusi Indonesia dalam berkontribusi bagi terciptanya perdamaian dunia. Presiden
Joko Widodo kemudian menyampaikan pesan dari Presiden Zelensky kepada Presiden Putin
sesuai dengan janji yang diberikan Presiden Joko Widodo kepada Ukraina. Dalam hal ini,
Indonesia bertekad dan bersedia untuk menjadi jembatan penghubung antara komunikasi kedua
negara. Presiden Joko widodo juga menyampaikan kekhawatirannya kepada Presiden Putin
akan rantai pasok makanan yang terganggu akibat adanya perang ini. Oleh karena itu
diharapkan konflik yang berakibat buruk terhadap kemanusiaan ini agar dapat segera
menemukan jalan tengah nya (Sekretariat Kabinet RI, 2022).

Pembahasan mengenai Konflik Rusia-Ukraina dan peran Indonesia dalam menghadapi
fenomena tersebut telah dijelaskan melalui beberapa studi terdahulu. Nagy dan Kim
menyatakan bahwasanya apa yang dilakukan oleh Rusia memiliki konsekuensi global, yakni
mengenai adanya upaya untuk mengubah tatanan dunia yang berorientasikan pada
Westernisasi menjadi sebuah sistem yang multipolar dengan Rusia dan Tiongkok sebagai
kekuatan penyeimbang dari kekuatan Barat (Nagy & Kim, 2022). Kemudian, Mbah dan
Wasum menerangkan bahwa rangkaian sanksi ekonomi yang diterapkan menyebabkan inflasi
dan hambatan terhadap pertumbuhan ekonomi global dan krisis energi beserta pangan (Mbah
& Wasum, 2022). Hal tersebut juga mempengaruhi kondisi domestik Indonesia dimana terjadi
kenaikan harga terhadap komoditas energi, dan juga berdampak pada adanya peningkatan
beban subsidi negara (Junaedi, 2022).

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti mendapatkan suatu pola anomali yang mana
Indonesia merupakan negara yang tidak memiliki power sebesar negara-negara maju (Amerika
Serikat, Tiongkok, dll) tetapi Indonesia berani melakukan misi perdamaian ke Rusia dan
Ukraina. Terlebih lagi, Indonesia melakukan misi tersebut di luar kawasannya yaitu Asia
Tenggara yang mana terdapat ASEAN, sedangkan Indonesia jarang terlibat langsung dalam
resolusi konflik di luar Asia Tenggara. Oleh karena itu menjadi menarik untuk mengetahui
alasan Indonesia melakukan misi perdamaian ke Rusia dan Ukraina, yang mana akan mengarah
kepada kepentingan sebenarnya dari Indonesia. Selain itu, menjadi menarik untuk mendalami
kepentingan serta motif dibalik pendekatan luar negeri yang dilakukan oleh Indonesia dalam
merespon konflik tersebut. Sehingga terbentuklah satu rumusan masalah yakni “Mengapa
Indonesia mengupayakan misi perdamaian terhadap konflik Rusia - Ukraina?”. Penelitian ini
bertujuan untuk menjelaskan misi perdamaian Indonesia terhadap konflik Rusia - Ukraina.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode eksplanatif kualitatif. Secara definisi, penelitian
eksplanatif dimaksudkan untuk dapat memberikan deskripsi terhadap fenomena yang sedang
diamati dan berusaha menjelaskan mengapa fenomena terjadi dan apa pengaruhnya (Bungin,
2010). Penelitian ini menggunakan unit analisis tingkat negara-bangsa dalam memandang topik
yang diangkat, dengan level korelasionis yakni menempatkan Indonesia sejajar dengan Rusia
dan Ukraina sebagai unit pembahasan. Pola deduktif digunakan dalam menganalisis fenomena
yang dikaji pada penelitian ini, sehingga memberikan visualisasi terhadap peristiwa yang
terjadi. Data yang dikumpulkan akan dianalisa dengan cara kualitatif, yaitu analisis non
statistik yang berupa tabel, gambar, ataupun grafik yang kemudian diolah menjadi sebuah
bentuk paragraf (Mas'oed, 1990). Kemudian, pada penelitian ini menggunakan teknik
pengumpulan data secara kepustakaan. Data yang diperolen melalui studi kepustakaan
cenderung bersifat sekunder, dengan data yang disajikan diperoleh melalui beberapa sumber
literatur elektronik, seperti buku, artikel jurnal, surat kabar, press release, dokumen kenegaraan
resmi, website berita, dan website kementerian dari negara-negara terkait. Terakhir, penelitian
ini menggunakan teknik analisis kualitatif, yang mana analisis berbentuk penjelasan kualitatif
dengan menggunakan tahap-tahap pengumpulan data, pengelompokan data, pengelolaan data,
hingga pada penarikan kesimpulan dan menjawab rumusan masalah.
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TINJAUAN PUSTAKA

Teori Soft Power

Penelitian ini menggunakan Teori Soft Power yang mana akan berfungsi menjelaskan
kepentingan Indonesia dalam misi perdamaian terhadap konflik Rusia-Ukraina. Soft Power
menurut Geun Lee merupakan kemampuan negara untuk mengelola soft resources (ide, simbol,
budaya, tradisi, image, dll), sehingga dapat mempengaruhi pihak lain baik bersifat kooperatif
maupun koersif (Nucterlain, 1976; Lee, 2009). Selain bertujuan memenuhi kepentingan
nasional, soft power juga memiliki tujuan utama yaitu untuk menjadi ‘menarik (attractive)’ di
panggung internasional. Lebih lanjut Geun Lee membagi tipe soft power berdasarkan
tujuannya, yaitu: (1) Soft power untuk meningkatkan keamanan lingkungan eksternal dengan
memproyeksikan citra negara yang damai dan menarik; (2) Soft power untuk memobilisasi
dukungan negara lain untuk kebijakan luar negeri dan keamanan seseorang (3) Soft power
untuk memanipulasi cara berpikir dan preferensi negara lain (4) Soft power untuk menjaga
kesatuan komunitas atau komunitas negara (5) Soft power untuk meningkatkan peringkat
persetujuan dari seorang pemimpin atau dukungan domestik pemerintah (Nucterlain, 1976;
Lee, 2009). Teori ini menjadi tepat digunakan dalam penelitian ini, karena dapat menjelaskan
alasan Indonesia melakukan misi perdamaian dunia ke Rusia dan Ukraina, baik kepentingan
nasional maupun membentuk citra positif Indonesia di mata dunia. Penggunaan teori ini juga
menjadi pembeda (novelty) dengan penelitian lainnya yang menggunakan teori-teori ekonomi
politik internasional, tanpa menghiraukan analisis pada aspek immaterial yang diperjuangkan
Indonesia dalam hal ini yaitu soft power. Dengan menggunakan Teori ini juga, penulis dapat
menarik sebuah argumen tentang bagaimana cara Indonesia dalam membentuk Soft Powernya
sehingga nantinya hal tersebut akan berpengaruh pada permasalahan konflik Rusia-Ukraina.

Konsep First Track Diplomacy

Penelitian ini juga menggunakan First Track Diplomacy sebagai pendekatan tambahan yang
berfungsi untuk menggambarkan upaya misi perdamaian Indonesia dalam merespon konflik
Rusia - Ukraina. Track / jalur ini kerap dianggap sebagai ‘diplomasi tradisional’ yang berfokus
pada penyelesaian konflik melalui jalur dialog antar kepala negara / pejabat pemerintahan,
sehingga jalur ini mengedepankan perspektif nation-centric (Wehrenfennig, 2008). Kelebihan
dari track ini adalah negara dapat memainkan instrumen politik sebagai kekuatan untuk dapat
mempengaruhi luaran dari proses negosiasi (Mapendere, 2016). Selain itu negara dapat
menggunakan berbagai macam kekuatan material dan finansial mereka untuk meningkatkan
posisi leverage mereka dalam proses dialog (Bercovitch & Langley, 1993). Namun kekurangan
dari track ini adalah proses dialog dan perdamaian dapat menjadi tidak efektif oleh aspek power
yang terkadang dapat membuat negara mengabaikan hasil perjanjian akibat ‘terlena’ oleh
kekuasaan (Diamond & McDonald, 1996). Dalam konteks penelitian, Indonesia berusaha
untuk menjalin diplomasi dengan melakukan kunjungan resmi kepada Rusia dan Ukraina untuk
meredakan ketegangan sekaligus mendorong kedua negara untuk titik terang dari permasalahan
yang ada. Konsep first track diplomacy ini juga menambah novelty penelitian, yang mana
membantu penjelasan pembentukan soft power oleh aktor misi perdamaian dunia Indonesia,
sehingga mendapatkan hasil yang lebih komprehensif dibandingkan penelitian-penelitian
sebelumnya yang menitikberatkan analisis secara sistem interasional.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Misi Perdamaian Indonesia Sebagai Respon Terhadap Perang Rusia-Ukraina

Berangkat dari UUD 1945 yang termaktub di dalamnya untuk turut menciptakan
perdamaian dunia dan turut menjaga ketertiban dunia, dalam konteks krisis Rusia — Ukraina
adalah hal krusial bagi Indonesia. Hal tersebut untuk memenuhi kewajiban yang diamanatkan
dalam konstitusi. Sejalan dengan kenyataan tersebut, Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat
menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia dalam misi perdamaian ini adalah untuk mengawal
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isu kemanusiaan. Menurut Moerdijat, krisis Rusia — Ukraina harus segera menemukan jalan
keluarnya. Mengingat, krisis yang terjadi akan sangat berpengaruh terhadap berbagai tatanan
geopolitik maupun geostrategis di dunia. Tidak dapat dipungkiri, krisis Rusia — Ukraina juga
akan sangat berdampak pada sektor energi dan sektor ketahanan pangan (Moerdijat, 2022).

Baik Ukraina maupun Rusia secara cepat atau lambat akan merasakan dampak perang
khususnya pada komoditas ekonomi yang cukup signifikan. Pasalnya kedua negara memiliki
signifikansi terhadap rantai pasokan komoditas tersebut. Seperti misalnya Rusia yang diketahui
sebagai negara pemasok bahan bakar fosil (minyak bumi, gas alam, dan batu bara) dan kedua
negara (Rusia — Ukraina) sebagai penyumbang seperempat dari komoditas non bahan bakar
fosil dalam bentuk logam seperti ekspor global besi dan produk setengah jadi baja non-paduan,
serta ekspor besi kasar dunia. Dengan tidak mempertimbangkan alternatif energi pengganti
tersebut maka secara agregat penghentian dari Rusia akan menyebabkan output sektor
manufaktur dan jasa — jasa negara OECD sehingga berkurang antara 2,75% - 3% (Fadel, 2022).

Tidak hanya pada sektor migas, krisis ini juga turut berimbas pada sektor pangan.
Banyak pengamat mengatakan bahwa terdapat peluang akan timbulnya krisis pangan dunia
(Ben Hassen & El Bilali, 2022; Buddhavarapu, 2022;). Hal tersebut dikarenakan banyak negara
yang memiliki ketergantungan bahan makanan pokok pada kedua negara yang bertikai. Salah
satu komoditas bahan makanan pokok yang terdampak adalah gandum. Negara — negara seperti
Armenia dan sekitarnya memiliki ketergantungan impor gandum terhadap Rusia — Ukraina
hampir 99%. Tidak hanya berdampak pada negara tetangga saja, Timur — Tengah dan Afrika
juga turut merasakan hal serupa. Sudan mengimpor gandum dari Rusia — Ukraina hampir 93%
dari total impor komoditas tersebut. Negara — negara lain secara berurut juga mengimpor
gandum dengan persentase; Lebanon 92,6%, Mesir 86%, Libya 65%, Tunisia 61,7%, Oman
58,3%, Namibia 52,2%, dan Yaman 51%. Krisis tersebut memberikan dampak langsung
terhadap kegiatan impor negara — negara yang telah disebutkan (Fadel, 2022).

Dalam konteks keterlibatan Indonesia untuk menengahi krisis tersebut, banyak pihak
yang skeptis dengan upaya yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Misalnya kesempatan
pertemuan KTT G7 di Jerman, Presiden Joko Widodo menyatakan akan melanjutkan
perjalanannya menuju Ukraina dan Rusia sebagai bentuk dalam mewujudkan misi perdamaian
yang dibawa oleh Indonesia. Namun ternyata hal tersebut kemudian banyak menghasilkan nada
— nada minor. Beberapa pengamat di Indonesia beranggapan bahwa Indonesia sejatinya tidak
memiliki leverage power atau dapat dikatakan pengaruh kekuatan untuk menekan Rusia dan
Ukraina agar segera berdamai (Wibowo, 2022).

Dalam beberapa kesempatan Presiden Joko Widodo juga kerap membangun
komunikasi antara kedua negara yang bertikai. Pada tanggal 27 April 2022 pukul 15.00 WIB
Presiden Joko Widodo melakukan komunikasi dengan Presiden Ukraina menggunakan via
telepon. Perbincangan tersebut berisikan tentang kabar dari kondisi terkini lapangan yang
diberitahukan oleh Presiden Zelensky. Pada perbincangan telepon tersebut Presiden Ukraina
juga membahas berbagai permintaan bantuan khususnya persenjataan kepada Indonesia.
Presiden Joko Widodo membalas dengan menolak secara halus bahwa amanat konstitusi
Indonesia dan prinsip politik luar negeri Indonesia menentang pemberian bantuan persenjataan
kepada negara lain. Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa Indonesia siap dalam
memberikan dukungan dan bantuan kemanusiaan. Sebelum menutup telepon Presiden Joko
Widodo juga tidak lupa mengundang Presiden Zelensky untuk hadir dalam KTT G20 di Bali
nanti. (Humas Kemensetneg, 2022).

Setelah menghubungi Presiden Ukraina, Presiden Joko Widodo kemudian
menghubungi Presiden Putin pada tanggal 28 April 2022. Sama halnya dengan perbincangan
yang dilakukan oleh Presiden Zelensky, Presiden Putin juga memberikan update kabar terkini
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di Ukraina menurut versinya. Presiden Putin juga mengatakan bahwa proses negosiasi antara
kedua belah pihak juga terus berjalan. Presiden Joko Widodo berharap besar kepada Presiden
Putin untuk dapat segera mengakhiri perang. Sembari membicarakan hal tersebut tak lupa
Presiden Joko Widodo juga menyampaikan kepada Presiden Rusia untuk hadir pada KTT G20
di bulan November dan Presiden Putin menyatakan akan hadir pada acara tersebut. Indonesia
siap berkontribusi penuh dalam upaya mendamaikan perang Rusia — Ukraina (Humas
Kemensetneg, 2022).

Diplomasi Indonesia ke Ukraina

Indonesia melakukan diplomasi ke Ukraina melalui cara kunjungan diplomatik,
pembentukan dan penguatan kerja sama, serta negosiasi resolusi konflik. Kunjungan
diplomatik Indonesia ke Ukraina berlangsung pada tanggal 29 Juni 2022, yang mana Presiden
Joko Widodo bertemu secara langsung dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.
Pertemuan ini merupakan upaya pertama diplomasi Indonesia secara langsung dalam merespon
konflik Rusia — Ukraina, dan juga menandakan bahwa Indonesia merupakan negara Asia
pertama yang mengunjungi Ukraina (Katriana, 2022). Pada pertemuan diplomatik ini, Presiden
Joko Widodo meyakinkan Presiden Zelensky bahwa kunjungan tersebut merupakan murni
dorongan aspirasi dan dukungan masyarakat Indonesia ke Ukraina, serta menginginkan
perdamaian antar kedua negara. Melihat motivasi tersebut, Presiden Zelensky merespon positif
dengan mengatakan bahwa sangat menghargai dukungan dari Indonesia dalam mewujudkan
kebebasan dan kemerdekaan Ukraina (Katriana, 2022).

Tahap selanjutnya dari kunjungan misi perdamaian Indonesia ke Ukraina yaitu
menguatkan dan membentuk kerja sama bilateral. Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa
tepat pada bulan Juni ini, merupakan perayaan 30 tahun hubungan diplomatik Indonesia —
Ukraina (Katriana, 2022). Oleh sebab itu, kedua negara sepakat memperkuat kerja sama
bilateral yang telah ada sebelumnya. Mengingat pada tahun 2020 silam, Indonesia dan Ukraina
telah sepakat meningkatkan kerja sama bilateral di bidang ekonomi, pertahanan, intelijen,
budaya, pendidikan, dan pariwisata. Pada saat itu juga disahkan perjanjian kerja sama
pertahanan Indonesia-Ukraina (Kementerian Luar Negeri RI, 2022b). Berlandaskan hubungan
yang kooperatif tersebut, pada kunjungan Presiden Joko Widodo pada Juni 2022, terus
berupaya membangun komunikasi yang kooperatif, sehingga menghasilkan kesepakatan kerja
sama dengan Ukraina di bidang visa (Asmara, 2022). Indonesia dalam momen ini juga
memberikan berbagai bantuan terhadap Ukraina. Bantuan dari Indonesia berupa pemberian
obat-obatan dan bantuan pembangunan rumah sakit di Kyiv, Ukraina. Selain itu, kedua negara
membahas mengenai potensi kerja sama rekonstruksi pasca perang di Ukraina (Asmara, 2022).

Merespon kondisi konflik Rusia — Ukraina yang memanas dan belum usai, Presiden
Joko Widodo menegaskan posisi Indonesia sebagai negosiator antara Rusia dan Ukraina, yang
mana bertujuan untuk mendapatkan titik terang perdamaian antar kedua negara. Presiden Joko
Widodo mengatakan bahwa meskipun susah diraih, akan tetapi semangat perdamaian harus
terus dilontarkan dan diperjuangkan (Katriana, 2022). Peran mediator Indonesia dalam konflik
ini terlihat dari bersedianya Indonesia melalui Presiden Joko Widodo untuk meneruskan pesan
dari Presiden Zelensky, yang mana diharapkan dapat mencapai titik kesepakatan damai.
Indonesia mengirimkan pesan Ukraina terhadap Rusia, terutama mengenai dibukanya jalur
supply chain termasuk ekspor impor makanan dan gandum, yang mana tidak hanya
mempengaruhi kedua negara saja tetapi juga dunia internasional (Asmara, 2022).

Diplomasi dan negosiasi Indonesia ke Ukraina tidak hanya sampai disitu saja, Indonesia
juga mengundang Ukraina untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di
Indonesia. Agenda tersebut menjadi ajang untuk pemulihan ekonomi global, serta diharapkan
menjadi upaya mewujudkan perdamaian dan stabilitas global. Indonesia melalui Presiden Joko
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Widodo mengundang Presiden Zelensky untuk hadir di KTT G20, yang mana juga akan
dihadiri oleh Rusia, sehingga pada agenda tersebut kedua negara dapat saling berdialog dan
negosiasi secara langsung, dengan dipandu oleh negara-negara G20. Langkah ini merupakan
salah satu upaya nyata dari Indonesia untuk berperan aktif mewujudkan perdamaian konflik
Rusia — Ukraina. Merespon undangan tersebut, Presiden Zelensky mengatakan bahwa
berterima kasih atas undangan yang diberikan untuk ikut dalam KTT G20, akan tetapi Ukraina
dapat memastikan hadir tergantung pada situasi dan kondisi keamanan di Ukraina. Hal ini tidak
menutup kemungkinan untuk kedua negara dapat bertemu di KTT G20, yang mana Presiden
Zelensky mengatakan bahwa adanya agenda tersebut dapat menguatkan upaya dalam
mengakhiri perang (Katriana, 2022).

Kunjungan Diplomatik Indonesia ke Rusia

Pada awal terjadinya konflik Rusia-Ukraina, respon pertama Indonesia melalui
Kementerian Luar Negeri adalah dengan mengutuk aksi penyerangan tersebut dengan tanpa
menyebutkan bahwa Rusia sebagai pihak agresor. Indonesia sendiri menghimbau Rusia dan
juga Ukraina agar segera menyelesaikan konflik tersebut dalam jangka waktu yang dekat dan
melalui jalur damai. Melalui pernyataan resmi, Presiden Joko Widodo juga menyerukan bahwa
konflik yang terjadi dapat menghambat proses pemulihan perekonomian global pasca pandemi
(Storey & Choong, 2022). Bentuk dari pernyataan resmi oleh kepala negara dan kementerian
luar negeri tersebut merupakan langkah awal Indonesia untuk melakukan komunikasi terhadap
pihak yang bertikai, terutama Rusia.

Hal tersebut juga ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo dalam menanggapi terjadinya
konflik tersebut dengan menyatakan yang menjadi perhatian utama bagi Indonesia adalah
kenaikan harga pangan yang dapat membahayakan banyak negara, terutama bagi negara
berkembang (Buddhavarapu, 2022). Dalam melakukan kunjungan diplomatik ke Rusia,
terdapat dua tujuan penting yang dibawa oleh Indonesia yakni 1) untuk melakukan persuasi
kepada Presiden Vladimir Putin guna membuka rute suplai ekspor gandum Ukraina di tengah
berjalannya konflik, dan 2) Mengundang Putin untuk menghadiri KTT G20 di Bali pada
November mendatang (Strangio, 2022). Pencapaian akan kedua tujuan tersebut akan
memperkuat posisi Indonesia dalam politik internasional, sembari memenuhi kepentingan
nasionalnya.

Pada 30 Juni 2022, Presiden Joko Widodo bertemu Presiden Vladimir Putin untuk
membahas tentang isu perdamaian dan kemanusiaan terkait konflik Rusia-Ukraina, sembari
mengutarakan dua tujuan penting sebelumnya. Indonesia menegaskan pesan serta perhatiannya
terhadap konflik yang menyebabkan krisis keamanan dan juga humanitarian, sekaligus menjadi
mediator bagi kedua negara untuk mencapai perdamaian. Kemudian Indonesia juga
‘membujuk’ Rusia agar kembali menghidupkan semangat perdamaian dan multilateralisme,
terutama dalam hal untuk memperbaiki rantai pasok pangan dunia yang telah terdisrupsi akibat
dari perang (Kementerian Luar Negeri R1, 2022a).

Sebagai luaran dari pertemuan tersebut, Presiden Vladimir Putin bersepakat untuk
membuka jalur ekspor gandum Ukraina dan juga memberikan jaminan suplai terhadap
komoditas pupuk Rusia dalam upaya untuk reintegrasi kedua komoditi tersebut ke dalam rantai
pasok global (Kementerian Luar Negeri RI, 2022a). la juga mengkonfirmasi kehadiran Rusia
pada KTT G20 mendatang, walaupun belum dapat dikonfirmasi kehadirannya secara personal
atau melalui komunikasi daring (Teslova, 2022). Selain itu Rusia juga menawarkan kerja sama
di bidang pembangunan transportasi kereta api dan juga energi nuklir untuk Ibukota Nusantara
(IKN) di masa mendatang (Ho, 2022). Melihat hal ini, dapat dikatakan bahwasanya kunjungan
Presiden Indonesia ke Rusia merupakan bentuk dari pemenuhan kepentingan domestik,
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terlepas klaim yang menyatakan bahwa tidak ada kepentingan tertentu dibalik kunjungan
tersebut.

Misi Perdamaian Indonesia Pada Krisis Rusia — Ukraina sebagai Upaya Pembentukan
Soft Power

Dibalik narasi perdamaian dunia yang dilontarkan oleh Indonesia terkait Konflik Rusia
- Ukraina, terdapat kepentingan nasional dibaliknya. Hal tersebut dikarenakan, Indonesia tidak
bertindak semata-mata berdasarkan idealisme perdamaian dunia saja, tetapi juga adanya
kebutuhan nasional yang terganggu karena adanya Konflik Rusia - Ukraina yang berdampak
negatif di berbagai bidang kehidupan. Oleh karena itu, Indonesia melakukan misi perdamaian
dunia tidak hanya karena memperjuangkan kepentingan bersama (common interest) tetapi juga
kepentingan nasional yang terdiri dari kepentingan akan menstabilkan krisis energi dan pangan,
menurunkan tensi negara - negara Barat, mensukseskan berjalannya KTT G20 di Indonesia,
dan membentuk soft power Indonesia itu sendiri di mata dunia.

Pertama, kepentingan akan menstabilkan krisis energi dan pangan. Salah satu efek yang
paling berpengaruh signifikan dari adanya konflik tersebut adalah terjadinya krisis energi dan
pangan secara global yang berdampak kepada berbagai negara, terutama negara berkembang.
Dalam bidang energi, dunia merasakan dampak yang sama dikarenakan melambungnya harga
energi fosil (minyak bumi, gas alam, dll.) yang sangat tinggi dan fluktuatif sebagai akibat dari
terganggunya proses supply chain kepada pasar energi global. Rusia sebagai pelopor eksportir
gas alam dan sekaligus penghasil komoditas minyak terbesar kedua di dunia dijatuhi berbagai
sanksi dan embargo ekonomi sehingga tidak dapat melakukan distribusi optimal akan
komoditas tersebut. Adanya krisis energi yang berkepanjangan juga dikhawatirkan akan
menimbulkan gesekan diantara negara-negara untuk mendapatkan akses terhadap sumber
energi (UN Global Crisis Group, 2022).

Hal tersebut juga berlaku dalam bidang pangan dimana Rusia dan Ukraina merupakan
pemasok komoditas gandum terbesar dan juga negara pertama menjadi eksportir pupuk yang
signifikan bagi proses agrikultural global. Adanya konflik tersebut membuat kedua negara
tidak dapat menyalurkan komoditas tersebut ke dalam supply chain global sehingga membuat
negara-negara yang memiliki ketahanan pangan yang rendah menjadi kian rentan. Terlebih
konflik ini juga mencegah dan menghambat adanya proses budidaya gandum di Ukraina pada
musim semi dan proses panen pada musim dingin, dan kegagalan proses tersebut akan
membuat suplai gandum kepada pasar internasional menjadi tidak optimal. Ketidakmampuan
penyaluran distribusi komoditas dari kedua negara yang dianggap sebagai ‘keranjang roti
dunia’ tersebut juga berdampak pada membesarnya potensi kelaparan global menjadi 323 juta
orang mengalami insekuritas pangan di tahun 2022 (Quader, 2003; Ben Hassen & El Bilali,
2022).

Krisis energi dan pangan global tersebut juga berimbas pada tataran domestik
Indonesia yang mengalami kenaikan harga bahan bakar dan juga pangan. Di bidang energi,
Indonesia merupakan negara yang masih bergantung pada proses impor terhadap suplai
minyak domestik sehingga berdampak kepada kenaikan harga bahan bakar sebagai akibat dari
kenaikan tren global. Namun secara umum suplai bahan bakar Indonesia dapat dikategorikan
aman karena tidak melakukan impor langsung dari Rusia (Wicaksana et al., 2022). Di bidang
pangan, kenaikan harga gandum juga memicu fluktuasi harga beberapa komoditas pangan
pokok seperti roti, mie, dan bahan dasar tepung terigu. Semenjak terjadinya konflik, harga
gandum global meningkat sebesar 5.34% menjadi Rp.141.373 per gantang dan merupakan
kenaikan terbesar semenjak terakhir pada Krisis Ekonomi 2008 (Hanifah, 2022).

Kenaikan komoditi energi dan pangan diatas membuat Indonesia melakukan
penyesuaian arah kebijakan luar negeri dengan melakukan Misi Perdamaian tersebut. Maka
dari itu, dengan adanya ancaman energi dan pangan terhadap kondisi domestik membuat
kunjungan Presiden Joko Widodo ke Kiev dan Moskow menandakan bahwa Indonesia
memiliki ‘kepentingan’ agar global supply chain kembali pulih. Hal tersebut menjadi penting
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untuk membuat keadaan dalam negeri Indonesia kembali menjadi stabil dan menguat. Gestur
akan lobi kepentingan tersebut terlihat dalam pernyataan berikut:
“Ini menjadi penting bagi seluruh pihak untuk menyediakan jaminan
keamanan demi kelancaran ekspor komoditas pangan Ukraina, termasuk
melalui pelabuhan. Saya mendukung PBB dalam hal ini” — Presiden Joko
Widodo saat mengunjungi Kiev (Kementerian Luar Negeri RI, 2022a).

Berdasarkan pernyataan tersebut, Misi Perdamaian Dunia menjadi penting bagi
Indonesia agar dapat mengamankan ketersediaan energi dan pangan agar dapat memenuhi
kepentingan nasional sekaligus kepentingan masyarakat. Dari sisi dalam negeri, gestur tersebut
menjadi penting dikarenakan kestabilan energi dan pangan (yang merupakan fundamental bagi
keberlangsungan negara) dapat menjadi faktor kunci agar pemerintahan Presiden Joko Widodo
tetap berjalan dan menghindari demonstrasi dari masyarakat (Kementerian Luar Negeri RI,
2022a). Sedangkan dari sisi kebijakan luar negeri, hal ini menjadi penting untuk menunjukkan
sikap dan citra Indonesia di mata internasional sebagai negara yang dapat berkontribusi
terhadap kestabilan global supply chain, disamping juga berniat untuk memenuhi kebutuhan
domestiknya. Maka dari itu, apa yang dilakukan Indonesia dapat dilihat dengan menjadikan
sektor luar negeri sebagai alat untuk mencapai kepentingan nasionalnya.

Kedua, adanya kepentingan menurunkan tensi negara - negara Barat. Akibat krisis
Rusia — Ukraina yang tengah berlangsung ini membuat Indonesia berada pada posisi yang sulit.
Sebagaimana yang telah diketahui bahwa Indonesia merupakan tuan rumah dari KTT G20
nanti menjadi polemik yang rumit dikarenakan harus menemui dilema. Terdapat tekanan dan
boikot yang mungkin dan bahkan akan terjadi jika Indonesia tidak melakukan sanksi kepada
Rusia dengan tetap memperbolehkan hadir pada KTT tersebut. Oleh sebab itu Presiden Joko
Widodo bersama dengan Menteri Luar Negeri Rl Retno Marsudi melakukan lobi kepada
negara — negara barat. Hal ini diperlukan mengingat akan mengancam keberlangsungan G20
secara kolektif (BBC News Indonesia, 2022).

Forum G20 berpotensi menjadi dua blok yaitu blok AS dan Sekutu yang memberikan
dukungan terhadap Ukraina, dan blok Tiongkok dan Brazil yang memberikan dukungan
terhadap Rusia. Amerika Serikat dan Sekutunya meminta dan mendesak Indonesia agar tidak
mengundang Rusia dalam pertemuan G20 di Bali. Dilain sisi Tiongkok dan Brazil tidak setuju
jika Rusia tidak dilibatkan sebagai bagian dari kesatuan G20. Hal tersebut tentunya
memberikan tekanan kepada Indonesia dimana pemimpin — pemimpin negara anggota banyak
yang memberikan ancaman boikot terhadap pelaksanaan G20 mendatang. Indonesia sejauh ini
belum mengambil sikap dalam menjatuhkan sanksi terhadap Rusia. Hal tersebut didasari oleh
belum adanya instruksi dan ketetapan resmi dari Persatuan Bangsa — Bangsa (PBB). Indonesia
memegang prinsip integritas dan menghormati hukum internasional karena sampai tulisan ini
dibuat belum terdapat ketetapan sanksi resmi dari PBB (FISIP Ul, 2022).

Menanggapi hal tersebut Indonesia akan melakukan kunjungan ke sejumlah negara
Eropa. Melalui Kementerian Luar Negeri Indonesia akan terus membangun komunikasi antara
negara — negara anggota G20 dengan harapan seluruh anggota dapat menghadiri kegiatan
tersebut. Hal tersebut tentunya ditujukan untuk memberikan perspektif Indonesia sebagai
presidensi secara komprehensif kepada negara — negara barat yang anti Rusia. Kunjungan akan
dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Rl Retno Marsudi dengan membawa agenda isu terkini
termasuk G20 dan upaya dalam menurunkan ketegangan Rusia — Ukraina (BBC News
Indonesia, 2022).

Ketiga, kepentingan mensukseskan berjalannya KTT G20 di Indonesia. Ketegangan
yang berlangsung diantara negara — negara barat anggota G20 adalah bukan hal yang
menguntungkan bagi Indonesia. Jika benar nantinya Indonesia akan diboikot oleh mayoritas
negara barat dalam konteks ini Amerika Serikat dan Sekutu, maka kecil kemungkinan pilar
presidensi G20 akan terealisasi secara maksimal. Momen ini merupakan hal yang sangat krusial
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bagi Indonesia. Dikarenakan pada agenda yang akan berlangsung dalam KTT G20 memuat
sejumlah rancangan strategi ekonomi.

Terdapat setidaknya enam agenda prioritas jalur keuangan dalam Presidensi G20
Indonesia. Secara berurut; 1) Exit Strategy to Support Recovery, yaitu sebuah agenda yang
diperuntukkan untuk membahas peran G20 dalam melindungi negara - negara berkembang
yang berusaha bangkit menuju pemulihan ekonomi; 2) Addressing Scarring Effect to Secure
Future Growth, pada agenda ini pembahasan difokuskan pada upaya dalam mengatasi dampak
jangka panjang (scarring effect) krisis dengan cara meningkatkan produktivitas,
ketenagakerjaan, household, korporasi, dan finansial; 3) Payment System in Digital Era,
agenda pembahasan seputar penetapan standar pembayaran lintas batas negara serta
pembahasan komprehensif terkait pengembangan CBDC (Central Bank Digital Currency); 4)
Sustainable Finance, bertujuan dalam membahas isu resiko iklim dalam konteks resiko transisi
menuju ekonomi berbasis lingkungan; 5) Financial Inclusion: Digital Financial Inclusion &
SME Finance, pembahasan pada agenda ini akan tertuju pada ide pemanfaatan open banking
dalam upaya mendorong produktivitas, ekonomi, serta keuangan. 6) International Taxation,
agenda ini secara khusus akan membahas perpajakan internasional dalam implementasi
Framework bersama OECD (BBC News Indonesia, 2022).

Keenam agenda prioritas tersebut diperuntukkan dalam memperkuat lingkungan
kemitraan; mendorong produktivitas; Meningkatkan ketahanan dan stabilitas; Memastikan
pertumbuhan berkelanjutan dan inklusif; serta Kepemimpinan kolektif global yang lebih kuat
(Bank Indonesia, 2022). Jika pertemuan dalam forum ini gagal akibat krisis Rusia — Ukraina
yang semakin memburuk maka poin — poin yang telah disebutkan akan tidak terwujudkan dan
akan membawa kerugian yang besar bagi Indonesia, kawasan regional, dan negara — negara
yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga upaya peran diplomasi yang
dilakukan oleh Indonesia kepada Rusia maupun Ukraina adalah sebuah langkah dalam
mengantisipasi dan mencegah agar kemungkinan terburuk tidak terjadi.

Kepentingan yang telah dijelaskan sebelumnya kemudian mengarah kepada
pembentukan soft power Indonesia itu sendiri di mata dunia. Misi perdamaian Rusia - Ukraina
yang dilakukan oleh Indonesia merupakan upaya Indonesia dalam menjadi attractive/menarik
di mata dunia, karena dapat menjadi negara yang berani menekan Rusia dan Ukraina untuk
dapat berdamai melalui dialog. Lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut:
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Kepentingan Indonesia Melakukan Misi Perdamaian ke
Rusia dan Ukraina:

* Menstabilkan Krisis Energi Pangan di Tingkat Global dan
Nasional

* Meredzkan Tensi Negara — Negara Barat dalam Konteks
KTT G20

* Mengantisipasi kegagalan forum G20 yang akan
berimbas pada perekonomian Indonesia

* Membentuk Soft Power Indonesia

l Tujuan soft power

Soft power untuk meningkatkan keamanan lingkungan
eksternal dengan memproyeksikan citra negara yang
damai dan menarik

Mengelola soft
resources yang ada

Soft Resources Indonesia:

®*  Tuan Rumah & Ketua Penyelenggaraan KTT G20

Sifat dan instrumen
soft power

Soft Power Kooperatif

* Penggunaan Diplomasi first-track (Dizlog antar negars)

Gambar 1 Alasan Indonesia Melakukan Misi Perdamaian ke Rusia dan Ukraina dalam Soft
Power (Diolah oleh Penulis, 2022)

Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwa misi perdamaian Indonesia meskipun
memiliki berbagai kepentingan, namun tetap akan mengarah terhadap pembentukan soft power.
Hal ini karena, Indonesia memiliki soft resources, sehingga dapat menjadi momentum untuk
meningkatkan citra positif Indonesia di mata dunia jika menunjukkan aksi perdamaian. Dalam
mencapai berbagai kepentingan dan tujuan tersebut, Indonesia menggunakan instrumen
diplomasi first-track yang telah dijelaskan di sub bab sebelumnya. Guna memahami lebih
lanjut, penjelasan detail mengenai soft power Indonesia akan dijelaskan setelah penjelasan
kepentingan nasional Indonesia lainnya pada bab selanjutnya.

Melihat pada Gambar 1, menerapkan lebih lanjut mengenai Teori Soft Power dari Geun
Lee (2009) yaitu misi perdamaian Indonesia memiliki tujuan untuk meningkatkan keamanan
lingkungan eksternal dengan memproyeksikan citra negara yang damai dan menarik. Hal ini
menjadi tepat, karena Indonesia memperjuangkan perdamaian Rusia - Ukraina yang akan
mengembalikan stabilitas keamanan global, dan di sisi lain Indonesia juga memperjuangkan
terbentuknya citra positif Indonesia sebagai negara cinta perdamaian dan menarik perhatian
negara-negara lainnya untuk dapat segera mengakhiri Perang Rusia - Ukraina.

Dalam mencapai tujuan soft power tersebut, diperlukannya soft resources yang mana
akan dikelola menjadi senjata yang dapat mempengaruhi negara-negara lain. Indonesia
memiliki soft resources yaitu status sebagai tuan rumah dan ketua (Presidensi)
penyelenggaraan KTT G20. Status tersebut menjadi berpengaruh kuat karena KTT G20
merupakan agenda yang penting, karena menjadi wadah dari negara-negara untuk bekerjasama
menghadapi krisis dan memulihkan perekonomian global pada saat ini. Komitmen Indonesia
dalam memulihkan perekonomian global yang dilanda krisis dapat dilihat dari tema KTT G20
itu sendiri yaitu “Recover Together, Recover Stronger”. KTT G20 sebagai soft resources
Indonesia juga didukung dengan status G20 itu sendiri yang mana merupakan sebuah grup
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informal yang beranggotakan 19 negara dan Uni Eropa serta perwakilan dari IMF dan World
Bank. G20 dapat dikatakan sebagai forum ekonomi utama dunia yang memiliki signifikansi
yang strategis. Hal tersebut mengingat G20 memiliki pengaruh secara kolektif mewakili sekitar
65% penduduk dunia, 79% perdagangan global, dan sekitar 85% perekonomian dunia
(Mantong & Kembara, 2022). Oleh karena itu, status Indonesia sebagai Presidensi KTT G20
tidak dapat dipandang remeh oleh negara-negara lain, sehingga menjadi suatu soft resources
yang patut dipertimbangkan.

Menganalisis lebih lanjut, pada Gambar 1, Indonesia mengelola soft resources tersebut
menjadi kebijakan luar negeri yang bersifat kooperatif yang berarti Indonesia mengedepankan
langkah-langkah soft, damai, dan tidak memancing peningkatan tensi kedua negara yang
sedang berkonflik. Oleh karena itu, Indonesia menggunakan instrumen diplomasi dalam misi
perdamaian ke Rusia dan Ukraina, yang mana berupaya menjadi jembatan komunikasi antar
kedua negara tersebut. Tidak ada perbedaan dalam diplomasi Indonesia ke Rusia dan Ukraina,
Indonesia tetap menjaga posisinya sebagai negara pihak ketiga yang netral dan berperan
sebagai mediator. Hal tersebut sesuai dengan prinsip politik luar negeri bebas dan aktif yang
dianut oleh Indonesia. Oleh sebab itu, adanya misi perdamaian yang bersifat kooperatif dan
menggunakan diplomasi, menjadi cara Indonesia dalam mengupayakan perdamaian Rusia -
Ukraina dan mendapatkan citra positif di mata dunia.

SIMPULAN

Indonesia dalam misi perdamaian dunia di Ukraina dan Rusia, menggunakan instrumen
diplomasi yang mana memiliki tujuan untuk meredakan konflik dan mencapai perdamaian.
Upaya Indonesia tersebut juga diselingi oleh pembentukan soft power Indonesia itu sendiri
seperti membangun citra positif, menyambut KTT G20, dan kepentingan ekonomi. Meskipun
terdapat kepentingan nasional bagi Indonesia, namun hal tersebut tidak melunturkan
kepentingan global yang dibawa Indonesia seperti pemulihan ekonomi global, dan supply
chain. Keberanian Indonesia dalam politik internasional ini berbeda dengan negara-negara
lainnya, dikarenakan Indonesia menganut politik luar negeri yang bebas dan aktif. Selain itu,
Indonesia menggunakan instrumen Soft Power-nya yang berupa First Track Diplomacy
sebagai sebuah upaya dalam mengawal dialog damai antara kedua negara. Sehingga Indonesia
dapat menjamin tercapainya tujuan dan kepentingan yang dibawanya. Walaupun dapat
digarisbawahi fokus Indonesia adalah isu kemanusiaan dimana isu tersebut kemudian beririsan
dengan isu ekonomi sehingga didalamnya terkandung unsur - unsur agenda ekonomi baik
secara domestik, regional, maupun internasional. Momentum ini kemudian dimanfaatkan oleh
Indonesia dengan memanfaatkan Soft Resource yang dimilikinya dan menjamin
keberlangsungan agenda internasional yang melibatkan negara yang sedang berkonflik dan
negara - negara lain pada konteks KTT/G20.
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Abstract Jakarta’s widespread internal migration also complicate efforts to provide its
citizens with the care they needed. Pandemic exacerbates the social vulnerabilities of the
urban people and increasingly shows the inequality that exists in the city. The question that
this paper tried to answer is “To what extent the urban poor could access their entitlements
to sustainable livelihood?”. To help enhance our understanding on how urban poor access
their rights and entitlements to sustainable livelihoods, sustainable livelihood framework is
to be combined with demographic analysis approaches. Data collecting and field research
was the elements of analytical methods that’s used to understand the dynamic of the urban
people livelihood. Poor people stood at the centre and were seen to build their livelihood
strategies on a set of vital resources. People found ways to make ends meet and got on with
their lives. In the case of urban poor in Jakarta, it is important to note, that while the
sustainable livelihood model stresses that poor people are the experts on their own
conditions, it is condescending to assume that all of the people’s livelihood strategies are
inherently right. Many urban poor households lack access to information, broader
overviews, and a knowledge of prior experiences outside their own area which mean that
they may make mistakes and adopt livelihood strategies which are unsatisfactory at best or
doomed to failure at worse.
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Abstrak Migrasi internal yang meluas di Jakarta juga mempersulit upaya untuk
menyediakan layanan kesehatan yang dibutuhkan warganya. Pandemi memperparah
kerentanan sosial masyarakat perkotaan dan semakin menunjukkan ketimpangan yang ada
di kota. Pertanyaan yang ingin dijawab dalam makalah ini adalah "Sejauh mana masyarakat
miskin kota dapat mengakses hak mereka untuk mendapatkan penghidupan yang
berkelanjutan?”. Untuk membantu meningkatkan pemahaman kita tentang bagaimana
masyarakat miskin kota mengakses hak dan hak mereka atas penghidupan yang
berkelanjutan, kerangka kerja penghidupan berkelanjutan dikombinasikan dengan
pendekatan analisis demografi. Pengumpulan data dan penelitian lapangan merupakan
elemen-elemen dari metode analisis yang digunakan untuk memahami dinamika
penghidupan masyarakat perkotaan. Masyarakat miskin berada di tengah dan terlihat
membangun strategi penghidupan mereka di atas seperangkat sumber daya yang vital.
Orang-orang menemukan cara untuk memenuhi kebutuhan hidup dan melanjutkan hidup
mereka. Dalam kasus masyarakat miskin perkotaan di Jakarta, penting untuk dicatat bahwa
meskipun model penghidupan berkelanjutan menekankan bahwa masyarakat miskin adalah
ahli dalam kondisi mereka sendiri, namun sangat merendahkan jika kita mengasumsikan
bahwa semua strategi penghidupan yang dilakukan oleh masyarakat adalah benar. Banyak
rumah tangga miskin di perkotaan tidak memiliki akses terhadap informasi, pandangan yang
lebih luas, dan pengetahuan tentang pengalaman di luar wilayah mereka, sehingga mereka
dapat melakukan kesalahan dan mengadopsi strategi penghidupan yang kurang memuaskan
atau bahkan gagal.
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PENDAHULUAN

Sejak awal tahun 2020, Pandemi Covid-19 telah menyebar ke banyak negara di dunia. Hal ini
berdampak pada kehidupan masyarakat di banyak kota, dan Jakarta, sebagai ibu kota
Indonesia, tidak terkecuali. Sebagai kota terpadat di Indonesia, Jakarta menjadi salah satu
episentrum pandemi Covid-19. Jakarta merupakan wilayah metropolitan dan berpenduduk
kurang lebih 10.504.100 juta jiwa menurut sensus tahun 2020 (Badan Pusat Statistik Jakarta,
2020), menjadikannya sebagai kota metropolitan terbesar kedua di dunia. Jakarta juga
merupakan kota yang sangat padat penduduknya dibandingkan dengan wilayah lain di
Indonesia.

Fakta Jakarta menjadi episentrum pandemi telah menarik banyak diskusi tentang
kerentanan kota, ketahanan penduduk kota, kesiapan pemerintah, sistem kesehatan masyarakat
dan sebagainya (Sparrow et.al. , 2020; Suryahadi et.al., 2020; Martinez, & Masron, 2020).
Tantangan Pemerintah Jakarta mencegah penyebaran pandemi di masyarakat dengan fasilitas
perawatan kesehatan yang kurang memadai dan ditambah banyak daerah kumuh membuat
tantangan pemerintah kota semakin besar (Sparrow et.al., 2020). Migrasi internal Jakarta yang
meluas juga memperumit upaya untuk memberikan perawatan dan pelayanan kesehatan yang
dibutuhkan warganya. Pandemi juga memperparah kerentanan sosial masyarakat perkotaan
dan semakin menunjukkan ketimpangan yang ada di kota.

Tidak dapat dipungkiri bahwa Jakarta memang menjadi pusat kegiatan ekonomi yang
membuat masyarakat Indonesia di luar Jakarta ingin mendapatkan akses terhadap kegiatan
ekonomi yang ada, sehingga terjadi urbanisasi yang pesat. Meskipun pertumbuhan ekonomi
yang pesat dapat dilihat sebagai suatu peluang bagi perkembangan kota, akan tetapi proses
pembangunan Jakarta dirasa belum memungkinkan untuk melayani tingginya kebutuhan
masyarakat, khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan (Sparrow et.al., 2020) .
Diproyeksikan bahwa penduduk perkotaan di Jakarta akan melampaui penduduk pedesaan di
sekitaran wilayah Jakarta, peningkatan penduduk ini dapat mencapai 60 persen pada tahun
2025, serta sekitar 20 sampai 25 persen penduduk Jakarta tinggal di wilayah perkampungan
(United Nations Human Settlements Programme, 2003). Istilah Kampung digunakan oleh
warga Jakarta untuk menunjukkan lingkungan yang lebih miskin yang berada di dalam kota.
Namun, karena kampung bukanlah entitas administratif, tidak ada data resmi yang
menunjukkan keakuratan jumlah penduduk Jakarta yang tinggal di wilayah perkampungan.
Dengan Jakarta menjadi melting pot kegiatan sosial-ekonomi penduduk kota, masyarakat
miskin kota yang tinggal di kampung-kampung mulai tersingkir. Pada saat yang sama, harga
tanah yang tinggi dan ketersediaan wilayah mulai berkurang terutama untuk perumahan bagi
masyarakat berpendapatan rendah, menciptakan pemukiman ilegal baru dan permukiman liar
yang kumuh.

Melihat dinamika sosial diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi
status mata pencaharian masyarakat miskin kota di salah satu perkampungan terpadat di Jakarta
dalam kaitannya dengan akses mereka pada kegiatan sosial dan ekonomi di kota tersebut.
Pertanyaan yang coba dijawab adalah “Sejauh mana kaum miskin kota dapat mengakses hak
mereka atas penghidupan yang layak dan berkesinambungan?” diikuti oleh sub-pertanyaan: (1)
Jenis risiko dan kerentanan apa yang dihadapi kaum miskin kota?; dan (2) Bagaimana
masyarakat mendapatkan penghasilan yang layak dan berkesinambungan terkait posisi mereka
sebagai warga kota yang di atur oleh pemerintah?. Untuk memahami dinamika penghidupan
kaum miskin perkotaan yang ada, pendekatan yang digunakan meliputi kerangka penghidupan
berkelanjutan, penghidupan, dan pendekatan hak atas kota. Terkait pula membahas masalah
informalitas perkotaan di Jakarta, penghidupan masyarakat miskin perkotaan, dan upaya
pemerintah untuk meningkatkan penghidupan masyarakat miskin perkotaan. Analisis ini
mencakup aset dan konteks kerentanan masyarakat miskin perkotaan serta strategi
penghidupan masyarakat miskin perkotaan dalam mendapatkan hak-hak mereka atas
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penghidupan berkelanjutan. Akhirnya, penelitian ini meringkas terkait status mata pencaharian
miskin perkotaan yang tidak berkelanjutan dan masalah ketidaksetaraan hak yang dihadapi
kaum miskin perkotaan, serta berkontribusi dengan memberikan rekomendasi bagi pemerintah
untuk membuat keputusan yang lebih baik terkait pembangunan perkotaan yang menempatkan
masyarakat pada pusatnya.

KERANGKA TEORITIS
Kerangka Penghidupan Berkelanjutan

Kerangka Kerangka Penghidupan Berkelanjutan menempatkan faktor-faktor utama yang
mempengaruhi penghidupan masyarakat dan keterkaitan di antara mereka (DfiD, 1999).
Kerangka ini berpusat pada manusia dan bertujuan untuk membantu para pemangku
kepentingan menilai dalam perdebatan yang terstruktur dan koheren tentang banyak faktor
yang memengaruhi penghidupan, kepentingan, dan cara mereka berinteraksi dengan perspektif
yang berbeda (DfiD, 1999). Dengan demikian, kerangka ini akan berguna untuk merencanakan
atau mengeksplorasi kegiatan pembangunan yang akan membantu dalam mengidentifikasi poin
yang tepat untuk mendukung penghidupan yang layak.

Meskipun kerangka penghidupan berkelanjutan ditempatkan untuk mengeksplorasi
kehidupan di pedesaan, tetapi kerangka tersebut dapat pula diterapkan dalam menganalisa
dinamika penghidupan di perkotaan. Farrington, et.al (2002) berpendapat bahwa kerangka
tersebut memberikan dasar yang sistematis untuk mengidentifikasi bagaimana masyarakat
dalam mengelola aset terkait konteks kerentanan dan kerangka kelembagaan yang dapat
diterapkan di daerah perkotaan. Namun, situasi ini hanya akan terwujud jika pembangunan
perkotaan sejalan dengan aspirasi penghidupan masyarakat miskin. Seperti pendapat
Farrington et.al (2002) dasar pemikiran dalam menggunakan kerangka tersebut untuk menilai
penghidupan masyarakat miskin perkotaan adalah:

1) kerangka tersebut mengakui sifat multifaset kemiskinan;

2) kerangka kerja tersebut mengakui bahwa masyarakat miskin mengembangkan
portofolio penghidupan yang beragam dan berubah-ubah terkait persepsi mereka
tentang kerentanan kemiskinan;

3) kerangka tersebut memanfaatkan dan mengisi kembali aset modal; dan

4) kerangka tersebut memiliki strategi penghidupan yang difasilitasi oleh serangkaian
kebijakan, institusi, dan proses (PIP).

Dengan kata lain, kerangka tersebut dapat diimplementasikan dengan cara yang sama seperti
dalam konteks penghidupan pedesaan dengan sedikit perbedaan pada beberapa indikator yang
mempengaruhi penghidupan.

Selain itu, kerangka penghidupan berkelanjutan mengadopsi perspektif yang berbeda
dalam memahami kemiskinan dan bagaimana mengintervensi untuk memperbaiki kondisi
masyarakat miskin (Meikle, et.al., 2001). Pendekatan penghidupan berkelanjutan untuk
pengentasan kemiskinan adalah pendekatan yang mengakui bahwa kemiskinan adalah kondisi
ketidakamanan dan bukan hanya kekurangan pendapatan. Dengan demikian, indikator
kerangka penghidupan berkelanjutan pada penghidupan perkotaan dapat dikelompokkan
sebagai berikut menurut Meikle et.al., (2001) dan Farrington et.al (2002):

1. Konteks kerentanan, didefinisikan sebagai ketidakamanan kesejahteraan individu atau
komunitas dalam menghadapi perubahan lingkungan seperti ekologi, sosial, ekonomi,
politik dalam bentuk kejutan mendadak, tren jangka panjang, atau siklus musiman
(Meikle, et .al., 2001). Kerentanan kemudian dikategorikan menjadi dua dimensi:
pertama, skala respons terhadap guncangan eksternal dan kedua, seberapa cepat mata
pencaharian setiap rumah tangga pulih dari guncangan.

2. Aset, adalah kemampuan untuk menghindari atau mengurangi kerentanan yang
dikategorikan ke dalam lima modal: manusia, sosial, alam, keuangan, dan fisik.
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Penghidupan perkotaan tidak hanya bergantung pada aset awal yang tersedia tetapi juga
pada kapasitas untuk mengelolanya dan mentransformasikannya untuk kebutuhan dasar
masyarakat miskin kota.

3. Strategi penghidupan, dibentuk oleh kombinasi aset yang tersedia, faktor kontekstual
perkotaan yang menentukan ketersediaan aset ini, baik laki-laki atau perempuan.
Masyarakat miskin kota menjalankan berbagai pola kegiatan yang bersama-sama yang
merupakan strategi penghidupan mereka. Namun, dalam konteks masyarakat miskin
perkotaan, banyak rumah tangga di perkotaan dianggap oportunistik, diversifikasi
sumber pendapatan mereka, terlebih pada portofolio kegiatan (seperti pekerjaan
berupah formal, perdagangan informal dan kegiatan jasa) (Farrington et.al , 2002). Oleh
karena itu, strategi penghidupan seorang individu kurang lebih rentan terhadap
perubahan tak terduga yang dapat memengaruhi basis aset mereka.

4. Hasil penghidupan, adalah hasil dari keberhasilan atau kegagalan masyarakat dalam
mengubah aset menjadi pendapatan dan/atau layanan dasar yang mereka butuhkan
melalui berbagai strategi.
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Gambar 1 Diagram Penghidupén Perkotaan Berkelanjutan

Mata Pencaharian dan Hak Atas Pendekatan Kota
Untuk membantu meningkatkan pemahaman kita tentang bagaimana masyarakat miskin kota
mengakses hak dan keberhakan mereka atas penghidupan berkelanjutan, kerangka
penghidupan berkelanjutan perlu digabungkan dengan pendekatan lain. Oleh karena itu, untuk
lebih menekankan penilaian tentang bagaimana, mengapa, dan oleh siapa hak-hak tersebut
dapat ditolak bagi masyarakat miskin, penelitian ini menggunakan pendekatan mata
pencaharian dan hak atas kota. Ketika dikombinasikan dengan analisis penghidupan
berkelanjutan, pendekatan berbasis penghidupan dapat meningkatkan pemahaman tentang
redistribusi keseluruhan pendapatan dikota Jakarta. Oleh karena itu, menggabungkan
pendekatan-pendekatan tersebut dapat meningkatkan wawasan pertukaran antara pertumbuhan
dan pemerataan yang umumnya harus dihadapi oleh masyarakat miskin perkotaan.

Perlu digaris bawahi bahwa pendekatan penghidupan sangat berfokus pada bagaimana
masyarakat mengatur kehidupan mereka, lebih pada peluang dan agensi (De Haan, 2012). Mata
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pencaharian mencakup strategi yang kompleks, kontekstual, beragam dan dinamis yang
dikembangkan oleh setiap rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya (Gaillard et al., 2009).
Pendekatan ini didorong oleh kebutuhan untuk mengembangkan kebijakan pengentasan
kemiskinan yang lebih efektif dengan menggunakan metode yang lebih partisipatif yang
menekankan pada kehidupan dan kebutuhan sehari-hari masyarakat miskin kota (De Haan,
2012). Pendekatan penghidupan juga mengkaji dalam konteks yang lebih luas, yaitu bagaimana
masyarakat miskin kota mengatur strategi penghidupan mereka. Dengan menggunakan
pendekatan ini, akan memungkinkan untuk mengevaluasi strategi penghidupan masyarakat
miskin perkotaan karena pendekatan ini mengakui bahwa strategi tersebut sangat bergantung
pada struktur perkotaan yang diatur oleh institusi. Seperti yang dinyatakan De Haan (2012)
bahwa hal ini penting untuk dipertimbangkan karena akan memungkinkan untuk melihat
peluang dan kendala yang akan memungkinkan atau menghalangi masyarakat miskin untuk
mengatur strategi penghidupan yang efektif.

Pendekatan hak atas kota merupakan elemen vital lain dari penghidupan berkelanjutan.
Saat ini, di hampir setiap kota di dunia, hak milik pemilik lebih besar daripada hak pakai
penduduk perkotaan, dan nilai tukar properti menentukan bagaimana nilai itu digunakan akan
jauh lebih banyak daripada nilai kegunaannya (Purcell, 2014). Pendekatan yang disampaikan
oleh Henri Lefebvre tentang hak semua penduduk perkotaan, terlepas dari kewarganegaraan,
etnis, kemampuan, jenis kelamin dan sebagainya untuk berpartisipasi dalam membentuk kota
(Harvey, 2003). Hak atas kota muncul antara lain karena perjuangan kelas pekerja untuk
mendapatkan kembali cara hidup yang berkesinambungan tidak dilandasi oleh mekanisme
pertukaran pasar dan perencanaan rasionalis (King, 2018). Hak atas kota dengan demikian
menantang hubungan kekuasaan yang ada dalam dari sistem kapitalis yang mana mendorong
pembangunan kota dan produksi ruang kota, termasuk hubungan sosial, politik dan ekonomi
(Mitchell, 2003). Pendekatan ini menandai kegigihan kaum miskin kota untuk memutuskan
bangkit dan merebut kembali ruang di kota yang memungkinkan pembahasan lebih luas
tentang bagaimana strategi kaum miskin kota dalam merebut kembali hak-hak mereka atas
kota. Ketika masyarakat mengembangkan kemampuan untuk mengelola kota untuk diri
mereka sendiri, maka mereka memberi bentuk pada mata pencaharian di perkotaan dan
menegaskan nilai pakai di atas nilai tukar, pola konsumerisme, interaksi yang tidak dibatasi,
kebebasan dalam beraktivitas, dan penempatan pekerjaan yang layak.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Keterbatasan Mata Pencaharian Masyarakat Miskin Perkotaan di Jakarta

1. Dinamika Sosial Masyarakat Urban di Kampung Miskin Tambora

Kampung kumuh adalah tempat tinggal masyarakat miskin kota di pemukiman yang tidak
terencana dengan kondisi tidak layak dan fasilitas yang tidak memadai. Permukiman semacam
ini kadang dianggap sebagai pangkal dari berbagai kerusakan lingkungan dan juga merusak
keindahan ibu kota Indonesia. Dengan perkiraan populasi yang kira-kira sama dengan lima
kota terbesar di Indonesia, Jakarta memiliki proporsi pertumbuhan tertinggi kedua (53 persen)
karena migrasi (McCarthy, 2003). Pertumbuhan perkotaan akibat migrasi pada kenyataannya,
lebih tinggi daripada yang diindikasikan secara resmi, karena persentasenya tidak
memperhitungkan migrasi musiman, dimana banyak migran musiman menghabiskan sepuluh
bulan dalam setahun di kota. Permukiman kampong kumuh dipahami sebagai kondisi peralihan
yang akan memudar seiring dengan perkembangan ekonomi. Namun, seperti pendapat
McCarthy (2003) bahwa pembangunan ekonomi telah menyebabkan urbanisasi yang tidak
terkendali dan telah menciptakan kesenjangan ekonomi yang sangat besar. Kondisi ini
kemudian mengakibatkan defisit perumahan, infrastruktur yang tidak memadai, dan
permukiman daerah pinggiran yang berkembang pesat. Dengan demikian, pembangunan
ekonomi tidak serta merta dapat memberantas permukiman kampong kumuh.
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Meskipun wilayah perkampungan kumuh telah menciptakan interaksi sosial yang unik
dan memberdayakan antara komunitas, tradisi, dan identitas, hal ini juga menantang cara hidup
untuk menyesuaikan diri dalam ruang terbatas. Salah satu Kampung terpadat di Jakarta terletak
di Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Daerah ini memiliki lingkungan yang tidak layak dan
kualitas hidup yang buruk. Dengan jumlah penduduk sekitar 260.100 jiwa dan luas wilayah
dalam lima kilometer persegi (5,4 km2), Kampung Tambora terkenal dengan industri garmen
rumahan yang menjadi mata pencaharian warganya (Lirenzsa, et.al, 2020). Kampung ini
termasuk kawasan strategis untuk perdagangan, industri kecil, serta jasa. Selain itu wilayah ini
juga didominasi oleh perumahan padat, lingkungan kumuh, dan kondisi sosial ekonomi yang
beragam. Padatnya area ini menhjadi sulit untuk diatur kembali infrastrukturnya. Rumah-
rumah di kawasan kumuh ini memiliki tingkat yang sampai empat lantai di beberapa tempat
untuk mengatasi kekurangan lahan mereka. Seperti yang dijelaskan Brown (2013) bahwa
meskipun rumah lantai dasar dibangun dengan baik, bangunan diatasnya dibuat menjadi
semakin seadanya, dengan dinding dan lantai yang terbuat dari kayu dan besi tua. Bahkan tidak
ada sinar matahari yang bisa menerangi area tersebut, sinar matahari sangat sedikit karena
lorong-lorong sempit dan terhalang gedung-gedung tinggi. Di daerah padat inilah wilayah
tersebut perumahan dibangan seadanya dan tidak mengindahkan kelayakan posisi dalam
lingkungan (Brown, 2013).

2. Penghidupan Berkelanjutan Masyarakat Miskin Perkotaan di Kampung Tambora,
Jakarta

Penghidupan masyarakat miskin kota sebagian besar ditentukan oleh peluang dan kendala di
mana mereka tinggal. Oleh karena itu, untuk memahami sifat penghidupan perkotaan yang
berkelanjutan, perlu untuk memahami indikator-indikator yang melekat pada penghidupan
miskin perkotaan. Penelitian ini kemudian akan melihat secara khusus aspek kerentanan
masyarakat miskin perkotaan, beberapa aset yang mereka miliki, dan strategi penghidupan
yang mereka lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi peluang dan hambatan bagi
penghidupan berkelanjutan mereka.

Kerentanan
Analisis kerentanan tidak hanya melibatkan identifikasi kemungkinan ancaman terhadap
kesejahteraan masyarakat miskin kota, tetapi juga memerlukan penilaian terhadap ketahanan
masyarakat miskin kota dalam memanfaatkan peluang, melawan, atau pulih dari efek negatif
(Mar'iyah, 2019). Oleh karena itu, kerentanan terkait erat dengan akses dan kontrol atas aset.

Dalam konteks masyarakat yang tinggal di Kampung Tambora, mereka rentan terhadap
kerentanan status hukum seperti pekerjaan informal dan layanan sosial yang tidak memadai.
Mereka yang bekerja secara informal umumnya tidak memiliki hak-hak sebagai tenaga kerja.
Dengan demikian, masyarakat miskin perkotaan rentan terhadap pengangguran dan rentan
terhadap kondisi kerja yang tidak terlindungi dengan upah atas pekerjaan mereka secara tidak
layak dan kondisi lingkungan yang tidak sehat dan tidak aman (Mitchell, 2009). Sebagian
besar penduduk Kampung Tambora adalah pendatang dari Kalimantan yang datang dengan
bekal keterampilan menjahit sebagai sarana penghidupan (Lirenzsa, et.al, 2020). Warga
Kampung Tambora menerapkan metode mengintegrasikan industri garmen ke rumah mereka,
sebagai bentuk kegiatan ekonomi informal. Di kawasan ini terdapat gang yang terdiri dari 41
rumabh, satu masjid, dan beberapa usaha rumahan informal seperti warung makan tradisional,
toko, dan bengkel mesin jahit. Namun, karena ruang yang terbatas, semua rumah saling
berhimpitan dan aktivitas kerja mengganggu lingkungan sekitar (Lirenzsa, et.al, 2020).

Selain itu, masyarakat miskin kota di Kampung Tambora juga harus hidup dengan
pelayanan sosial yang tidak memadai. Masyarakat miskin perkotaan tinggal di tanah yang
ditempati secara ilegal atau permukiman informal karena tidak memiliki hak kepemilikan yang
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sah (Marx, et.al, 2013). Dengan demikian, mereka mengalami kualitas perumahan yang buruk
dan menghadapi ancaman penggusuran. Lingkungan hidup yang buruk juga seringkali
membahayakan kehidupan dan kesehatan masyarakat miskin perkotaan. Hal ini menciptakan
kerentanan lebih lanjut karena mereka terpaksa tinggal dan bekerja di daerah marjinal yang
tidak memiliki alternatif. Di wilayah terpadat Kampung Tambora, masyarakat membangun
rumah di atas jalan dan gang, sehingga tidak ada sinar matahari dan penerangan hanya berasal
dari tabung neon dan bola lampu seadanya. Udara pengap dan jalur-jalur berbau sampah dan
kotoran. Seperti yang disampaikan Brown (2013) bahwa salah satu warga yang tinggal dan
bekerja di wilayah tersebut mengatakan bahwa mereka bahkan tidak memiliki kamar mandi di
rumahnya dan harus membayar Rp 1.000 untuk menggunakan toilet umum. Bahkan ketika
mereka memiliki lingkungan hidup yang buruk, kaum miskin kota memilih untuk tetap tinggal
di daerah tersebut karena mereka tidak memiliki tempat lain untuk pindah.

Tidak adanya legalitas status hukum juga dapat membatasi akses ke permukiman formal
dan layanan sosial dasar. Banyak masyarakat miskin kota rentan terhadap razia dari Dinas
Sosial dan juga didenda ataupun mendapat hukuman karena penyalahgunaan penggunaan
fasilitas umum secara illegal (Suryahadi, et.al, 2018). Penduduk informal yang tidak terdaftar
dapat dicabut haknya dan dikecualikan dari pengambilan keputusan politik dan tidak dapat
diikutsertakan dalam kebijakan yang pada dasarnya bergantung pada mata pencaharian mereka
seperti jaminan ketenagakerjaan ataupun asuransi kesehatan. Disisi lain banyak warga Jakarta
berpendapat bahwa penggusuran adalah tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki daerah
kumuh kota yang terkenal buruk dan untuk mencegah banjir musiman (Suryahadi, et.al, 2018)..
Banyak juga yang berpendapat penggusuran dibenarkan karena banyak warga kampung kumuh
yang tidak memiliki sertifikat hak milik atas tanah yang mereka tempati. Namun demikian,
menilai aspek kerentanan memungkinkan kita untuk mengetahui dinamika penduduk perkotaan
dan masyarakat miskin kota dalam konteks kesenjangan sosial dan ekonomi perkotaan di ibu
kota Indonesia.

Aktiva Masyarakat Miskin Tambora

Terlepas dari kurangnya aset yang dimiliki oleh masyarakat miskin perkotaan, salah satu
yang dapat diidentifikasi dan mempengaruhi hasil penghidupan mereka adalah aset modal.
Banyak dari para pendatang yang datang ke Jakarta mencari pendapatan dan kesejahteraan
yang lebih stabil dibandingkan ketika mereka tinggal di wilayah mereka sebelumnya. Tak
berbeda dengan warga Tambora. Masyarakat Tambora memenuhi mata pencahariannya dalam
bentuk industri garmen rumahan, melalui fleksibilitas yang ditawarkan dengan
menggabungkan kegiatan rumah tangga dan bekerja di tempat yang sama. Hal ini memberi
mereka aset pendapatan finansial.

Munculnya industri garmen rumahan di Tambora diprakarsai oleh beberapa komunitas
yang kemudian mendorong warga lain untuk menjadikan rumah-rumah mereka sebagai
industri garmen rumahan. Sementara sebagian besar ekonomi rumah tangga di Jakarta muncul
untuk menciptakan mata pencaharian berkelanjutan yang selaras dengan berbagai sektor
formal, industri garmen rumahan di Tambora memiliki hubungan timbal balik untuk
menciptakan keberlanjutan di sektor industri pakaian. Banyak industri rumahan yang
berkoordinasi dengan Mal-Mal atau toko-toko pakaian besar di daerah-daerah yang
memberikan penghasilan yang lebih stabil bagi masyarakat miskin kota. Selain itu, industri
garmen rumahan memiliki karakteristik serupa, yaitu tidak hanya mengikat secara ekonomi
tetapi juga menciptakan fleksibilitas jaringan dan morfologi spasial dalam satu kawasan.
Meskipun sebagian masyarakat telah tinggal di Kampung Tambora secara turun-temurun,
sebagian lainnya merupakan pekerja migran yang tinggal hanya beberapa bulan karena menilai
kawasan tersebut sebagai pusat kegiatan ekonomi bagi mereka. Aset lain sangat kurang tetapi
masyarakat yang tinggal di daerah tersebut memilih untuk tinggal karena mereka merasa itu
layak untuk bisnis dan adanya anggapan atas ketidak pasti mereka akan mendapatkan
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pendapatan yang sama jika mereka pindah dari daerah tersebut atau kembali ke wilayah mereka
sebelumnya.

Strategi Mata Pencaharian Masyarakat Miskin Tambora

Sebagai sarana mencari penghasilan, masyarakat miskin kota di Kampung Tambora
memanfaatkan keterampilannya untuk mendirikan industri garmen rumahan. Keberadaannya
didukung oleh sentra garmen terpadu seperti Mangga Dua, Tanah Abang, dan Senen yang
menyediakan pakaian kelas menengah ke bawah. Oleh karena itu, dengan fleksibilitas bekerja
dan tinggal dalam satu ruang, industri garmen rumahan Tambora diklasifikasikan sebagai
usaha pertumbuhan rumahan. Meskipun dapat menimbulkan masalah lain dari kegiatan
ekonomi informal seperti masalah biaya, sumber daya, dan keterbatasan ruang. Namun
demikian, usaha rumahan merupakan salah satu strategi untuk menghasilkan pendapatan dan
mengurangi kemiskinan pada skala lingkungan Kampung Tambora. Usaha berbasis rumahan
dapat membantu menciptakan fleksibilitas dalam mengontrol penggunaan listrik, air, dan
sumber daya lainnya.

Masyarakat miskin secara esensial akan membangun strategi penghidupan mereka di atas
seperangkat sumber daya vital yang ada. Di kawasan Tambora, masyarakat yang telah tinggal
seumur hidup mereka di kawasan tersebut bahkan turun-temurun berhasil beradaptasi dengan
kondisi yang mereka miliki. Laki-laki bekerja untuk usaha pemasangan pompa air atau menjadi
pekerja kasar dan perempuan menjalankan warung makan atau terlibat dalam industri rumahan.
Terkait dengan masalah kebersihan dan kesehatan di daerah tersebut, masyarakat kampong
kumuh Tambora beradaptasi dengan mendapatkan air bersih dengan membeli dari masjid
setempat. Masyarakat ini menemukan cara untuk memenuhi kebutuhan dan melanjutkan hidup
mereka.

SIMPULAN

Dalam studi kasus masyarakat miskin kota di Tambora model penghidupan berkelanjutan
yang menekankan bahwa masyarakat miskin memahami kondisi mereka sendiri. Pada
kenyataannya banyak rumah tangga miskin perkotaan tidak memiliki akses terhadap informasi,
pandangan yang lebih luas terkait dengan kaidah kelayakan, dan pemahaman tentang apabila
bekerja diluar daerah mereka mereka akan gagal. Hal inilah yang tampak pada masyarakat
miskin kota di Tambora. Strategi beradaptasi dan bertahan di lingkungan yang tidak sehat
dengan layanan yang tidak memadai membuat mereka lebih rentan terhadap kondisi krusial
lainnya seperti risiko kesehatan dan keamanan, sehingga gagal mencapai penghidupan yang
diinginkan. Namun, karena tidak adanya pilihan lain, mereka berhasil beradaptasi dengan
menerapkan strategi penghidupan yang mungkin tidak berkelanjutan untuk penghidupan
mereka. Kondisi penghidupan mereka bahkan lebih buruk karena pemerintah tidak
memberikan prioritas kepada masyarakat miskin kota dan dikecualikan dari proses
pengambilan keputusan partisipatif ketika jiwa mereka terancam.

Elemen kunci dari paradigma "Pembangunan Manusia Berkelanjutan™ saat ini adalah
gagasan pemberdayaan, membantu masyarakat miskin membantu diri mereka sendiri. Ini
sangat penting ketika para pembuat kebijakan berusaha memberikan dukungan pada strategi
kelangsungan hidup masyarakat miskin. Jelas bahwa pembuat kebijakan dalam hal ini
Pemerintah tidak bisa memberikan dukungan menyeluruh untuk semua strategi bertahan hidup,
dan dalam beberapa kasus harus memberikan alternative yang lain yang bisa diterima
masyarakat. Ini berarti bahwa untuk mengurangi ketimpangan dalam akses, kita perlu melihat
berbagai pilihan-pilihan yang dimungkinkan untuk bisa mengurangi kesenjangan yang ada di
masyarakat.

Agung Yudhistira Nugroho, Bahjatul Murtasidin:
Penghidupan Berkelanjutan dan Dinamika Batasan Penghidupan Masyarakat Miskin Perkotaan di Wilayah
Kampung Tambora Jakarta
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ABSTRAK

Abstract Society's stigma regarding the image of the police in various good and bad
perspectives was quite developed at this time. The "spiral of silence" theory suggests that
individuals base their reading of public opinion on cues in their environment, ranging from
newspapers and mass media to forming opinions. This researcher aims to analyze the role
of reporting on the image of the police associated with the spiral of silence theory which
focuses on how society connects public perspectives collectively. This study uses framing
analysis with a qualitative descriptive approach and discourse analysis. The results of the
analysis show that the practice of the "Spiral of Silence" theory is adapted to overcome the
crisis of public sentiment regarding the police. This theory strongly mentions the effects of
slavery (society) can influence the general view as a form of social control. This also applies
to the effects of reports regarding the performance of the police both in newspapers,
television and online networks. People who are very sensitive to the negative image of the
police in the police media need to pay special attention to reducing the negative
performance of the police presented in the media. The best way to reduce the amount of
negative information involving the police is to improve the quality of police performance.
The correlation with the theory studied in this paper shows that media exposure can be
important, especially when it comes to displaying a negative image of the police.

Abstrak Stigma masyarakat mengenai citra polisi dalam berbagai perspektif baik dan buruk
cukup berkembang pada masa ini. Teori “spiral of silence” mengemukakan bahwa individu
mendasarkan pembacaan opini publik mereka pada serangkaian isyarat di lingkungan
mereka, mulai dari surat kabar dan media massa hingga membentuk opini. Peneliti ini
bertujuan untuk menganalisis peran dari pemberitaan publik mengenai citra polisi yang
dikaitkan dengan teori spiral of silence yang memfokuskan pada bagaimana masyarakat
menghubungkan perspektif publik secara kolektif. Studi ini menggunakan analisis framing
dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan analisis wacana. Hasil analisis menunjukkan
bahwa praktik teori "Spiral of Silence" beradaptasi untuk mengatasi krisis sentimen publik
terkait polisi. Teori ini secara kuat menyebutkan efek perspektif kolektif (masyarakat) dapat
mempengaruhi pandangan secara umum sebagai bentuk kontrol social. Hal ini juga berlaku
pada efek pemberitaan-pemberitaan mengenai kinerja polisi baik yang tertuang secara surat
kabar, televisi, maupun jejaring online. Masyarakat sangat sensitif terhadap citra negatif
polisi di media polisi perlu memberikan perhatian khusus untuk mengurangi kinerja negatif
polisi yang disajikan di media. Cara terbaik untuk mengurangi jumlah informasi negatif
yang melibatkan polisi adalah dengan meningkatkan kualitas kinerja polisi. Korelasinya
pada teori yang dikembangkan pada tulisan ini menunjukkan bahwa paparan media dapat
menjadi penting, terutama ketika menampilkan citra negatif polisi.
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PENDAHULUAN

Stigma masyarakat mengenai citra polisi dalam berbagai perspektif baik dan buruk cukup
berkembang pada masa ini. Pendapat ini merupakan pernyataan kontroversial dalam beberapa
sudut pandang. Ungkapan tersebut merupakan akibat dari beberapa perilaku aparat kepolisian
terhadap masyarakat yang dinilai tidak sesuai dengan citranya sebagai penegak hukum dan
keadilan. Tindakan tersebut pada dasarnya tidak dilakukan oleh semua anggota kepolisian,
tetapi hanya oleh sejumlah kecil polisi yang melanggar batas kewenangannya. Perilaku
tersebut menimbulkan dampak pada skeptisisme sosial terhadap organisasi kepolisian.
Penyimpangan yang disebabkan oleh sebagian oknum polisi secara tidak langsung dapat
mencoreng wajah lembaga kepolisian. Tindakan seperti ini membekas di masyarakat, dimana
polisi yang seharusnya melindungi masyarakat dari kejahatan terkesan terobsesi dengan
kejahatan polisi itu sendiri. Persepsi lain yang juga berkembang adalah kesan masyarakat
mengenai birokrasi dan administrasi pada kepolisian dinilai rumit dan menakutkan. Citra
positif yang seharusnya dibangun sebagai ikrar profesionalisme polisi juga beberapa kali
diambil alih oleh oknum-oknum pada institusi itu sendiri, sehingga polisi kerap dicap dengan
citra yang negatif. Fenomena ini sangat dipengaruhi oleh media massa sebagai pihak yang
menyebarkan informasi sehingga menimbulkan berbagai opini yang menunjukkan bahwa
lembaga kepolisian dapat dipandang dengan skeptis oleh beberapa kalangan masyarakat.

Teori "spiral of silence” mengemukakan bahwa individu mendasarkan pembacaan opini
publik mereka pada serangkaian isyarat di lingkungan mereka, mulai dari surat kabar dan media
massa hingga membentuk opini (Heney, 2011). Dalam hal ini, spiral of silence adalah
‘fenomena kolektif, yang melibatkan individu yang menghubungkan perspektif mereka sendiri
dengan perspektif orang lain. Lebih khusus lagi, ketika orang percaya bahwa pendapat mereka
dominan atau menjadi lebih populer, mereka mengungkapkan keyakinan mereka secara
terbuka, di luar lingkaran keluarga dan teman (Jeffres et al., 1999). Namun, individu mungkin
berhenti mengekspresikan pandangan mereka karena takut akan perbedaan dan isolasi (Moy et
al., 2001), sehingga memicu terciptanya spiral, di mana individu 'diam’ tentang pendapat
mereka (Turner & Sparrow, 1997). Noelle-Neumann merupakan teoris pertama yang
mengemukakan teori tentang opini publik sebagai kontrol social dimana bertentangan dengan
model opini publik sebagai rasionalitas, yang menurutnya individu adalah partisipan rasional
yang menghasilkan perubahan sosial (Oh, 2011). Jika dikaitkan dengan teori spiral of silence,
mengajukan model yang menyamakan publik opini sebagai tekanan untuk mengikuti orang lain
(Oh, 2011).

Beberapa penulis telah mengakui relevansi teori spiral kesunyian Noelle-Neumann, dan
telah diuji dalam banyak penelitian, yang seringkali memiliki fokus yang jelas pada lingkungan
politik (Chen, 2011; Matthes et al., 2010). Sementara kebanyakan dari mereka mengkonfirmasi
teori asli Noelle-Neumann (Gonzenbach, 1992; Lang & Lang, 2012; Salmon & Neuwirth,
1990; Shanahan et al., 2007; Turner & Sparrow, 1997), beberapa penelitian juga mencoba
untuk menyelidiki komponen tertentu dari model spiral keheningan, seperti ‘kelompok
hardcore' (Matthes et al., 2010), ketakutan akan isolasi (Moy et al., 2001), dan strategi untuk
tetap diam (Hayes, 2007).

Kritik terhadap teori spiral kesunyian terlihat paling jelas dalam studi-studi yang
menyelidiki bentuk online-nya. Perumusan asli teori Noelle-Neumann dibuat dalam konteks
media massa, di mana media dilihat sebagai 'pengaruh yang kuat pada estimasi pendapat
mayoritas individu' (Neuwirth, 2000), dan pada konsepsi mereka tentang realitas sosial dan
iklim sosial (Shanahan et al., 2007). Lebih khusus lagi, bagi Noelle-Neumann (1976) pesan
yang dikomunikasikan melalui media massa memiliki tiga ciri utama: ubiquity (pesan media
massa ada di mana-mana); akumulasi (mereka juga diulang dari waktu ke waktu); dan
konsonan (mereka seragam di seluruh media arus utama) (Oh, 2011).

Perkembangan Internet dan platform media sosial telah menggerogoti semua
karakteristik ini, dan konsonan pada khususnya. Selain itu, penerapan teori ke web tunduk pada
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kondisi baru, yang dimungkinkan oleh dinamika baru dunia online, di mana persepsi iklim
opini sangat berbeda dari media tradisional, dan di mana paradigma baru ini dan kondisi
berpotensi meningkatkan kemauan masyarakat untuk menyuarakan pendapatnya (Xudong &
Shahira, 2011). Penelitian McDevitt et al., (2003) tentang persepsi iklim opini dalam setting
online telah menunjukkan bahwa bahkan opini ekstrim dapat dilihat sebagai moderat, sehingga
memicu ‘'spiral ekspresi moderat’. Penelitian terbaru Schulz & Roessler (2012)tentang
perubahan iklim opini online menunjukkan bahwa individu memilih informasi online dengan
mengikuti 'pola subjektif—pluralistik'.

Berdasarkan teori ini, peneliti tertarik untuk menganalisis peran dari pemberitaan publik
mengenai citra polisi berdasarkan teori spiral of silence yang memfokuskan pada bagaimana
masyarakat menghubungkan perspektif publik secara kolektif untuk mengekspresikan
pandangan sebagai bentuk kontrol sosial.

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan metode penelitian analisis tulisan di media dengan menggunakan
analisis framing, untuk mengetahui media dalam pembingkaian suatu peristiwa baik melalui
berita, opini maupun wawancara. Pedekatan studi yang digunakan adalah deskriptif kualitatif
yang ditujukan untuk mengumpulkan informasi aktual secara terperinci yang menggambarkan
gejala yang ada, dan mengidentifikasi masalah atau menganalisis suatu fenomena yang berlaku.
Selain itu, penulisan ini menggunakan analisis wacana. Analisis wacana berkenaan dengan isi
pesan komunikasi. Melalui metode ini, peneliti berupaya memberikan gambaran tentang
informasi atau peristiwa dengan melakukan analisis terhadap berita- berita yang dipublikasikan
melalui media dan literatur.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penggambaran Polisi di Media terkait Kejahatan

Scheufele & Tewksbury (2007) menyatakan bahwa media massa memiliki potensi untuk
menghasilkan efek sikap yang kuat pada pembaca tetapi efek ini juga sangat bergantung pada
predisposisi, skema, dan karakteristik lain dari pembaca yang mempengaruhi bagaimana
mereka memproses pesan yang diproyeksikan di media massa.

Lakacauskaité (2012) mengungkapkan citra adalah totalitas gagasan, perasaan,
persepsi, dan imajinasi yang dimiliki seseorang atau kelompoknya dalam kaitannya dengan
suatu organisasi, yang dipengaruhi oleh unsur-unsur berwujud dan tidak berwujud dari nilai-
2022), citra positif dapat membantu pemilihan kandidat terbaik dalam kepolisian yang untuk
mencapai kinerja yang signifikan. Kedua, keberhasilan pelaksanaan fungsi yang ditugaskan
kepada petugas polisi membutuhkan kerja sama publik dan dukungan sukarela, yang terkait
dengan persepsi keadilan dan legitimasi tindakan di mata masyarakat Ketiga, citra polisi dan
pejabat juga penting dari sudut pandang organisasi, karena citra positif dapat dikaitkan dengan
kepercayaan diri dan kepuasan kerja yang lebih besar, yang dapat meningkatkan efisiensi dan
kualitas kerja. Dengan demikian, agar polisi dapat menjalankan fungsi yang ditugaskan
kepadanya dengan baik, citra yang positif harus terbentuk di masyarakat. Citra ini juga penting
untuk keselamatan publik. Sikap positif terhadap polisi mendorong kerja sama yang lebih besar
antara warga negara dalam melaporkan pelanggaran hukum dan tindak pidana. Hal ini akan
membantu mencegah kejahatan dan pelanggaran hukum di masyarakat.

Di sisi lain, studi oleh Weitzer (2002) yang membahas efek persepsi publik tentang
departemen kepolisian yang terlibat dalam berbagai insiden di Los Angeles dan New York City
sebagai akibat dari insiden yang dipublikasikan terkait dengan pelanggaran polisi.
Pertimbangan terhadap pengaruh bawaan dari insiden-insiden tersebut kepada publik dalam
studi ini menunjukkan bahwa insiden pelanggaran polisi yang mendapat sorotan public dapat
mempengaruhi sikap publik terhadap polisi (Weitzer, 2002). Secara khusus, sikap mereka akan
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dipengaruhi secara negatif oleh kebrutalan yang dipublikasikan dan peristiwa pelanggaran-
pelanggaran pada polisi. Hal ini dapat menimbulkan hasil negatif lebih lanjut bahwa
masyarakat akan menjadi kurang kooperatif dengan polisi dan cenderung mempercayai
tuduhan selanjutnya tentang kesalahan polisi bahkan ketika polisi tersebut berperilaku baik.
Pada akhirnya, hubungan warga-polisi di masa depan dan efisiensi penyelidikan polisi akan
sangat terpengaruh.

Pauriené (2019) mengemukakan bahwa citra seorang pejabat dapat ditentukan oleh
tindakan individu, keputusan, bahasa dan penampilan, pakaian, dan prinsip etika dalam
pelayanan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor pembentuk citra polisi
meliputi tindakan in-service dan out-of-service. Faktor yang membentuk citra polisi antara lain
penampilan polisi dalam pelayanan. Menurut Vitkauskas (2012) mengenakan seragam yang
rapi dalam dinas tidak hanya menimbulkan kepercayaan diri pejabat tetapi juga citra polisi di
masyarakat.

Perkembangan teknologi saat ini juga menggeserkan konten media terkait kejahatan
menjadi suatu tayangan publik. Penelitian Chiricos et al., (1997) dan Romer et al. (2003)
menemukan bahwa pengguna televisi lebih mudah terpengaruh di tingkat individu daripada
pembaca surat kabar dan konsumsi berita televisi juga menghasilkan lebih banyak efek
ketakutan dibandingkan membaca tentang kejahatan di surat kabar. Hal ini dikarenakan efek
audio visual yang memberikan pengalaman lebih mendalam bagi masyarakat. Adapun liputan
berita televisi mengenai polisi cukup banyak yang memberikan citra positif misalnya pada
scene yang memperlihatkan petugas sering diperlihatkan mengejar dan menangkap tersangka
kejahatan (Sacco & Fair, 1988). Meskipun di lain sisi, program berita televisi juga sering
melaporkan pelanggaran polisi dan praktik polisi yang dipertanyakan lainnya dimana hal ini
dapat menurunkan opini publik tentang penegakan hukum (Reiner, 2002; Surette, 2007).
Analisis konten kriminal di televisi juga menggambarkan penggambaran positif penegakan
hukum. Genre ini sering salah mengartikan persentase kejahatan yang diselesaikan dengan
penangkapan. Sebagai contoh, analisis Britto et al., (2007) tentang program televisi Amerika,
Law & Order: SVU, menemukan bahwa 100% kejahatan yang digambarkan diselesaikan
dengan penangkapan. Media televisi cenderung miring ke arah representasi positif penegakan
hukum, sehingga muncul hipotesis bahwa program televisi terkait kejahatan akan
meningkatkan penilaian positif warga terhadap polisi. Selanjutnya, karena berita televisi
didasarkan pada peristiwa kehidupan nyata, maka hal ini dinilai memiliki pengaruh yang lebih
besar. Sementara, detail dan konten positif dan negatif surat kabar dinilai, memiliki pengaruh
yang kecil terhadap persepsi polisi (Callanan & Rosenberger, 2011).

Efek Media terhadap Opini Publik tentang Polisi

Noelle-Neumann (1996) mendefinisikan opini publik sebagai opini dan perilaku yang dibentuk
secara moral. Hal tersebut didasarkan pada niat tidak sadar dari orang-orang yang hidup dalam
komunitas tertentu untuk mendapatkan kesepakatan yang diperlukan untuk pengambilan
keputusan dan tindakan dalam keadaan tertentu. Noelle-Neumann menekankan pentingnya
informasi media, yang seringkali menjadi satu-satunya realitas yang tersedia bagi masyarakat.
Selain sebagai topik diskusi, media juga menyediakan kosa kata yang diperlukan orang untuk
mengungkapkan pendapatnya.

Maraknya platform media sosial membawa tantangan baru bagi para peneliti teori
spiral of silence. Metodologi penelitian untuk aplikasi teori di media sosial bervariasi, dan
hasilnya beragam. Salah satu penelitian pertama tentang topik tersebut, yang dilakukan oleh
Gearhart dan Zhang, mengungkapkan bahwa fenomena spiral of silence banyak ditemukan
pada jejaring sosial (Gearhart & Zhang, 2014).

Survei kepercayaan biasanya didasarkan pada pengukuran citra. Sebagian besar
pengamatan dan gambaran tentang polisi muncul melalui media (Jackson et al., 2012). Oleh
karena itu, citra polisi pada media dapat tercermin dalam survei kepercayaan. Citra polisi yang
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baik dapat diciptakan oleh berita kriminal maupun serial kriminal fiktif dan serial realitas semi-
fiktif umumnya sangat positif: polisi biasanya tampil sebagai pembawa keamanan dan
penjamin ketertiban (Lovell, 2003).

Hohl (2011) dan Jackson et al. (2012) mempelajari hubungan antara berita mengenai
polisi dan kepercayaan terhadap polisi di London. Hasil utama dari penelitian ini dapat
dianggap bahwa kepercayaan relatif stabil selama periode pengamatan, meskipun jumlah berita
negatif dan positif tentang polisi bervariasi. Berita tentang efektivitas kerja polisi tampaknya
tidak berpengaruh terhadap kepercayaan, sedangkan berita tentang keterlibatan masyarakat dan
keadilan prosedural tampaknya berkorelasi positif dengan kepercayaan (Ké&aridinen et al.,
2016). Sebagian besar penelitian di bidang ini didasarkan, baik secara implisit maupun
eksplisit, pada teori kultivasi (Gauthier & Graziano, 2018). Teori kultivasi berpendapat bahwa
semakin banyak media yang dikonsumsi seseorang, semakin besar kemungkinan dia akan
mendukung perspektif yang disajikan dalam narasi media yang dominan (Gerbner, 1970).

Beberapa penelitian lain yang berfokus pada konsumsi liputan berita (Chermak et al.,
2006; Donovan & Klahm, 2015; Eschholz et al., 2002; Weitzer, 2002; Weitzer & Kubrin, 2004)
mengemukakan bahwa jenis media sering bernada kritis terhadap polisi dan memiliki
ekuivalensi positif yang berpihak pada polisi. Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa
efek paparan media dapat dimoderasi oleh karakteristik pribadi seseorang. Misalnya, Callanan
& Rosenberger (2011) menemukan bahwa konsumsi program berita dan program realitas
terkait kejahatan meningkatkan kepercayaan terhadap polisi, tetapi hanya di antara orang kulit
putih (vs. Latinx dan Afrika-Amerika) dan hanya di antara orang-orang yang tidak pernah
mengalami kejahatan, viktimisasi atau penangkapan di tangan polisi. Weitzer & Tuch (2004)
menemukan bahwa konsumsi liputan media tentang pelanggaran polisi berhubungan positif
dengan persepsi responden Afrika-Amerika tentang prevalensi pelanggaran polisi di
lingkungan dan kota mereka, pengalaman pribadi atau komunal dengan kejahatan dan/atau
polisi menggantikan atau mengkondisikan kemampuan media untuk memengaruhi persepsi
orang tentang polisi.

Komunikasi massa antar peradaban modern saat ini memiliki kontribusi yang
signifikan dalam kehidupan manusia. Masyarakat membutuhkan media massa untuk
memenuhi kebutuhan informasi, pendidikan, pengetahuan dan hiburan. Jangkauan media
massa yang luas menimbulkan kesadaran akan dunia di luar dan lingkungan sekitar. Namun,
beberapa studi menemukan bahwa persepsi masyarakat tidak secara langsung terbentuk karena
dampak langsung dari media, dimana dikarenakan masyarakat yang mencerna berita terlebih
dahulu memproses validasi mengenai informasi berita yang didapatkan. Hal ini dapat
dilakukan dengan cara mendiskusikan dan berkomunikasi dengan orang lain terlebih dahulu
tentang berita di media massa. Dengan kata lain masyarakat juga tidak mudah terpengaruh
dengan apa yang disajikan di media. Publik akan melihat perilaku polisi yang negatif setelah
melihat berita di media, tetapi kemudian persetujuan orang lain bahwa berita di media tersebut
juga sangat mempengaruhi. Konsisten dengan teori efek minimalis (Vivian, 2008) menyatakan
bahwa media tidak memiliki dampak langsung bagi mereka yang secara langsung mengutip
berita di televisi, surat kabar, majalah atau media massa lainnya, efek media terjadi ketika
kutipan media menambah pengalaman dari teman atau kolega.

Di era media massa modern ini, media komunikasi telah berubah karena kemajuan
teknologi. Kini, publik memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan media tradisional dan
telah menjadikan “model spiral of silence” berbanding terbalik. Menurut Teori Spiral of
Silence, publik digambarkan sebagai tembok pasir yang tidak memiliki perlawanan terhadap
media, tetapi sekarang publik memiliki resistensi yang kuat terhadap isu apa pun (Shabir et al.,
2019). Studi Gearhart & Zhang (2014) dan Ho et al., (2013) mendukung bahwa di era teknologi
ini lebih banyak individu yang peduli secara langsung dalam isu-isu, dan menjadi aktif dalam
komunikasi karena mereka lebih mungkin untuk berbicara atau berbagi pendapat. Hal ini tentu
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sangat mempengaruhi berbagai perspektif di era digital saat ini termasuk perspektif mengenai
citra polisi yang terulas secara bebas di media masyarakat.

SIMPULAN

Menurut praktik saat ini, teori "Spiral of Silence™ beradaptasi untuk mengatasi krisis sentimen
publik terkait polisi. Teori ini secara kuat menyebutkan efek perspektif kolektif (masyarakat)
dapat mempengaruhi pandangan secara umum sebagai bentuk kontrol social. Hal ini juga
berlaku pada efek pemberitaan-pemberitaan mengenai kinerja polisi baik yang tertuang secara
surat kabar, televisi, maupun jejaring online. Masyarakat sangat sensitif terhadap citra negatif
polisi di media polisi perlu memberikan perhatian khusus untuk mengurangi kinerja negatif
polisi yang disajikan di media. Cara terbaik untuk mengurangi jumlah informasi negatif yang
melibatkan polisi adalah dengan meningkatkan kualitas kinerja polisi. Sederhananya,
representasi polisi yang negatif di media hanya dapat dikurangi dengan mengurangi jumlah
kegiatan ilegal yang melibatkan polisi. Korelasinya pada teori yang dikembangkan pada tulisan
ini menunjukkan bahwa paparan media dapat menjadi penting, terutama ketika menampilkan
citra negatif polisi.
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Abstract Only two pairs of candidates ran for Karimun Regent and Deputy Regent in the
2020 Karimun Regional Election. In this election, there was a uniqueness in that the
incumbent pair supported by the "fat" coalition with such big campaign finances were
unable to dominate the vote and were nearly defeated by the challenger pair sponsored by
the "lean" coalition and far lesser campaign funds with a difference of only 86 votes. This
study is qualitative research employing a comparative qualitative approach. Interviews and
documentation were used to acquire data. In this study, qualitative data analysis techniques
using interactive models were employed to describe the situation. According to the findings
of this study, the incumbent couple won the 2020 Karimun Regent election by a difference
of only 86 votes. This cannot be separated from the role of political forces held by each
candidate couple. The most significant distinction between the two pairs of candidates for
Karimun Regent and Deputy Regent in 2020 is that the incumbent pair has only four
political powers, including NGOs, political parties, mass media, and business groups.
Meanwhile, the challengers are supported by six political powers: NGOs, political parties,
labor organizations, mass media, pollsters, and the bureaucracy.
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Abstrak Pada penyelenggaraan Pilkada Karimun tahun 2020 hanya diikuti oleh dua
pasangan calon yang saling bersaing memperebutkan kursi Bupati dan Wakil Bupati
Karimun. Dari persaingan tersebut terdapat keunikan dimana pasangan petahana yang
didukung oleh koalisi “gemuk” dan dana kampanye yang begitu besar tidak mampu
mendominasi perolehan suara dan hampir dikalahkan oleh pasangan penantang yang
didukung oleh koalisi “ramping” dan dana kampanye yang jauh lebih kecil dengan selisih
hanya sebanyak 86 suara. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis
penelitiannya yaitu kualitatif secara komparatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian
ini melalui wawancara dan dokumentasi serta untuk memaparkan permasalahan digunakan
teknik analisis data kualitatif model interaktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada
kontestasi Pilkada Karimun tahun 2020 dimenangkan oleh pasangan petahana dengan
selisih hanya sebanyak 86 suara dari pasangan penantang. Hal ini tidak lepas dari peran
kekuatan-kekuatan politik yang dimiliki oleh masing-masing pasangan calon. Perbedaan
paling mendasar dari kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Karimun tahun 2020
ini adalah pasangan petahana hanya mempunyai empat kekuatan politik yaitu LSM, partai
politik, media massa dan kelompok pengusaha. Sedangkan pasangan penantang mempunyai
enam kekuatan politik yaitu LSM, partai politik, organisasi buruh, media massa, lembaga
survei dan birokrasi.
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PENDAHULUAN

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah
didefinisikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk hak masyarakat setempat untuk memilih secara
langsung kepala daerahnya. Berdasarkan undang-undang tersebut, sebagai bentuk
pengimplementasian dari otonomi daerah, maka dilaksanakanlah pemilihan kepala daerah guna
memberikan hak kepada masyarakat setempat untuk memiih sendiri kepala daerah berdasarkan
keinginannya. Sehingga hal ini diharapkan akan mampu meningkatkan pelayanan umum
kepada masyarakat setempat secara maksimal.

Pada tahun 2020, Indonesia telah melaksanakan pemilihan kepala daerah secara
serentak di beberapa daerah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pelaksanaan pemilihan
kepala daerah secara serentak ini dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2020 dan
diselenggarakan di 270 daerah. Dari 270 daerah tersebut, Kabupaten Karimun menjadi salah
satu daerah yang ikut serta dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah.

Dalam penyelenggaraan Pilkada Karimun tahun 2020, hanya ada dua pasangan calon
Bupati dan Wakil Bupati yang berhasil mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Karimun. Yakni
pasangan Dr. H. Aunur Rafiq, M.Si bersama H. Anwar Hasyim, M.Si dengan jargon “Arah”
sebagai pasangan petahana. Selanjutnya ada pasangan Iskandarsyah bersama Drs. H. Anwar,
M.Si, MMP dengan jargonnya yaitu “Bersinar” sebagai pasangan penantang. Kedua paslon
tersebutlah yang akan bersaing dalam memperebutkan kursi Bupati dan Wakil Bupati Karimun
tahun 2020.

Dalam masa pencalonannya, masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati
ini saling bersaing untuk mendapatkan dukungan dari partai politik sebagai salah satu kekuatan
politik yang digunakan dalam proses pemilihan. Sebanyak 7 partai politik mengusung
pasangan petahana yaitu, PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, Nasdem, Hanura dan Demokrat
dengan jumlah kursi di parlemen sebanyak 24 kursi. Sedangkan pasangan penantang hanya
diusung oleh 2 partai politik yaitu, PAN dan PKS dengan jumlah kursi di parlemen sebanyak
6 kursi (KPU Kabupaten Karimun, 2020a). Selain itu pasangan petahana juga memiliki dana
kampanye yang besar dibandingkan pasangan penantangnya. Berdasarkan laporan audit dana
kampanye, pasangan petahana ini menggelontorkan dana kampanye dengan jumlah total
pengeluaran Rp. Rp. 2.355.853.406, sedangkan pasangan penantangnya menggelontorkan dana
kampanye dengan jumlah total pengeluaran Rp. 464.579.742 (KPU Kabupaten Karimun,
2020c).

Jika dilihat dari kekuatan koalisi “gemuk™ dan dana kampanye yang begitu besar dari
pasangan petahana, maka idealnya pasangan petahana akan dengan mudah mengalahkan
pasangan penantang yang hanya didukung oleh koalisi “ramping” dan dana kampanye yang
jauh lebih kecil. Namun dalam prakteknya, pasangan petahana tidak mampu mendominasi
perolehan suara pada kontestasi Pilkada Karimun tahun 2020 tersebut. Berdasarkan hasil
rekapitulasi perolehan suara, selisih suara antara kedua pasangan hanya sebanyak 86 suara dari
total DPT sebanyak 165.780 suara (KPU Kabupaten Karimun, 2020b). Itu artinya, ada
kekuatan politik yang lain selain kekuatan dari koalisi partai politik dan kekuatan dana
kampanye yang berkontribusi dalam memenangkan dan mendukung masing-masing pasangan
calon, sehingga persaingan pasangan calon dalam memperebutkan suara dalam kontestasi
Pilkada Karimun tahun 2020 tersebut berjalan sangat sengit. Tentu inilah yang menjadi
ketertarikan penulis untuk dapat melihat dan mengetahui kekuatan-kekuatan politik apa saja
yang digunakan oleh pasangan calon serta pada penelitian ini penulis akan membandingkan
kekuatan-kekuatan politik masing-masing pasangan calon tersebut pada kontestasi Pilkada
Karimun tahun 2020.
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METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan jenis penelitiannya kualitatif secara
komparatif, yakni melakukan analisis data untuk menemukan dan mencari terkait persamaan-
persamaan dan perbedaan-perbedaan fenomena yang terjadi (Rohmah, 2015). Jenis
penulisannya yakni  deskriptif yang bertujuan  menjelaskan, meringkas  berbagi
kondisi, berbagai situasi, atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek
penelitian ini berdasarkan apa yang terjadi (Zellatifanny & Mudjiyanto, 2018). Dalam
penelitian ini, metode kualitatif secara komparatif digunakan sebagai sebuah pendekatan dalam
mengungkapkan dan menjelaskan terkait perbandingan kekuatan-kekuatan politik dalam
kontestasi Pilkada Karimun tahun 2020. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini melalui
wawancara dan dokumentasi serta untuk memaparkan permasalahan digunakan teknik analisis
data kualitatif model interaktif. Kabupaten Karimun dipilih sebagai lokasi penelitian
disebabkan oleh fenomena pasangan petahana yang didukung oleh koalisi “gemuk” dan dana
kampanye yang besar tidak mampu mendominasi perolehan suara dari pasangan penantang
yang didukung oleh kolaisi “ramping” dan dana kampanye yang jauh lebih kecil dengan selisih
suara hanya sebanyak 86 suara.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perbandingan Kekuatan-Kekuatan Politik Pada Pilkada Karimun Tahun 2020

Dalam buku yang berjudul “Kekuatan-Kekuatan Politik” oleh Dr. Haniah Hanafie, M.Si dan
Ana Sabhana Azmy, M.IP, Kekuatan politik terbagi menjadi 11 elemen, yaitu: 1) Militer, 2)
LSM, 3) Partai Politik, 4) Organisasi Buruh, 5) Golongan Intelektual, 6) Pers dan Media Massa,
7) Mahasiswa, 8) Agama, 9) Pengusaha, 10) Lembaga Survei, 11) Birokrasi (Haniah Hanafie
& Azmy, 2018). Namun yang perlu digaris bawahi pada pembahasan ini penulis membatasinya
pada faktor pendukung kemenangan yang dominan pada masing-masing pasangan calon dalam
kontestasi Pilkada Karimun tahun 2020.

1. Kekuatan Politik Pasangan Dr. H. Aunur Rafig, M.Si dan H. Anwar Hasyim, M.Si
pada Pilkada Karimun Tahun 2020

Berdasarkan hasil wawancara dan penelusuran dokumentasi, pada Pilkada Karimun tahun

2020, ada 4 elemen kekuatan politik yang digunakan pasangan petahana, yakni kekuatan politik

LSM, partai politik, media massa, dan kelompok pengusaha.

a. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Salah satu kekuatan politik yang dimanfaatkan oleh pasangan petahana adalah kekuatan LSM.
Seperti Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Karimun yang menyatakan
dukungannya kepada pasangan petahana. Dukungan ini disampaikan oleh ketua PSMTI
Karimun Eddy Viryadharma dalam kampanye dialogis di Perumahan Balai Garden, Kecamatan
Karimun. Seperti yang dilansir dalam media Surya Kepri pada Senin, 23 November 2020, Eddy
yang ikut hadir dalam kampanye dialogis itu menyampaikan bahwa selama menjabat, Aunur
Rafig banyak membantu kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh PSMTI Karimun
(Suryakepri.com, 2020).

Selain mendapat dukungan dari PSMTI, pasangan petahana juga mendapatkan
dukungan dari Askar Betanjak Karimun. Askar Betanjak merupakan suporter sepakbola 757
Kepri Jaya FC, dimana para anggota suporter ini berisi para kaum-kaum milenial pecinta
sepakbola. Seperti yang disampaikan oleh Nyimas Novi Ujiani selaku pembina Askar Betanjak
pada laman media Radio Azam FM pada Minggu, 16 Agustus 2020. Nyimas menyatakan sikap
bahwa Askar Betanjak akan menjadi garda terdepan kaum milenial dalam mendukung Arah
pada Pilkada Karimun tahun 2020. (Azam FM, 2020a).
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Senada dengan Nyimas Novi, Al Amin ketua Panglima Bungsu Laskar Boedak Melayu
Nusantara juga mengatakan bahwa mereka mendukung sepenuhnya pasangan petahana pada
Pilkada Karimun tahun 2020. Ini berdasarkan keterangan tertulisnya kepada media Kundur
News, Minggu, 6 September 2020. Menurut Amin, visi dan misi yang disampaikan oleh
pasangan Arah sejauh ini sudah berjalan sesuai dengan harapan masyarakat
(Kundurnews.co.id, 2020). Selain pernyataan sikap tersebut, Amin juga turut mengajak seluruh
masyarakat Karimun khususnya masyarakat pulau Kundur untuk bersama-sama memenangkan
pasangan Arah pada kontestasi Pilkada Karimun tahun 2020.

Dari pernyataan tokoh-tokoh yang ada pada setiap LSM diatas, dapat dilihat bahwa
bagaimana peran LSM dalam mengerahkan massanya yakni pengurus dan anggotanya untuk
dapat memilih dan mendukung pasangan petahana. Selain itu, adanya peran para tokoh LSM
tersebut dalam memberikan pengaruh berupa ajakan kepada masyarakat untuk mendukung dan
memilih pasangan petahana pada Pilkada Karimun tahun 2020. Sehingga pasangan petahana
dapat memenangkan Pilkada Karimun tahun 2020.

b. Partai Politik

Pasangan petahana pada Pilkada Karimun ini diusung oleh 7 partai politik, yakni Partai
Demokrat, Golkar, Nasdem, PDIP, PKB dan Gerindra serta ditambah dengan 3 partai
pendukung lainnya yakni Partai Gelora, Berkarya dan Perindo. Partai politik ini menjadi salah
satu modal kekuatan yang dimiliki oleh pasangan petahana. Karena pasangan petahana ini
mendapat dukungan partai politik jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan pasangan
penantang. Di Kabupaten Karimun ini terbagi menjadi 4 daerah pemilihan. Jika dilihat dari
perolehan suara partai politik pada pemilihan legislatif tahun 2019 di Kabupaten Karimun,
partai koalisi Arah Karimun ini menguasai seluruh daerah pemilihan.

Jumlah perolehan suara partai koalisi arah karimun dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 1 Perolehan Suara Partai Koalisi Arah Karimun pada Pemilu DPRD Karimun tahun 2019

(KPU No Nama Partai DAPIL Total Kabupaten
Karimun, Dapil I Dapil Il Dapil 11l Dapil IV 2019):

1 PKB 4.420 212 2.402 2.573 9.607

2  Gerindra 2.839 253 2.632 2.929 8.653

3 PDIP 3.617 1.139 5.210 2.599 12.565

4  Golkar 4.419 5.234 8.268 13.034  30.955

5 Nasdem 2.079 1.377 2.241 4.372 10.069

6 Hanura 2.642 1.415 3.504 2.237 9.798

7  Demokrat 2.494 1.009 3.053 2.759 9.315

8 Berkarya 731 84 245 1471 2.531

9  Perindo 208 43 1.231 551 2.033

10 Gelora - - - - -

Total 23.449 10.639 27.310 30.503  90.962

Jumlah Total Suara 29.888 13.829  39.238 43.334 126.289

Sumber : KPU Kabupaten Karimun, 2019

Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa partai koalisi Arah Karimun mendapat perolehan
suara mencapai 72% dari jumlah total suara pada pemilihan legislatif tahun 2019. Hal ini
dikarenakan, pasangan petahana didukung oleh 7 partai besar dan 3 partai pendukung yang ada
di Karimun. Tentunya partai politik mempunyai kekuatan massa dan basis dukungan yang
besar. Salah satu kekuatan besar partai politik adalah massa dari kader partai politik yang
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tergabung dalam koalisi. Berdasarkan pernyataan saudara US selaku Kader PDIP, ia
mengatakan bahwa PDIP merupakan partai politik yang bersifat militan, sehingga para kader
harus mengikuti pilihan dari partai tersebut dan mendukung sepenuhnya terkait apa yang sudah
ditetapkan oleh partai.

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh saudari R selaku kader Golkar yang juga
merupakan partai koalisi Arah Karimun. R mengatakan jika kader Golkar jelas harus memilih
Rafig pada Pilkada Karimun tahun 2020, karena Rafig merupakan Ketua DPD Golkar di
Karimun. Selain itu, R juga mengatakan bahwa di Golkar memiliki aturan dan kode etik yang
harus dipatuhi oleh para kadernya, jika kedapatan melanggar maka kader akan mendapatkan
sanksi atau teguran. Sehingga hal ini yang membuat kader Golkar akan mengikuti pilihan yang
sudah ditetapkan oleh partai.

Dari wawancara penulis diatas, dapat disimpulkan bahwa kader partai politik mempunyai
kewajiban untuk mengikuti arahan dan pilihan yang telah ditentukan oleh partai, sehingga
partai politik memiliki kekuasaan untuk mengarahkan dan mengerahkan kadernya untuk dapat
mendukung paslon yang diusung oleh partai politik. Selain itu, kader-kader politik juga ikut
mempromosikan pasangan calon yang diusungnya kepada masyarakat pada masa kampanye.

c. Media Massa

Salah satu sarana yang paling ampuh dalam mempengaruhi pemilih secara bertahap agar mau
memilih salah satu kandidat dan dapat membentuk sebuah loyalitas pemilih yang sangat kuat
adalah dengan menggunakan media massa. Karena media massa memiliki sifat yang dekat
dengan masyarakat dalam memberikan informasi. Pada Pilkada Karimun tahun 2020, pasangan
petahana memanfaatkan media massa dalam proses kampanye untuk dapat mencari dukungan
dari masyarakat. Selama lebih kurang dua bulan media massa dijadikan alat untuk
menyampaikan visi dan misi oleh pasangan petahana ini. Seperti dari media Radio Azam FM
yang selalu mengekspos kegiatan kampanye pasangan petahana dilaman websiteny (Azam FM,
2020b).

Selain media Radio Azam FM, media yang juga digunakan oleh pasangan petahana
dalam menyampaikan visi dan misinya adalah media Haluan Kepri dan media RCM News.
Media Haluan Kepri mengekspos visi misi Arah dengan judul “Dear Masyarakat Karimun,
Inilah Visi-Misi ARAH untuk Pembangunan Berkeadilan™ (Sijori, 2020) dan media RCM
News mengekspos dengan judul “Ini Visi dan Misi Paslon Aunur Rafig-Anwar Hasyim
(ARAH)” (Rcmnews.id, 2020).

Dari hasil penelusuran penulis, media tersebut mengekspos terkait visi dan misi pasangan
petahana dan memberikan informasi kepada masyarakat terkait kegiatan kampanye pasangan
petahana, sehingga dapat disimpulkan bahwa peran media massa sangat berpengaruh dalam
mempromosikan pasangan calon dalam memperebutkan suara dari masyarakat.

d. Kelompok Pengusaha
Dalam Pilkada Karimun tahun 2020, pasangan petahana mendapat dukungan dari kelompok
pengusaha yakni dari Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia (Hipmikindo)
Karimun. Ketua DPC Hipmikindo Karimun Arif Hutanan Siregar mengatakan bahwa seluruh
pengurus dan anggota Hipmikindo siap untuk mendukung pasangan petahana dalam kontestasi
Pilkada Karimun tahun 2020. Seperti yang disampaikannya pada laman YouTube media Lintas
Berita tanggal 5 September 2020 (Lintas Berita, 2020).

Dengan adanya pernyataan sikap dari DPC Hipmikindo Karimun tersebut, penulis dapat
menyimpulkan bahwa pasangan petahana dalam mengikuti kontestasi Pilkada Karimun tahun
2020 mengajak, merangkul dan juga memanfaatkan kekuatan politik dari kelompok pengusaha.
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2. Kekuatan Politik Pasangan Iskandarsyah dan Drs. H. Anwar, M.Si, MMp pada
Pilkada Karimun Tahun 2020

Berdasarkan hasil dari wawancara dan penelusuran dokumnetasi, pada Pilkada Karimun tahun

2020, pasangan penantang memanfaatkan 6 elemen kekuatan politik, yakni kekuatan politik

LSM, partai politik, organisasi buruh, media massa, lembaga survei dan birokrasi.

a. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Iskandarsyah melakukan pendekatan kepada LSM yang ada di Kabupaten Karimun dengan
bersilaturahmi. Hal ini dilakukan dengan harapan LSM tersebut dapat mendukungnya pada
Pilkada Karimun tahun 2020. Seperti yang diberitakan oleh media gardannews.com, Jum’at,
28 Agustus 2020, “Perkuat Sinyal Dukungan, Ing Iskandarsyah Kunjungi Sekretariat FPBK”
(Boy, 2020). Dalam kunjungan tersebut, ketua FPBK M. Ilham Daeng Manessa menyatakan
bahwa pihaknya akan mendukung sepenuhnya Iskandarsyah dan Anwar.

Selain mendapatkan dukungan dari FPBK, pasangan Bersinar juga mendapatkan
dukungan dari Barisan Keamanan Daerah (BARKAD) Kabupaten Karimun. Ini terlihat
bagaimana BARKAD Karimun ikut mengantarkan pasangan Bersinar saat mendaftar ke KPU
sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Karimun tahun 2020 (PKS Foto, 2020). Tidak hanya
itu, pada Selasa, 10 November 2020, Aunur Rafiq dilaporkan oleh Kelompok Anti (KODAT)
86 dengan dugaan tindak pidana gratifikasi. Seperti yang dimuat pada laman media Antara
News, Ketua KODAT 86 itu memberikan keterangan bahwa berdasarkan putusan pengadilan
Tipikor terhadap Yaya Purnomo, mantan pejabat Kementerian Keuangan yang sudah divonis
Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada tahun 2019, Aunur Rafig diduga memberi uang sebesar
Rp.500 juta kepada Yaya untuk memuluskan dana insentif daerah Kabupaten Karimun pada
tahun 2018 senilai Rp.47 miliar (Panama, 2020). Lebih lanjut dalam keterangannya, Cak Ta’in
ketua KODAT 86 ini menjelaskan jika kasus ini harus segera ditangani. Pelaporan kasus ini
pula untuk mengingatkan agar masyarakat tidak memilih calon pemimpin yang sedang
bermasalah hukum. Menurutnya, kepala daerah yang bermasalah yang terpilih diduga tidak
akan sempat mengurus rakyat dan daerahnya karena tersandera kasus hukum. Berdasarkan data
tersebut, LSM juga menjadi faktor pendukung pasangan Bersinar dalam memberikan pengaruh
kepada masyarakat untuk mendukung dan memilih pasangan Bersinar pada Pilkada Karimun
tahun 2020.

b. Partai Politik

Pasangan penantang ini diusung oleh dua partai politik, yakni PKS dan PAN serta PPP sebagai
Partai pendukung. Jika dilihat dari perolehan suara partai politik pada pemilihan legislatif tahun
2019 di Kabupaten Karimun, partai koalisi dengan jargon Karimun Bersinar ini cenderung
lebih sedikit perolehan suaranya pada seluruh daerah pemilihan. Jumlah perolehan suara partai
koalisi Karimun Bersinar dapat dilihat pada tabel berikut ini (KPU Kabupaten Karimun, 2019):

Tabel 2 Perolehan Suara Partai Koalisi Karimun Bersinar pada Pemilu DPRD Karimun Tahun 2019

No Nama Partai DAPIL Total
Dapil I  Dapil Il Dapil Il Dapil IV

1 PKS 2.051 1.994 4,528 4,055 12.628

PAN 2.221 985 3.408 3.662 10.276

3 PPP 1.867 68 2.094 1.881 5.910

Total 6.139 3.047 10.030 9.598 28.814

Jumlah Total Suara 29.888 13.829  39.238 43.334  126.289

Sumber: KPU Kabupaten Karimun, 2020

Dari Tabel 2, dapat dilihat partai koalisi Karimun Bersinar hanya mendapat 22,8% dari
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jumlah total suara pada pemilihan legislatif tanun 2019. Walaupun kalah perolehan suara pada
pemilihan legislatif tahun 2019, koalisi Karimun Bersinar tetap yakin mampu memenangkan
Pilkada Karimun tahun 2020 dengan dukungan dari kader-kader partai politik pengusung.
Saudara J salah satu kader PAN yang merupakan partai pengusung pasangan penantang
mengatakan bahwa kader partai tentu akan tetap mendukung apa yang sudah ditetapkan oleh
partai. Sehingga memang sudah merupakan kewajiban kader untuk sama-sama berusaha
mewujudkan satu tujuan, yakni memenangkan pasangan Iskandarsyah dan Anwar pada Pilkada
Karimun tahun 2020.

Dalam masa kampanye, para kader partai politik pengusung pasangan Bersinar ini ikut
turun langsung ke lapangan untuk mempromosikan pasangan yang diusungnya. Dalam
kampanyenya, para kader politik yang tergabung ke dalam tim pemenangan mengusung slogan
“perubahan” dalam segala aspek kehidupan. Selain itu, partai politik juga berperan penting
dalam menciptakan kader-kader terbaik yang mampu bermasyarakat dan memiliki karakter
pribadi yang unggul. Hal ini kemudian yang menjadi faktor dipilihnya Iskandarsyah sebagai
calon Bupati Karimun. Suyadi sebagai ketua DPD PKS Karimun menjelaskan terkait alasan
dipilihnya Iskandarsyah sebagai calon Bupati Karimun pada Pilkada Karimun tahun 2020
adalah karena figur beliau yang merupakan produk pendidikan luar negeri, selain itu juga beliau
sudah dipercaya oleh masyarakat Karimun sebagai anggota DPRD Provinsi Kepri selama 3
periode, serta beliau juga orang yang visioner, energik, suka bersilaturahmi, dan mampu
merangkul semua elemen masyarakat, sehingga hal inilah yang menjadi alasan kuat PKS
mengusung Iskandarsyah menjadi calon Bupati Karimun tahun 2020.

Selain figur dari calon Bupati, tim pemenangan juga menjual figur dari sosok Drs. H.
Anwar, M.Si, MMP yang menjadi pasangan dari Iskandarsyah pada Pilkada Karimun tahun
2020. Suyadi lebih lanjut menjelaskan bahwa pak Anwar sudah tidak diragukan lagi untuk
penglamannya di dunia politik maupun di sosial masyarakat. Pak Anwar merupakan Ketua
DPD PAN Karimun dan di masyarakat beliau juga sudah dipercaya menjadi anggota DPRD
Karimun selama 3 periode yang mewakili dari Dapil 4, selain itu juga beliau merupakan
seorang dosen. Dari sosok yang luar biasa dari kedua aktor politik tersebut, maka tim
pemenangan Yyakin jika pak Iskandarsyah berpasangan dengan pak Anwar akan mampu
memenangkan Pilkada Karimun tahun 2020.

Dari beberapa hasil wawancara penulis diatas dapat disimpulkan bahwa pada tim
pemenangan pasangan Bersinar ini, partai politik sangat berperan penting dalam
mengkampanyekan pasangan Bersinar. Selain itu juga basis dukungan dari kader-kader partai
yang memiliki jaringan politik yang kuat serta peran partai politik itu sendiri dalam
menciptakan kader-kader terbaik yang mampu menjadi sosok pemimpin yang diinginkan
masyarakat khususnya masyarakat daerah Kabupaten Karimun.

c. Organisasi Buruh

Organisasi buruh merupakan salah satu kekuatan politik yang tidak bisa dianggap
remeh. Walaupun buruh sering dikonotasikan sebagai buruh kasar, namun massa dari buruh ini
sangatlah besar. Karena memiliki basis massa yang besar inilah, pasangan Bersinar melakukan
pendekatan dan hasilnya mereka mendapatkan dukungan dari Federasi Serikat Pekerja Metal
Indonesia Kabupaten Karimun. FSPMI menyatakan dukungannya kepada pasangan Bersinar
melalui pernyataan langsung dari ketua FSPMI yakni Muhammad Fajar. Seperti yang dimuat
pada laman Tribun Batam, Senin, 23 November 2020 (Rohman, 2020).

Selain pernyataan sikap dukungan, Fajar juga menyampaikan beberapa keluhan para
pekerja buruh kepada Iskandarsyah, keluhan tersebut terkait dengan ketersediaan lapangan
pekerjaan di Karimun, pengupahan, balai pelatihan, pengendalian harga sembako dan berbagai
hal lainnya. Lebih lanjut Fajar menjelaskan bahwa selama ini Karimun belum mempunyai
gedung yang dikhususkan untuk balai pelatihan. Tiap tahunnya ada ratusan lulusan SMA
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maupun perguruan tinggi, tapi menurutnya ilmu formal saja tidak cukup, harus dibarengi
dengan ilmu non formal juga dan ini didapatkan melalui pelatiahn-pelatihan.

Iskandarsyah menjawab keluhan para buruh tersebut dengan menawarkan program-
program yang menjadi visi misi mereka jika terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Karimun.
Adapun program yang ditawarkan yakni 11 program pembangunan:

1. Peningkatan Terhadap Kualitas Beragama, Pendidikan dan Kesehatan, agar

terciptanya SDM Kabupaten Karimun yang Unggul.

2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di atas 6% dan mengurangi kesenjangan
ekonomi antara Kecamatan hingga Desa.
Menciptakan 5000 Lapangan pekerjaan.
Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur, Kebutuhan dasar air dan Listrik
Masyarakat.
Fokus terhadap Penguatan Bidang Maritim, Pariwisata, pertanian, jasa dan industry.
Menjaga Ketersediaan Sembako dengan Harga yang Murah.
Menciptakan Pengusaha Muda dan Pengusaha Perempuan yang tangguh.
Mempermudah dan Mempercepat Proses Perizinan Usaha.
9. Pemodalan Koperasi dan Usaha Kecil Bagi Masyarakat.
10. Menghargai Karya-karya Seni dan Pemberdayaan seniman.
11. Meningkatkan sarana dan prasarana Olahraga.

B w

ONo O

Dengan program-program yang ditawarkan oleh pasangan Bersinar ini, para buruh
khususnya yang tergabung didalam FSPMI Karimun mendukung sepenuhnya pasangan
Bersinar menjadi Bupati dan Wakil Bupati Karimun tahun 2020. Dengan harapan pasangan
Bersinar mampu membawa perubahan seperti slogan yang mereka gaungkan yakni melakukan
perubahan dalam segala aspek kehidupan. Dengan melakukan pendekatan ini, pasangan
Bersinar berharap para tokoh dan anggota yang aktif dalam organisasi tersebut dapat
memberikan kontribusi dan dukungan penuh serta memberikan pengaruh kepada masyarakat
untuk memilih mereka pada Pilkada Karimun tahun 2020.

d. Media Massa

Pada Pilkada Karimun tahun 2020, pasangan Bersinar juga memanfaatkan media massa dalam
proses kampanye dalam upaya mencari dukungan dari masyarakat. Selama lebih kurang dua
bulan media massa dijadikan sebagai alat untuk menyampaikan visi dan misi oleh pasangan
penantang ini. Seperti dari media online Ulasan yang selalu mengekspos kegiatan kampanye
pasangan Iskandarsyah dan Anwar pada laman websitenya (Ulasan.co, 2020).

Selain itu, media yang juga digunakan oleh pasangan penantang dalam kampanye adalah
media online Lintas Kepri. Pada laman website Lintas Kepri memuat kegiatan kampanye
pasangan Bersinar (Lintas Kepri, 2020). Tidak hanya itu, dalam unggahan video yang dimuat
oleh media online Go TV News, Iskandarsyah juga terlihat turun ke pasar puakang dan
mengomentari kondisi pasar yang terkesan kumuh. Secara tidak langsung, Iskandarsyah
mengomentari Kinerja dari kepemimpinan sebelumnya, yakni pasangan petahana yang belum
memaksimalkan anggaran untuk pembangunan pasar (Lintas Kepri, 2020).. Dalam masa
kampanye, pasangan Iskandarsyah dan Anwar ini memanfaatkan media massa untuk
mendongkrak dukungan yang sebesar-besarnya dengan membangun citra yang baik melalui
media tersebut.

e. Lembaga Survei

Lembaga survei menjadi kekuatan politik keunggulan dari pasangan Bersinar. Ini disampaikan
oleh F Dosen STAI Miftahul Ulum Tanjungpinang sekaligus pengamat politik yang aktif
mengikuti jalannya Pilkada Karimun tahun 2020, F mengatakan bahwa pada Pilkada Karimun
tahun 2020, pasangan Iskandarsyah dan Anwar memiliki keunggualan dari pasangan petahana,
tim Bersinar selain turun langsung ke lapangan mereka juga melakukan survei terhadap opini
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masyarakat Karimun. Sehingga mereka dapat mengetahui tingkat kepercayaan masyarakat
Karimun terhadap kepemimpinan pasangan petahana selama ini.

Pada Pilkada Karimun tahun 2020, pasangan Iskandarsyah dan Anwar menggunakan
lembaga survei dari PollingKita.com. Polling Kita merupakan website atau situs penyedia
polling, atau jejak pendapat dan survei sederhana bagi semua orang. Dalam unggahan akun
media sosial facebook dengan nama akun Karimun Bersinar, akun tersebut menyebarkan link
polling terkait siapa Bupati dan Wakil Bupati Karimun setelah pelaksanaan debat kandidat
tahap kedua (Polling Kita, 2020). Adapun dari link polling yang dibuat sejak tanggal 21
November 2022 tersebut, dapat diperoleh total 458 suara pemilih. Dari 458 suara yang berhasil
dikumpulkan, pasangan Bersinar unggul dari pasangan Arah dengan jumlah suara 305 suara
dan 153 suara untuk pasangan Arah.

Selain data diatas, penulis juga menelusuri laman Polling Kita dan mencari polling terkait
pilihan masyarakat siapa yang akan memimpin Karimun pada periode 2020-2024. Hasilnya
ada 3 polling yang menyandingkan nama Iskandarsyah dan Aunur Rafiq, ternyata perolehan
suara dari Iskandarsyah selalu unggul dibanding Aunur Rafig. Hal inilah kemudian dapat
disimpulkan bahwa adanya keinginan masyarakat untuk adanya perubahan. Dengan adanya
lembaga survei ini, pasangan penantang dapat mengetahui tingkat kepercayaan publik terhadap
pasangan petahana. Sehingga hal ini pula penyebab mudahnya tim pemenangan Bersinar dalam
mengatur strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat Kabupaten Karimun.

f. Birokrasi

Birokrasi juga menjadi kekuatan politik yang dimiliki oleh pasangan Bersinar. Dimana
para birokrat khususnya ASN di lingkungan Pemkab Karimun merasa kecewa terhadap
kepemimpinan petahana. Kekecewaan itu disebabkan karena pencairan gaji yang lamban.
Walaupun sudah dijelaskan terkait alasan lambannya proses pencairan gaji yang disebabkan
oleh pandemi covid-19, tetap saja beberapa ASN di lingkungan Pemkab Karimun merasa
kecewa. Kekecewaan inilah yang kemudian menjadi peluang dan dimanfaatkan oleh pasangan
penantang dalam meraup dukungan dari birokrat khususnya ASN di lingkungan pemerintah
Kabupaten Karimun. Dan hal ini dibuktikan dengan perolehan suara yang dimenangkan oleh
pasangan penantang di kawasan perumahan pegawai pemerintah Kabupaten Karimun, yakni
kawasan Perumahan Imperium dan Perumahan Taman Mutiara Karimun yang berada di
Kelurahan Sungai Raya Kecamatan Meral serta kawasan Perumahan Canggai Putri yang
berada di Kelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing. Adapun perolehan suara yang didapat oleh
pasangan penantang pada kedua wilayah tersebut adalah:

Tabel 3 Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara di Kawasan Perumahan Dinas Kabupaten Karimun

No Wilayah Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara

(01) (02)

Dr. H. Aunur Rafigq, M.Si — H. Iskandarsyah — Drs. H.
Anwar Hasyim, M.Si Anwar, M.Si, MMP
1. Kelurahan 1.335 1.446
Sungai Raya
2. Kelurahan Teluk 947 1.575
Uma

Sumber : KPU Kabupaten Karimun, 2020
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Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa pasangan penantang unggul dikedua kawasan
perumahan yang ditempati oleh pegawai Pemkab Karimun. Degan adanya keinginan untuk
perubahan ke arah yang lebih baik lagi oleh ASN/PNS di lingkungan Pemkab Karimun, maka
secara tidak langsung dikarenakan pasangan calon kandidat hanya terdapat dua pasangan, maka
pasangan penantang diuntungkan dalam hal ini untuk meraih dukungan dari birokrat yang
bekerja pada lingkungan Pemkab Karimun.

SIMPULAN

Pada penyelenggaraan Pilkada Karimun tahun 2020, pasangan petahana yang didukung oleh
koalisi “gemuk” dan dana kampanye yang besar tidak mampu mendominasi perolehan suara
dan hampir dikalahkan oleh pasangan penantang yang didukung oleh koalisi “ramping” dan
dana kampanye yang jauh lebih kecil dengan selisih hanya 86 suara. Berdasarkan hasil
penelitian, hal ini tidak lepas dari peran para elemen kekuatan politik yang ada di Kabupaten
Karimun dalam memberikan dukungannya terhadap masing-masing pasangan calon. Penyebab
paling mendasar kecilnya angka selisih perolehan suara pada Pilkada Karimun tahun 2020 ini
adalah pasangan petahana hanya mempunyai empat kekuatan politik, yaitu LSM, partai politik,
media massa dan kelompok pengusaha. Sedangkan pasangan penantang mempunyai enam
kekuatan politik, yaitu LSM, partai politik, organisasi buruh, media massa, lembaga survei dan
birokrasi.

Berdasarkan hasil penelitian, organisasi buruh, birokrasi dan lembaga survei menjadi
kekuatan politik dari pasangan penantang. Alasan organisasi buruh mendukung pasangan
penantang dikarenakan adanya kekecewaan terhadap kepemimpinan petahana pada periode
sebelumnya yang dianggap belum mampu mensejahterakan rakyat seperti yang diinginkan.
Begitupula dengan birokrasi yang juga kecewa terhadap kepemimpinan pasangan petahana
karena sering mengalami keterlambatan dalam pencairan gaji serta berdasarkan hasil survei
dari lembaga survei yang dimiliki oleh pasangan penantang menunjukkan bahwa adanya
keinginan masyarakat Karimun untuk perubahan yang lebih baik lagi. Kekecewaan-
kekecewaan inilah yang menjadi malapetaka bagi pasangan petahana dan mampu
dimanfaatkan oleh pasangan penantang sehingga hasil perolehan suara hanya selisih 86 suara.
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Abstract This article aims to explore and understand the dynamics of relations between
actors involved in Indonesian defense industry cooperation in efforts to improve defense in
the land dimension. By using the Military Industrial Complex (MIC) theory and qualitative
methods, this article finds that the relations and involvement of both state actors (public
sector) and non-state actors (private sector) in fulfilling the needs of land-based defense in
Indonesia cannot be avoided even though the true defense industry is public goods. In
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added end-users in the context of the Military Industrial Complex (MIC), this article
understands that the defense industry is a complex industry because it involves complicated
bureaucratic channels but at the same time, the state is required to catch up with the defense
equipment technology of countries in the region in order to create a significant deterrent
force.
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Abstrak Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami dinamika relasi antar
aktor yang terlibat di dalam kerjasama industri pertahanan Indonesia upaya meningkatkan
pertahanan di matra darat. Dengan menggunakan teori Military Industrial Complex (MIC)
dan metode kualitatif artikel ini menemukan bahwa relasi dan keterlibatan baik aktor negara
(public sectors) maupun non-negara (private sectors) dalam pemenuhan kebutuhan
pertahanan matra darat di Indonesia tidak dapat dihindarkan meskipun industri pertahanan
sejatinya merupakan public goods. Selain itu, dengan mengeksplorasi peran masing-masing
pemangku kepentingan dan sinergi di antara aktor-aktor yang dalam hal ini tiga aktor
tersebut legislator, governance agency, private company dan juga ditambah end-user dalam
konteks Military Industrial Complex (MIC) artikel ini memahami bahwa industri
pertahanan merupakan industri yang kompleks karena melibatkan jalur birokrasi yang rumit
tetapi di saat yang bersamaan, negara dituntut untuk mengejar ketertinggalan teknologi
alutsista dengan negara-negara di kawasan agar tercipta kekuatan penggentar yang
signifikan.
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PENDAHULUAN

Hubungan Australia - Indonesia mengacu pada hubungan luar negeri antara Australia dan salah
satu dari sedikit negara tetangganya, Indonesia. Yang dimulai sejak 1640 dengan kontak antara
Penduduk Asli Australia dan para teripang Makassan dari Sulawesi barat daya dan diresmikan
dengan pengakuan penuh Australia terhadap Indonesia pada tahun 1949. Kedua negara adalah
anggota G20, Forum Regional ASEAN, dan Perjanjian Perdagangan Bebas Australia-Selandia
Baru-ASEAN. Indonesia menerima $ 541,6 juta dalam bantuan pembangunan Australia pada
2012-2013 (Thompson, 2006).

Australia telah melakukan dialog dengan beberapa negara termasuk Amerika Serikat,
Inggris, dan Jepang. Sejak 1975, Australia telah mengadakan 25 pertemuan dengan Amerika
Serikat, dan setahun sekali sejak 1975. Selama periode 6 tahun, Australia dan Inggris
mengadakan tiga pertemuan, dan pada tahun 2007 hingga 2010, Jepang mengadakan
pertemuan setiap 18 bulan. Dialog pertemuan pada bidang pertahanan dan keamanan semula
bernama Indonesia-Australia Informal Meeting, akan tetapi ketika diadakannya pertemuan
kedua yang dihelat di Yogyakarta, kedua perwakilan setuju menamakan pertemuan informal
Indonesia-Australia tersebut sebagai Indonesia-Australia Defence Strategic Dialogue
(Agreement Between Australia and The Republic of Indonesia on The Framework for Security
Cooperation, 2006).

Sejak 2004, forum tersebut diselenggarakan secara bergantian antara kedua belah negara
yakni Indonesia dan Australia pada setiap tahunnya. Awalnya, tujuan dibentuknya Kerjasama
formal Australia—Indonesia Ministerial Dialogue yakni demi peningkatan pola hubungan
kedua negara sebagai mitra strategis terkhusus di Kawasan Asia-Pasifik. Pada 13 November
2006 Indonesia dan Australia menandatangani Framework Agreement on Security Cooperation
di Pulau Lombok, Indonesia. Perjanjian kerangka kerjasama keamanan tersebut
dilatarbelakangi oleh keperluan Indonesia memasukkan jaminan pengakuan Australia atas
kedaulatan Republik Indonesia ke dalam suatu kerangka perjanjian (Augusta, 2014).

Demikian juga terhadap pernyataan tidak mendukung gerakan-gerakan separatis di
Indonesia. Sesuai dengan maksud dan tujuan dari Persetujuan antara Republik Indonesia dan
Australia tentang Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Keamanan, yang ditandatangani pada
tanggal 13 November 2006 di Mataram, Indonesia dan Rencana Aksi bagi Pelaksanaan
Persetujuan antara Republik Indonesia dan Australia tentang Kerangka Kerja Sama Keamanan,
yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2008 di Canberra, Australia. Dalam IADSD
terdapat beberapa hasil kesepakatan yang diperoleh dalam poin kerjasama keamanan maritim,
yaitu Join SAR Operation Badan SAR Nasional dan Australian Maritime Safety Autority,
latihan bersama patroli laut TNI angkatan laut Indonesia dan Royal Autralian Navy. Sejumlah
insiden dan ketegangan di masa lalu sempat mewarnai dinamika hubungan pertahanan
Indonesia-Australia.

Berdasarkan kekuatan pokok minimum atau yang lebih dikenal dengan sebutan
Minimum Essential Forces merupakan proses memodernisasi alutsista Indonesia yang telah
dicanangkan pemerintah sejak tahun 2007. Based defense dalam perencanaan  pembangunan
kekuatan pertahanan sebagaimana diimplentasikan dalam program MEF. Capability-based
defense merupakan pengembangan kekuatan militer, termasuk pengadaan alutsista berdasarkan
identifikasi ancaman berbasis kemampuan anggaran. Berikut ini adalah data pencapain aspek
fisik alutsista tahun 2010-2024:
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Gambar 1 Data Pencapaian Aspek Fisik Alutsista 2010-2024

Data di atas menunjukkan pencapaian pembangunan alutsista TNI dalam program MEF
dari renstra | hingga renstra Il untuk kekuatan tiga matra pertahanan, yang juga
menunjukan kondisi kekuatan alutsista Indonesia. Data di tabel di atas menunjukan bahwa
pemenuhan alutsista TNI belum sepenuhnya dapat memenuhi target capaian MEF (Fitri &
Sanur, 2019).

Seiring dengan berkembangnya zaman dan berakhirnya juga beberapa perang besar di
dunia mengakibatkan beberapa negara kurang mengembangkan bidang pertahanannya paska
perang terjadi dan lebih berfokus kepada hal-hal low-politics dibandingkan high-politics,
karena alangkah lebih baiknya kemampuan pertahanan suatu negara merupakan suatu symbol
kekuatan, kedaulatan dan juga sebagai penggertak dalam dunia diplomasi tentunya (Milia et
al., 2018). Hal tersebut juga menyiratkan pentingnya pertahanan sebagai unsur pokok upaya
sebuah negara dalam mempertahankan eksistensinya. Dewasa ini, pertahanan negara telah
mengalami perkembangan yang pesat, meliputi konsep maupun teknologi yang terkandung
didalam makna pertahanan itu sendiri. Adapun pertahanan sebuah negara dikatakan kuat,
kedaulatan serta kekayaan nasional di darat, laut, maupun udara, tidak akan mudah diganggu-
gugat oleh negara lain mana pun.

Kelembagaan pertahanan industri disebut sebagai pertahanan pemerintah, pengguna dan
industri yang terintegrasi dalam konektivitas dan tanggung jawab. Pemerintah memberikan
mandat kepada KKIP sebagai koordinator kebijakan nasional dalam perencanaan, perumusan,
pelaksanaan, pengendalian, sinkronisasi, dan evaluasi penyelenggaraan industri pertahanan
(Anwar, 2018). Permasalahan muncul ketika kebijakan industri pertahanan yang dimiliki oleh
Indonesia saat ini masih belum dilaksanakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan sistem
pertahanan Indonesia yang secara geografis merupakan negara kepulauan. Selain itu, tingginya
ketergantungan industri pertahanan Indonesia dengan teknologi militer yang dimiliki oleh aktor
negara lain merupakan salah satu agenda utama dalam pembinaan pertahanan Indonesia dan
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juga Australia melalui agenda pertemuan Indonesia Australia Defence Security Dialogue
(IADSD). Dalam upaya untuk mengembalikan kemampuan Industri Pertahanan Nasional dan
mengurangi  kebergantungan Indonesia akan Alat Peralatan Pertahanan Keamanan
(Alpalhankam) buatan luar negeri, Kabinet Indonesia Bersatu | di bawah Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono mulai menjadikan industri pertahanan sebagai prioritas pembangunan.

Pemerintah mengakomodasi dan memberi peluang besar bagi keterlibatan pihak swasta
dalam kegiatan Industri Pertahanan. Upaya ini dilanjutkan oleh Kabinet Indonesia Bersatu Il
yang menghasilkan Perpres N0.42/2010 tentang Komite Kebijakan Industri Pertahanan, yang
dilanjutkan dengan disahkannya Undang-undang Nomor 16 tahun 2012 tentang Industri
Pertahanan, dan produk-produk perundang-undangan lainnya. Industri pertahanan yang akan
periset urai dan akan digunakan sebagai konsep dasar, guna relevansi dan korelasi dari
substansi yang akan dibahas lebih detail dalam pembahasan lebih lanjut, yaitu penulis
menggunakan konsep "military industrial complex”. Dengan menggunakan konsep tersebut
yang secara singkat merupakan salah satu konsep dalam defence studies yang membahas
tentang aliansi informal antara militer suatu negara dan industri pertahanan yang memasoknya,
dipandang bersama sebagai kepentingan pribadi yang mempengaruhi kebijakan publik.

Sesuai dengan substansi utama yang dibawakan mengenai industri pertahanan maka
konsep ini sangat penting dan tak bisa dipisahkan dalam proses pengkajian. Untuk mendukung
konsep tersebut juga disertai dengan satu teori yang merupakan sub-pembahasan tambahan
guna mendukung keabsahan konsep yakni Iron Triangle dan juga nantinya akan mendalami
mengenai aktor utama yang berperan dalam pengelolaan industri pertahanan yang akan
menjadi fokus utama penulis kali ini yakni Congress, Governance Agency, Private sector dan
juga dibantu aktor pendukung lainnya, yang akan dibahas pada pembahasan selanjutnya.

Penelitiaan ini didasari juga didukung oleh beberapa studi terdahulu yang menjadi dasar
serta referensi guna pemahaman terhadap fenomena penelitiaan yang lebih dalam. Beberapa
penelitian tersebut fokus membahas strategi optimalisasi industri pertahanan, tantangan dan
peluang, beserta perjanjian yang disahkan yang mengacu kepada Lombok Treaty, IADSD
dalam melihat kapabilitas dan kemandiriaan industri pertahanan Indonesia dimana peneliti
mengacu pada tiga studi terdahulu, yakni (Breitenbauch & Jakobsson, 2018; Koseoglu, 2012;
Montratama, 2014).

Penelitian-penelitian sebelumnya telah memberikan dasar dan referensi dari penelitiaan
ini. Namun, penelitiaan-penelitiaan yang telah dilakukan sebelumnya lebih banyak fokus
membahas startegi peningkatan kapabilitas industri pertahanan di Indonesia melalui kerja sama
dengan Australia melalui bentuk regulasi dan perjanjian kedua negara, yakni Lombok Treaty.
Selain itu, bahasan mengenai Implementasi dan perkembangan dari adanya dialog kerja sama
IADSD dengan melihat perspektif National Interest Indonesia masih terbatas. Oleh karena itu,
dalam penelitiaan ini, peneliti akan membahas tentang startegi optimalisasi Indonesia untuk
meningkatkan kapabilitas industri pertahanan melalui agenda IADSD. Dengan lebih
menekankan pada relasi antar aktor yang terlibat di dalam kerjasama industri pertahanan
Indonesia sebagai fokus pembahasan, artikel bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami
dinamika yang terjadi dalam upaya meningkatkan kapabilitas industri pertahanan Indonesia.

Maka secara keseluruhan penelitiaan ini melihat kepada strategi optimalisasi kerja sama
pertahanan Indonesia - Australia melalui agenda Indonesia Australia Defence Security
Dialogue (IADSD) dalam peningkatan kapabilitas Industri Pertahanan Indonesia terkhusus
pada matra darat, yang mana nantinya dapat melihat langkah apa yang dilakukan oleh Indonesia
setelah diadakannya kerja sama dengan Australia sebagai peningkatan kemandirian Industri
pertahanan nasional.

METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif menggunakan teknik wawancara
dan kajian literatur serta dokumen, termasuk juga berbagai macam rekaman gambar maupun
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suara yang relevan dengan startegi optimalisasi peningkatan industri pertahanan Indonesia.
Penelitian kualitatif ini digunakan agar sesuai dengan rumusan dan tujuan artikel ini yaitu
eksplorasi isu kerjasama industri pertahanan antara Indonesia dan Australia yang bertujuan
untuk memahami adanya dinamika dalam sumber-sumber yang didapat maupun alat yang
digunakan untuk mengumpulkan data dan analisa data muncul dalam bentuk pernyataan
maupun tertulis (Lamont, 2015). Wawancara dilakukan di sejumlah tempat di Jawa Barat dan
juga Jakarta terhadap beberapa informan sebagai berikut: Kementrian Pertahanan Republik
Indonesia, Dirjen Startegi Pertahanan, Ditjen Kerja sama Internasional, Kasi Kawasan Asia —
Pasifik; Lembaga Think Tank, Centre for Strategic and International Studies, Non Resident
Research Fellow, Disaster Management Research Unit; PT. Pindad, Senior Officer aliansi
bisnis produk Hankam.

Adapun model analisis yang digunakan adalah Document based research, Interview dan
Internet based research dengan mentriagulasikan ketiga analisis tersebut, lalu diinterpretasikan
dalam bentuk pemahaman gabungan dari sumber yang didapat penulis Tahapan analisis
menggunakan konsep Military Industrial Complex dengan tambahan teori Iron Triangle yang
berfokus kepada, Startegi Optimalisasi, Kesepakatan kerja sama, dan juga Lobi-lobi yang
dilakukan beberapa aktor yang terlibat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Strategi Indonesia Pada Bidang Pertahanan Dalam Agenda IADSD

Pada tanggal 13 November 2006, Pemerintah Australia dan Indonesia menandatangani
perjanjian kerangka kerja sama keamanan di Mataram, Lombok, yang disetujui oleh Parlemen
Indonesia pada tahun 2007. Dengan dibentuknya traktat lombok yang mana sebagai
pencegahan perselisihan antara Australia dan juga Indonesia, Di sisi lain kedua menteri luar
negeri dari masing-masing negara dengan resmi telah melakukan penandatanganan perjanjian
keamanan pada 13 November tahun 2006 di Mataram, Lombok. Di sisi lain, masih terdapat
permasalahan terkait persengkataan keamanan dalam cakupannya antara Australia dan juga
Pemerintah Indonesia. Dalam hal ini lingkup kasus yang terjadi antara kedua negara merupakan
pemakaian dengan informasi dari Badan Intelijen Australia kepada Presiden Republik
Indonesia kala itu, dimulai sejak 2009 dan baru adanya tindak lanjut pada 2013.*

Pada 15 Januari 2014, para imigran gelap berimigrasi ke Australia dan merampas wilayah
Indonesia. Oleh karena itu, persoalan efektivitas Lombok Treaty dalam mencegah sengketa
keamanan antara Indonesia dan Australia. Kurang lebih terdapat tiga variabel yang
mengakibatkan pembatalan pada Traktat Lombok antara Indonesia dan Australia. Pertama,
sepertinya ada perbedaan suku bunga antara Indonesia dan Australia (Toohey, 2014).

Sedangkan pada variable akhir yakni terdapatnya ketidakselarasan rencana startegis
Pemerintah Indonesia dengan Australia. Singkatnya dalam hal ini bisa dilihat bahwa dengan
dijalinnya kerjasama keamanan antara Pemerintah Indonesia dan Australia dalam bentuk
Traktat Lombok dinilai tidak efektif untuk menyelesaikan permasalahan persengkataan
keamanan kedua negara. Sebelum Indonesia dan Australia menandatangani perjanjian
keamanan pada tahun 2006, kebutuhan kerjasama keamanan antara kedua negara telah dibahas
sejak tahun 2003. «Pernyataan Bersama tentang Kemitraan Komprehensif antara Republik
Indonesia dan Australia» diusulkan selama menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia
(Sakti, 2016).

Selanjutnya, pertemuan para menteri luar negeri diadakan di New York pada Sidang
Umum PBB untuk membahas dan menyepakati teks akhir kesepakatan struktural antara
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia kemudian melakukan kerja sama.

! Indonesia - Australia upaya indonesia untuk mencegah gerakan separatisme di indonesia timur.
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Dalam hal ini pula menjalin Kerjasama demi peningkatkan kapabilitas Tentara Nasional
Indonesia . Yang mana menunjukkan bahwa Australia membantu memperkuat pertahanan
Indonesia. Salah satu kekuatan Australia adalah keamanan internal Indonesia juga
mempengaruhi keamanan internal Indonesia (Anwar, 2018).

Beberapa kejadian menunjukkan bahwa Indonesia mendapatkan banyak manfaat dari
dukungan Australia. Tsunami Aceh merupakan bukti nyata bahwa militer Australia memiliki
dampak berupa kontribusi yang terlihat nyata bagi Indonesia. Perjanjian keamanan antara
Indonesia dan Australia dalam Lombok Treaty memuat beberapa prinsip. Berdasarkan prinsip
di atas, Indonesia berkepentingan dengan Australia, terutama dalam menjaga keutuhan NKRI.

Dengan berbagi informasi dan intelijen, Australia dapat dengan mudah mengukur
pertahanan Indonesia dan mengambil tindakan yang tepat untuk melawan Indonesia, yang
dianggap sebagai kunci keamanan kawasan. Ketiga, Pasal 3.18 menyatakan bahwa Indonesia
memperoleh layanan dan bantuan dalam situasi darurat adalah menguntungkan. Namun ayat
ini juga dapat dijadikan sebagai peluang bagi Australia untuk campur tangan dalam urusan
dalam negeri Indonesia, apalagi Indonesia merupakan daerah yang rawan konflik dan bencana
alam sehingga memudahkan Australia untuk masuk ke Indonesia (Saroinsong, 2008).

Industri pertahanan, juga dikenal sebagai industri militer, terdiri dari perusahaan
pemerintah dan komersial yang meneliti, mengembangkan, memproduksi, dan memelihara
peralatan dan layanan. Instalasi militer menjadi sangat Sangat penting untuk menjaga suasana
nasional yang aman dan kondusif bagi perkembangan sektor-sektor ekonomi (Milia et al.,
2018). Negara yang menentang kelompok kepentingan terdidik dibarengi dengan pemanfaatan
sumber daya alam dan energi secara maksimal serta kemampuan sumber daya manusia yang
andal untuk mempengaruhi pembangunan ekonomi. Sebagaimana disebutkan di atas,
perkembangan industri pertahanan Indonesia pada tahun 2025.

Dalam kaitan ini, industri pertahanan Indonesia perlu merevitalisasi dan
mengembangkan usahanya, dan perusahaan harus berkonsentrasi mengembangkan produk
yang sebanding dengan produk komersial (Dunlap, 2011). Sejak 2018, anggaran pertahanan
berada pada tren yang meningkat, dari 106,8 triliun rupiah menjadi 127,35 triliun rupiah pada
tahun 2020. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi industri pertahanan yang memanfaatkan
sepenuhnya energi dan sumber daya lokal tidak hanya dapat mendorong perkembangan industri
nasional, tetapi juga meningkatkan daya saing internasional negara tersebut. Studi pertahanan
nasional, sejarah dan empiris Indonesia yang ekstensif telah menunjukkan bahwa beberapa
negara telah mengembangkan industri pertahanan, dan pengalaman Indonesia tentunya dapat
digunakan sebagai pedoman untuk mengembangkan model pengembangan industri
pertahanannya sendiri. Karena alasan politik dan strategis, hampir semua negara berkembang
memilih untuk mendirikan industri pertahanannya sendiri.

Berdasarkan pengalaman, banyak negara menguji dan mengkonsolidasikan industri
pertahanan untuk memastikan Kkinerja yang efisien dan efektif. Basis industri juga
mengharuskan Indonesia untuk memilih dari tiga kemungkinan model seleksi yang biasa
terlihat dalam pengembangan industri pertahanan. Perkembangan dan revitalisasi industri
pertahanan Indonesia diawali dengan pengembangan peralatan industri militer milik negara
yang kini bernama PT Pindad. Tahapan berikutnya yakni pembuatan 4 industri pertahanan yang
telah dibuat oleh pemerintah.

Bidang bahan peledak Dahana menjadi 10 industri strategis yang dinaungi Industri
Strategis Milik Negara. Industri pertahanan saat ini dan masa depan yang dibutuhkan Indonesia
yang kuat dan mandiri. Banyak partai politik tidak mendukung anggaran pertahanan yang
besar. Terkait manfaat langsung anggaran pertahanan, diperlukan kebijakan yang lebih
kompleks.

Sebab, manfaat langsung dari lingkungan yang damai tidak selalu berkaitan langsung
dengan besarnya anggaran pertahanan. Terciptanya perdamaian dipengaruhi oleh banyak
faktor, seperti dukungan kekuatan asing, hubungan persahabatan dengan negara tetangga,
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saling ketergantungan antar negara di kawasan, dan koeksistensi yang harmonis dari
kepentingan antar subyek yang berinteraksi dengan mereka.

Australia Defense Security Dialogue

Setelah operasi Trikora dan Dwikora dimulai, hanya pihak yang mengkhawatirkan keberadaan
negara Indonesia, dan ada kecenderungan untuk berkembang. Selain itu, kontroversi juga
berkisar pada isu-isu yang berkaitan dengan Timor Timur , pengungsi, pers, dan hak asasi
manusia . Masyarakat Australia mempercayai bahwa pemerintah Republik Indonesia sebagai
pemerintah yang berdaulat memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak asasi warga
negara Indonesia dan warga negara asing dengan melaporkan kepada pers Australia di tingkat
manapun di Indonesia. Langkah ini membuat marah rakyat Indonesia karena sebagian besar
pengungsi Indonesia bagian dari gerakan separatis yang mencoba melarikan diri dari Indonesia.

Pemerintah Australia mendukung gerakan separatis di Indonesia yang akan memecah
belah Indonesia. Penguatan hubungan yang rapuh ini membutuhkan kompromi berupa
kesepakatan yang menghargai keberadaan dua negara, salah satunya adalah Agreement
Between The Republic of Indonesia and Australia On The Framework for Security Cooperation
2006, yang ditandatangani di Lombok, pada November 2006. Indonesia dan Australia sedang
membentuk mekanisme advisory yang bertujuan untuk memperkuat, melaksanakan dan
melaksanakan kegiatan kerjasama antara kedua negara, termasuk memperkuat kerjasama
antara kedua negara dan lembaga dari kedua negara.

Menurut data SIPRI , anggaran pertahanan Indonesia sebagai persentase dari PDB selama
periode 2009-2018 masih di bawah 1% dari PDB atau masih di bawah rata-rata anggaran
pertahanan negara-negara ASEAN. Perjanjian keamanan ini berisi dua mekanisme khusus.
Intinya, jika muncul masalah kekayaan intelektual, seperti legalitas alih pengetahuan dalam hal
alih teknologi, kedua negara sepakat untuk tidak mempertimbangkan perjanjian dan
menandatangani perjanjian baru alih-alih penerapan perjanjian. Perjanjian perjanjian
pembiayaan adalah perjanjian keuangan antara kedua negara, dan perjanjian yang terkait
dengan perjanjian adalah perjanjian antara kedua negara.

Optimalisasi Indonesia dalam peningkatan kapabilitas industri pertahanan dengan
Military Industrial Complex

Kompleks militer industri merupakan salah satu konsep dalam industri pertahanan yang pada
mulanya dikemukan oleh Dwight D. Eisenhower Presiden Amerika Serikat ke-34. Kompleks
militer industry atau Military Industrial Complex merujuk pada hubungan ekonomi yang
menjadi sebuah regulasi yang berstruktur untuk penganggaran input dan untuk perencanaan
program atau keluaran, masalahnya dilihat sebagai menemukan cara yang paling efisien untuk
menghasilkan aspek-aspek keamanan nasional secara efisien dalam mendukung produksi
tingkat keamanan optimal. Industri pertahanan adalah bagian dari kompleks industri militer,
sebagai suatu sistem, sistem merupakan lingkaran elaborasi dari institusi militer, industri
militer dan pemerintah yang diharapkan bertujuan untuk mendapatkan cara paling efektif untuk
menyediakan tingkat keamanan untuk mendukung tingkat keamanan untuk proses dan program
untuk pendapatan (Dubbury, 1971).

Terdapat keberhasilan strategi diplomasi pertahanan suatu negara yang merupakan
kolaborasi dari komponen diplomasi, pertahanan dan pembangunan. Yakni tiga hal penting
tersebut harus ditingkatkan demi berhasilnya Kerjasama pertahanan yang dilihat dari tiga aspek
sebagai berikut :

1. Confidence Building Measures berdasarkan Lombok Treaty bahwa pada artikel 1 (1)
secara luas didefinisikan sebagai langkah-langkah yang menangani, mencegah, atau
menyelesaikan ketidakpastian di antara negara bagian. Dirancang untuk mencegah
eskalasi permusuhan yang diinginkan dan terutama yang tidak diinginkan dan
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membangun rasa saling percaya yang sangat relevan dalam menangani dan bekerja
menuju penyelesaian kebuntuan politik jangka panjang.Yang pada hal ini Kerjasama
yang dijalin oleh Indonesia dan Australia dalam agenda IADSD

2. Defense Capabilities salah satu masalah utama yang menjadi dasar kemampuan untuk
mencapai efek yang diinginkan dalam lingkungan operasi tertentu. " Itu ditentukan oleh
tiga faktor yang saling bergantung: kesiapan, keberlanjutan, dan struktur angkatan
bersenjata.. Dengan melihat sejauh mana Minimum essential force Indonesia setelah
menjalin strategic partnership dengan Australia, fase Indonesia sudah memasuki fase
ketiga yang dicanangkan tahun 2024 ditargetkan terjadi peningkatan sejumlah 100 %

3. Defense Industry sebagai bisnis global yang memproduksi senjata dan teknologi dan
peralatan militer. Secara konsisten terdiri dari perusahaan perdagangan yang bergerak
dalam penelitian, pengembangan, produksi dan pemeliharaan bahan, peralatan, dan
juga beberapa fasilitas-fasilitas militer . Perusahaan pembuat senjata, disebut juga
sebagai kontraktor pertahanan atau industri militer. Pada hal ini aktor kunci utama
sebagai penyedia atau provider adalah PT. Pindad yang menerima by order dari
Kembhan yang nantinya akan digunakan oleh user yakni TNI AD sebagai matra darat.

Ketiga aspek tersebut merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan suatu Kerjasama
pertahanan dapat terjadi mutual partnertship dan menjadi acuan pula pada saat penyusunan,
pembuatan regulasi dan juga implementasi terkait industry pertahanan di Indonesia. Yang
mana dalam hal ini MIC di Indonesia terbentuk karena adanya upaya lobi dan pola hubungan
aktor non negara yang didasari oleh perjanjian Lombok Treaty sebagai kerangka rencana aksi
Startegic Partnership dengan Australia. Yang nantinya terdapat aktor non-negara yang
berperan dalam hal ini.

Berdasarkan analisis penulis, penggunaan konsep MIC dalam melihat kapabilitas
industry pertahanan Indonesia dapat ditinjau pada Lombok Treaty yang tertera pada dokumen
Agreement Between Australia And The Republic Of Indonesia On The Framework For Security
Cooperation. Yang utamanya dalam hal ini yang menjadi perhatian utama yakni pada prinsip
Comprehensive Partnership untuk memperkuat hubungan bilateral lebih lanjut berdasarkan
penghormatan terhadap integritas dan kesatuan wilayah satu sama lain dan
mengkonsolidasikan dan memajukan kerja sama di bidang-bidang utama, termasuk keamanan
antara Indonesia dan juga Australia.

Military Industrial Complex Sebagai konsep kunci memahami industri pertahanan untuk
menunjang kebutuhan pertahanan, dibutuhkan proses yang panjang dan harus dilanjutkan.
Selama ini proses tersebut masih terkendala oleh berbagai kendala, seperti: Belum
mencukupinya dana untuk penelitian dan pengembangan alutsista, permasalahan kerjasama
pertahanan negara, dan buramnya pengadaan alutsista. Pengembangan kemandirian industri
pertahanan membutuhkan kemauan politik pemerintah yang diikuti dengan peningkatan
tingkat profesional industri pertahanan. Oleh karena itu, DPR RI telah memainkan peran kunci
melalui fungsi pengawasan dan penganggarannya, terutama dalam menyelaraskan peningkatan
kapasitas industri pertahanan dengan kebutuhan proteksi beras. Karena fungsi pengawasan
Komite Pertama FREP-RI, maka perlu terus didorong pemerintah untuk secara efektif
memenuhi persyaratan MEF. Khususnya dalam hal ini mendorong penggunaan produk
produksi dalam negeri, meningkatkan alutsista nasional melalui rencana penelitian dan
pengembangan persenjataan militer, serta meningkatkan transparansi dan rasa tanggung jawab
pembelian alutsista nasional.?

Pengadaan alutsista dari Australia yang telah ada dari SIPRI arms transfer database.
Biasanya melibatkan hibah barang bekas (terutama transport aircraft) yang bukan diproduksi
Australia tapi Amerika. Memang ada rencana pembelian Bushmaster yang diproduksi Thales

2 Hasil wawancara dengan Bapak Letkol Sus Sulistyanto, PhD Kasi Pasifik Subdit Amepas Dtkersinhan Ditstrahan
Kementrian Pertahanan RI
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Austraila, yang nantinya dikerjasamakan dengan Pindad., karena kerjasamanya bersifat
business to business bukan G-to-G. 3

Konsolodiasi kerja sama pertahanan bilateral antara Indonesia dan Australia pada forum
dialog sangat terjalin dengan baik selain itu pelatihan dan pendidikan, kunjungan kedua
negara, dan latihan Bersama sering menjadi agenda rutin ketika dihelat dialog tersebut.
Pertemuan Kelompok Kerja Dialog Pertahanan Strategis Indonesia-Australia-Australia
(IADSD) Kementerian Pertahanan dan Komite Tingkat Tinggi Australia-Indonesia tingkat TNI
meningkatkan pembangunan kapasitas dan menjalin hubungan dekat antara militer masing-
masing negara *

Forum Dialog telah menjadi sarana untuk bertukar pendapat dan informasi mengenai isu-
isu strategis keamanan kedua negara saat ini. Dengan bantuan informasi dan pandangan terbaru
tentang permasalahan terkait hal-hal startegis kedua negara telah mampu teratasi dan mencegah
ancaman yang menjadi tantangan keamanan bersama.

Berdasarkan dari perintah Menhan Prabowo. Proyek kerjasama yang bermanfaat lainnya
seperti kerjasama pendidikan, kunjungan dan pertukaran, patroli terkoordinasi, dan latihan
bersama antara kedua angkatan bersenjata juga telah mencapai hasil yang luar biasa dan telah
memberikan kontribusi penting untuk memperkuat hubungan persahabatan antara Indonesia
dan Australia.

Dengan adanya wadah dialog pertemuan tentu menjadi salah satu maintance relations
yang baik guna menjaga persahabat dua negara yang saling bertetangga, yang bisa menjadi
rencana besar untuk kedepannya dengan terjalinnya hubungan diplomatic dengan Australia,

Sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pertahanan
negara, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dapat mengambil langkah-langkah
terukur untuk melaksanakan segala kebijakan pemerintah dari berbagai jalur, termasuk kerja
sama bilateral seperti IADSD.

Menteri Pertahanan Indonesia menyambut baik komitmen Australia untuk memperkuat
kerja sama di industri pertahanan. Oleh karena itu, perusahaan pertahanan kedua negara harus
saling belajar untuk mencari cara kerja sama yang sesuai dengan kemampuan dan
kebutuhannya.

Indonesia dan Australia berharap untuk lebih memperkuat dan memperkuat hubungan
kerja sama yang baik sebelumnya di bidang pertahanan. Upaya kedua negara akan dibahas
dalam agenda tahunan ke-14 Indonesia-Australia Strategic Defense Dialogue yang akan
diselenggarakan di Jakarta pada 21-22 September 2016. Thales dan pengangkut personel lapis
baja Indonesia PT Pindad akan berkolaborasi dalam sebuah proyek yang ditujukan untuk
kebutuhan masyarakat Indonesia. Berdasarkan surat keputusan SKEP/37/P/BD/1/2018 tentang
Pedoman Kerja Sama Perusahaan yang berisi mengenai seperti apa kesepakatan yang
dilaksanakan antar private company.

Pindad dengan Thales Group Australia yang berhasil melalkukan Transfer of Technology
alpanhakham kendaraan tempur anti ranjau Sanca dengan Bushmaster sebagai salah satu
produk hasil dari kerja sama antara stek holder yang terlibat yang salah satunya dalam konsep
MIC Iron Triangle Private Company menjadi salah satu aktor provider yang membantu User
dalam hal ini TNI AD karena berfokus pada matra darat dalam meningkatkan kapabilitas
industry pertahanan yang dimiliki Indonesia. Pindad tentu saja memiliki pedoman berdasarkan
sifatnya yakni perusahaan sebagai pihak yang mencari mitra perusahaan sebagai rekan kerja

3 Hasil wawanacara dengan lbu Currie Maharani fakhr, Center for Strategic and International Studies (CSIS-
DMRU)

4 Hasil wawancara dengan Bapak Letkol Sus Sulistyanto, PhD Kasi Pasifik Subdit Amepas Dtkersinhan Ditstrahan
Kementrian Pertahanan RI

5 Hasil wawanacara dengan Ibu Currie Maharani Non Resident Research Fellow, Disaster Management Research
Unit, Center for Strategic and International Studies (CSIS-DMRU)
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sama dalam hal ini PT. Lalu kemudian diadakanlah kerja sama dan diskusi koordinasi antar
berbagai aktor yang terlibat yakni Kemhan, PT. Untuk membahas hal-hal yang mendalam dan
lebih rahasia, kedua belah pihak membuat perjanjian kerahasiaan atau non-disclouser
aggrement .

Kolaborasi ini bertujuan untuk sangat memperkuat kemampuan operasional kendaraan
lapis baja yang diusulkan oleh PT Pindad kepada TNI. Pindad mengadakan kerja sama yang
didalamnya terdapat klausul pemasaran dan penjualan maka mitra harus memberikan dokumen
LOA surat penunjukan dan POA surat kuasa. Salah satu buah hasil lainnya dari kerja sama
tersebut yakni meningkatkanya produksi Senapan SS1 dan SS2 dalam jumalah ratusan juga
produksi Pindad merupakan senjata standar yang digunakan oleh TNI. Tak hanya senjata dan
munisi, Pindad juga telah mendukung TNI dengan berbagai jenis kendaraan khusus, seperti
Anoa 6x6 yang telah digunakan TNI dalam jumlah ratusan unit menjadikan sebagai salah satu
kemajuan mandiri dalam produksi alpanhakham dan alutsista dengan Transfer of Knowledge
yang telah dijalain dengan Australia melalui B2B.

Pindad berperan sebagai pelaku industry pertahanan yang tugasnya adalah untuk
menyediakan produk-produk alpalhankam untuk digunakan oleh TNI sebagai end-user. Pindad
dengan Thales Group Australia, dan menjadi sebuah kata kunci utama dalam analisis
penelitiaan ini yang mana output atau tujuan utamanya sebagai upaya pengoptimalisasian
kapabilitas industry pertahanan bagi Indonesia. Sanca adalah kendaraan berpelindung 11 ton
4x4 dengan muatan 4 ton, yang dirancang untuk melakukan beragam profil misi. Sanca
dirancang dan dibangun untuk 10 hingga 12 penumpang, menggabungkan perlindungan tingkat
tinggi dari ledakan dan balistik dengan mobilitas off-road yang sangat baik.

Sanca didasarkan pada desain Thales Bushmaster, kendaraan yang terbukti di medan
perang dalam pelayanan dengan enam negara di empat benua yang telah membuktikan kinerja
dalam melindungi dan menyelamatkan nyawa selama operasi. MoU tersebut juga memperluas
kerja sama yang mencakup transfer teknologi dan pelatihan untuk manajemen dan
pemeliharaan radar, suatu bidang yang dimasukkan Kementerian Pertahanan Indonesia di
antara tujuh proyek strategis.

Optimalisasi Kerja sama PT. Pindad dengan Thales Group Australia dan outputnya
pada industri pertahanan dalam Iron Triangle
Optimalisasi suatu strategi Tentunya sangat sulit untuk mengoptimalkan dalam meningkatkan
arus relasi antar pelaku industri pertahanan Indonesia. Namun dalam hal ini, hubungan politik
dan ekonomi antara pembuat undang-undang, TNI, dan TNI juga memiliki partisipan yang
penting. kekuasaan. Industri militer melibatkan masukan politik, persetujuan politik atas
pengeluaran militer, dan lobi birokrasi dan industri. Ketiga lembaga ini sekarang disebut
Kongres / Parlemen, Kementerian Pertahanan, dan Industri Pertahanan, dan kemudian dikenal
sebagai Organisasi Segitiga Pertahanan.®

Dasar hukum yang berkenaan dengan industri strategis terutama didasarkan pada
Undang-Undang Perindustrian Nomor 3 Tahun 2014 Republik Indonesia. Pasal 1 Ayat 1 UU
Perindustrian menjelaskan bahwa industri strategis adalah industri yang penting bagi negara
dan penguasaan kehidupan masyarakat. Banyak orang menambah atau menghasilkan nilai
strategis sumber daya alam, atau perlindungan dan keamanan negara terkait dengan
penyelenggaraan misi negara. Terlihat dari artikel ini industri strategis dapat dikatakan
berkaitan dengan kepentingan pertahanan negara. Di bidang peningkatan kapasitas pertahanan
negara, industri strategis menjamin ketersediaan alutsista yang berkelanjutan. Pasokan alutsista
yang stabil merupakan prasyarat kemampuan dan kepercayaan diri dalam merumuskan rencana

6 Hasil wawancara dengan Bapak Letkol Sus Sulistyanto, PhD Kasi Pasifik Subdit Amepas Dtkersinhan Ditstrahan
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jangka panjang untuk membangun kapabilitas pertahanan tanpa mempertimbangkan faktor
politik dan ekonomi seperti blokade atau pembatasan.’

Untuk memenuhi kebutuhan alutsista, pemerintah Indonesia harus bekerja keras
meningkatkan kemampuan industri strategisnya untuk menopang angkatan bersenjatanya
sehingga industri strategis harus terus berkembang untuk mencapai kemandirian. Pada saat
yang sama, para pimpinan negara dan TNI dapat membuat komitmen yang kuat untuk
memenuhi kebutuhan tim pertahanan TNI melalui sinergi dan penyederhanaan industri
strategis yang ada. Ketergantungan jangka panjang pada kebutuhan tim pertahanan TNI asing
dapat menciptakan celah, terutama pada keinginan TNI untuk menjalankan fungsinya. Oleh
karena itu, perlu diprioritaskan rencana pembangunan strategis nasional yang dilaksanakan
secara bertahap, berkesinambungan, dan berkesinambungan sesuai dengan kondisi
perekonomian negara.

Demi tercapainya hal-hal yang telah direncanakan tersebut, agar bisa terlaksana dengan
baik, efektif, dan efisien, semua pihak atau departemen terkait lainnya perlu menyatukan tekad
dan arahannya, bekerja sama, serta mengoptimalkan sektor-sektor strategis dan partisipasi
teknologi. teknologi nasional. Lembaga penelitian ilmiah telah memperluas fungsi alutsista
TNI, termasuk alutsista yang dibutuhkan TNI AD. Mengenai industri strategis yang salah
satunya untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan TNI, PT Pindad (Persero), sebuah
badan usaha milik negara yang bertujuan untuk secara mandiri mensuplai perlengkapan dasar
yang dibutuhkan untuk sistem persenjataan dan membantu pengamanan. Dan keamanan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.®

Segitiga besi merupakan bentuk hubungan strategis yang dibentuk oleh kompleks
industri militer. Disebut kompleks karena berkaitan dengan kompleksitas hubungan.
Kompleksitas yang dipertimbangkan terkait dengan sejauh mana ketiga pihak tersebut berbagi
peran. Ketika negara (parlemen dan Kementerian Pertahanan) memiliki pengaruh yang lebih
besar, maka akan lebih memperhatikan kedaulatan dan kemerdekaan. Jika industri pertahanan
menyumbang sebagian besar, maka aliansi, kolaborasi, dan privatisasi (komersialisasi) akan
memainkan peran penting. Sebagai pertahanan segitiga jahat (karena perang antar negara
dipengaruhi oleh hubungan tripartit), pertahanan segitiga besi penting untuk perlindungan,
terutama ketika negara lain terlibat.®

Adapun pada aktor di Indonesia yang memegang regulasi kebijakan, perumusan undang-
undang, dan juga sebagai penyedia atau provider yang mana dalam hal ini Kementrian
Pertahanan sebagai Governance Agency memiliki peranan penting pembuatan regulasi
pendanaan dan juga kebijakan terkait industry pertahanan di Indonesia, Adapun DPR RI
sebagai Beuracracy memiliki peranan sebagai perumus undang-undang sebagai dasar Kemhan
membuat suatu regulasi. Dan aktor selanjutnya yakni PT. Pindad sebagai penyedia
Alpanhakham dan Alutsista yang nantinya akan langsung digunakan oleh User yakni TNI AD
sebagai pengguna Alpanhakham tersebut.

Salah satu standar kebijakan terkait pemenuhan aspek alutsista adalah kebijakan
pengembangan industri pertahanan nasional yang dirumuskan sesuai dengan UU Industri
Pertahanan 16/2012. Undang-undang tersebut mewajibkan industri pertahanan nasional
menjadi integrator terdepan pengembangan teknologi pertahanan. Hingga 2019, Kementerian
Pertahanan Indonesia telah mengidentifikasi 110 perusahaan pertahanan di BUMN dan BUMS.

" Hasil wawanacara dengan Ibu Currie Maharani Non Resident Research Fellow, Disaster Management Research
Unit, Center for Strategic and International Studies (CSIS-DMRU)
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Saat ini industri pertahanan Indonesia dapat memproduksi berbagai alutsista pertahanan dan
keamanan (Alpalhankam) diantaranya Anoa, CN-235 dan NC212 milik PT Pindad.*°

Agar terwujudnya visi dan misi tersebut, Kemhan telah merumuskan pedoman dan arah
kebijakan pengembangan kolaboratif industri pertahanan melalui berbagai arah, khususnya
pengembangan penelitian dan teknologi yang dapat diterapkan di bidang industri. Agen
departemen mengumumkan. Menhan menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna dan
kemajuan teknologi terkini. Langkah strategis ini bertujuan untuk lebih mendukung
berkembangnya industri nasional pada tahap pengembangan produk pertahanan dan
membentuk ekosistem industri pertahanan. (Budiman, 2021)

Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1983 tentang Pembentukan Industri Strategis dan
Pengurus serta Manajemen Industri Pertahanan dan Keamanan menjadi tonggak penting dalam
pembentukan industri pertahanan negara. Ini termasuk forum yang disebut "Keadaan Industri
Strategis". Perusahaan independen dengan kepentingan protektif (BUMNIS).™

Australia's merchandise trade with Indonesia Real GDP growth Australia's merchandise exports fo Indonesia
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Gambar 2 Penyajian Data Eksportir Antara Indonesia Dengan Australia

Dengan dilaksanakannya dua kegiatan utama yakni Inovasi dan kedua Strategic
Partnership, Inovasi pengembangan produk baru atau pengembangan produk yang ada untuk
memiliki fitur-fitur yang tidak kalah dengan produk baru, yang kedua Strategic Partnership
dengan menjalin Kerjasama dengan pihak asing untuk mengambil teknologi yang mereka
miliki untuk kita terapkan di Inhan dalam negeri, semata-mata pengemabangan produk tidak
dari 0 karena, membutuhkan anggran yang besar dan waktu yang lama, maka dari itu Startegic
Partenrship dengan luar ngeri kita ambil teknologi maka anggaran yang digunakan dan waktu
yang dipakai akan berkurang secara signifikan.
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SANCA - Anti Ranjau

SPESIFIKASI

Berat 11.400Kg (kosong)
15.400Kg (tempur)
Panjang 1 7.180mm
Lebar 2.480mm
Tinggi 2.650mm
" Ground clearance 1.200mm
| Rentang jelajah 450km
B Kecepatan maksimum : 110km/jam
Awak 5 orang

Sanca adalah adalah rantis lapis baja anti-
ranjau pertama buatan Indonesia, hasil
kolaborasi ekstensif antara PT. Pindad dan
Thales Australia, yang dikembangkan sesuai
kebutuhan operasional Indonesia.

Gambar 3 Kendaraan Tempur Anti Ranjau Sanca

Pernyataan tersebut telah dikonformasi oleh Bapak Fakhri yang menyatakan bahwa
Pindad telah menjalin Kerjasama dengan perusahaan Australia dalam bidang system senjata
dan kendaraan tempur, kendaraan tempur sanca itu basic-nya dari bushmaster yang diproduksi
oleh Thales Australia untuk melaksanakan Joint Production dari kendaraan tempur sanca
tersebut yang cukup berpengaruh terhdapa Inhan, kemudian pada system senjata Australia juga
memiliki produk unggul yang dalam bidang system senjata EOS yang berfungsi remote control
station, yang merupakan senjata yang bisa dikontrol oleh remote, RCWS ini biasanya di install
di atas kendaraan tempur, dan kemudia operatornya berlindung di dalam, hal ini dapat
meninimalisir anggota yang gugur dalam peprangan, ini merupakan suatu inovasi yang cukup
besar.dengan Australia.?

Terdapat pola yang selama ini semua berjalan sebagaimana mestinya, perencanaan dibuat
oleh Kemhan, kemudian produk yang digunakan akan dipakai oleh TNI, dan yang mana akan
disetujui oleh DPR dan Bappenas untuk anggarannya, anggaran-anggran ini diharapkan untuk
diserap inhan dalam negeri, supaya inhan dalam negeri ini dapat berkembang dengan terus
dapat menghasilkan produk-produk baru untuk mendukung keamanan dan pertahanan
Indonesia, dengan adanya dukungan penuh dari pihak-pihak yang terlibat.*® PT. Pindad sering
melakukan koordinasi dengan Kemhan,dan juga TNI secara aktif untuk membahas tentang
proses Alpahankam dan kemudian proses pengadaan alpnhakham itu sendiri, di Pindad terdapat
satu divisi khusus yang bertugas untuk berhubungan langsung dengan TNI sebagai user dan
Kemhan sebagai pemilik anggran, maka sering dilaksanakan koordinasi secara aktif.

Terkait dengan startegi yang dibuat oleh PT. Pindad dalam mewujudkan kemandirian
industry pertahanan yakni dalam pengelolaan alutsista Indonesia dilakukan dengan cara
mengedepankan optimalisasi langkah pertahanan nasional, pada kasus ini apabila industry
pertahanan nasional telah memiliki kapabilitas, untuk memenuhi salah satu usernya dalam hal
ini TNI, maka KEMHAN selaku pemilik anggaran, dan TNI sebagai pengguna, harus
menggunakan produk-produk nasional. Namin, apabila belum bisa menyediakan produk yang
dibutuhkan oleh pengguna dan pemilik anggaran bisa memiliki alpanhakham keluar negeri.
Dapat disimpulkan bahwa produk dalam negeri tetap menjadi prioritas utana, dan apabila inhan
belum bisa memberikan sumbangsihnya, maka pengguna dan pemilik anggaran harus berusaha
mengoptimalisasi dengan menyelenggarakan Transfer of Technology dari inhan-inhan yang
ada diluar negeri.**

Adapun mengenai alur pola koordinasi yang berhubungan dengan konsep utama yakni
Military Industrial Complex, Ketika terdapat by order dari Kemhan dan juga TNI sebagai user
Secara umum dengan 2 jalur pertama penunjukan langsung dan kedua tender, untuk
penunjukan langsung ini ditujukan bagi produk yang sudah eksisting dan sudah aktif digunakan
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oleh TNI sebagai pengguna, contohnya untuk penyediaan amunisi kaliber kecil, senapan
serbuk, otomatis akan dilakukan penunjukan langsung kepada PT. Pindad persero. Adapun
tender ini diperuntukan untuk produk-produk yang inhan nasional belum bisa memenuhi yang
terdiri agen local dari inhan luar negeri dan dalam tender ini mana akan dicari mana yang paling
baik kualitasnya dan mana yang dapat memebrikan ransfer of technology dalam negeri.*®

Dalam operasionalnya Thales Group Australia sebagai salah satu perusahaan yang dapat
memproduksi kendaraan khusus 4x4 dengan fitur MRAP (Mine Resistance Ambush
Protected). Kendaraan dengan fitur ini dapat menahan ledakan ranjau dan bahan peledak IED
hingga bobot 10 kg tanpa membahayakan awak didalamnya. Tidak banyak negara di dunia
yang dapat memproduksi kendaraan khusus dengan fitur tersebut. Dengan kerjasama yang
dijalin antara Pindad dan Thales Australia yang kemudian membuahkan kontrak pengadaan,
Indonesia melalui Pindad dapat memperoleh teknologi untuk memproduksi kendaraan khusus
dengan fitur MRAP tersebut. Menjadi salah satu benefit yang didapat dari dijalinnya kerja sama
tersebut, dengan adanya Transfer of Knowledge. Adapun pada rencana startegis yang dibuat
oleh TNI untuk 5 tahun kedepan, perancangan untuk memenuhi target MEF secara berkala dan
berkesinambungan. Pemenuhan kebutuhan kendaraan khusus dengan fitur MRAP khususnya
hasil langkah Pindad dan Thales Australia merupakan salah satu langkah upaya pemenuhan
MEF TNI. Menjadi poin tambah pemenuhan MEF tersebut.

MEFI20102014 NEFA 2152019 VEFI2020204
M) % WOE [ % TONLAR R [ i
KONDISI T
NO URAIN SEBELM| | sd f1Des | SHMEFA « " %
MEF | eco | MEF4 [ RENC | CAPAI| oo | f1Des20D | RENC | CAPAI| oo | CAPAI| oo | ML a1
2 ) 2)

2 3 | 4 5| 6L 1 & - 9 - - - f2- ©- - 5] 6 -
i 84834 T462% 83%
a Senala Ringan @ 155 s1a043] 6473w [ 128417 36019] 4a082| 8a70% f7RE] T83462] @285%

b, Menam  Roket Ruda ) IR s ] O 2 1384 2162] B341%

¢ Rarpu (1] teafeos | 70 3] 2000 5350% 373 4@1 417%

4 Pesawal Tetbang OO O I 121 540% j7] 1224 989%
ama 0 o1 | L . 84T |
a kR 00 I 7 T I O 182 %] 6145%
| [b KapalSeam A B0 3* ) 4| 500% g 12| B34
|| Pesawat Udara 8 nnwsl  #l 0 8] 85 00% 100 160] 53.13%
JRapuMane | 40| 40fu@nf 46 0 ..599|4.§.'.43* e 1481) B%6%
3 [TNIAU 891% [ 254%
a Pesanal | e | il el 26| 76 W 4] 0%

b Radar 1 ] Y e | ol ml 6250% 2 32] 050%

¢ Rudal 0| 0o 0p0% B 0 0] 000% 1 %[ 000%
4.PSU 0] u[370% QJ 0 Ul 3750% [ 216 111%
Prosentase 4H32% 5480% | 6258% [T

Sumber: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
Gambar 4 Data Pencapaian Aspek Fisik Alutsista 2010-2024

Tabel tersebut menunjukkan bahwa dalam proses ini, pemerintah mulai mengumumkan
MEF pada tahun 2007 dan menerapkan kebijakan MEF pada tahun 2009. Kebijakan tersebut
dibagi menjadi tiga fase: fase pertama, 2010-2014; fase kedua, tahun 2010-2014. tahap kedua.
2015-2019 dan fase ketiga 2020-2024. Kebijakan MEF selalu didasarkan pada anggaran
pertahanan, dan anggaran pertahanan meningkat setiap tahun. Pembangunan MEF terdiri dari
empat elemen, yaitu realisasi ulang, akuisisi, kelahiran kembali, dan pemukiman kembali.
Keempat elemen ini berpusat pada satu titik yang disebut flash point yang merupakan bagian
dari wilayah Indonesia dan telah diidentifikasi sebagai kawasan yang paling mungkin
terancam. Flash point telah menjadi dasar utama untuk pengembangan komposisi dan desain
MEF secara bertahap dan berkelanjutan. Pada tahun 2018, berdasar white paper kebijakan
mengenai pencapaian MEF beserta alutsista dan juga alpanhakham, bukan tentang perlombaan
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senjata, tetapi tentang pemenuhan kebutuhan pertahanan minimum Indonesia. Keempat hal
tersebut sebenarnya bergantung pada konsistensi, komitmen dan kesinambungan yang tertuang
dalam sistem penyelenggaraan MEF di Mabes TNI dan ketiga kesatuan (TNI AD, TNI AL dan
TNI AU).16

Dengan meninjau pemenuhan persyaratan kerangka keamanan Alutsista TNI tidak
sepenuhnya memenuhi tujuan MEF. Di bidang darat, 74,2% target yang sejalan dengan Renstra
Il MEF telah terpenuhi, dan tingkat kepatuhan senjata ringan dan meriam / misil / misil pada
dasarnya telah mencapai target, yang secara signifikan lebih tinggi dari itu. renstra-1.1” Namun,
tentunya beberapa strategi tersebut tidak akan berjalan sesuai harapan karena berbagai kendala
atau masalah. Masalah lainnya, PT Pindad masih berjuang untuk mendapatkan pendanaan dan
perseroan mengandalkan pembiayaan dari bank. Hal ini disebabkan karena hasil kegiatan
perusahaan tidak dapat menghimpun dana untuk pengembangannya. Untuk material,
komponen, dan peralatan pabrikan yang masih mengandalkan impor, biaya operasional masih
menjadi kendala. Selain itu, hasil observasi awal menunjukkan bahwa SDM PT Pindad masih
terbatas terutama dalam hal kemampuan teknis dan akademik. Produksi alutsista TNI AD
belum optimal yang ditandai dengan banyaknya permasalahan, seperti pembiayaan untuk
produksi alutsista. TNI AD masih sangat bergantung pada pinjaman bank. Selain itu, kinerja
operasi dan produksi terkait pertahanan PT Pindad gagal membaik. Di sisi lain, sebagian besar
produksi PT Pindad dan fasilitas lainnya relatif sudah tua sehingga ada kecenderungan untuk
menurunkan kapasitas produksi.®

SIMPULAN

Sebagai strategi optimalisasi peningkatan industry pertahanan nasional, tentunya sinergitas
antar aktor di Indonesia yang berperan di dalamnya, dengan ditinjau dari konsep Military
Industrial Complex (MIC), artikel ini menyimpulkan bahwasanya relasi dan keterlibatan baik
aktor negara (public sectors) maupun non-negara (private sectors) dalam pemenuhan
kebutuhan pertahanan matra darat di Indonesia tidak dapat dihindarkan meskipun industri
pertahanan sejatinya merupakan public goods. Dengan memahami peran masing-masing
pemangku kepentingan dan sinergi di antara aktor-aktor yang dalam hal ini tiga aktor tersebut
legislator, governance agency, private company dan juga ditambah end-user dalam konteks
Military Industrial Complex (MIC) artikel ini memahami bahwa industri pertahanan
merupakan industri yang kompleks karena melibatkan jalur birokrasi yang rumit tetapi di saat
yang bersamaan, negara dituntut untuk mengejar ketertinggalan teknologi alutsista dengan
negara-negara di kawasan agar tercipta kekuatan penggentar yang signifikan.

Hasil dari temuan tersebut berdasar pada tujuan industri pertahanan yang dicanangkan
oleh Presiden SBY pada kabinet Bersatu | menjadi awal pembuka, kemandirian industri
pertahanan nasional yang nantinya menuju ke tahap MEF ke 3 di tahun 2023 yang mungkin
bisa tercapai jika sinergi antara militer, pemerintah, dan Private company yang menjadi ujung
tombak, penyediaan produksi Alutsista ataupun Alpanhakham nasional telah bereskalasi
dengan cukup spesifik, salah satunya kerja sama yang dijalin dengan Australia yang didasari
dalam rencana aksi pada Lombok Treaty dan menjadi sebuah agenda dialog pertemuan yang
disebut IADSD sejak 2006. Perkembangan yang cukup signifikan terlihat dengan adanya
peremajaan produk dan juga inovasi dari Transfer of Knowledge yang mana merupakan buah
hasil dari dialog pertemuan tersebut dengan kata lain keberhasilan dari Startegic Partnership
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yang terjalin, telah menambah jumlah produksi industri pertahanan nasional. dengan
menguntungkan sektor politik , militer juga ekonomi.
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PENDAHULUAN

Manifestasi keadilan perempuan dan pengarusutamaan gender masih memperlihatkan kondisi
yang memprihatinkan (Godjali & Mayrudin, 2020; Mayrudin, Nurrohman, & Astuti, 2022,
Pick, 2017; Shaya & Abu Khait, 2017; Supriyadi, et.al, 2019; Susanto, 2015; Zuhriyah, 2018).
Hal demikian kerap terjadi dikarenakan eksistensi perempuan seolah “dihadirkan tapi tidak
diharapkan” (Mayrudin et al., 2022). Selaras dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008
yang menegaskan bahwa partai politik dapat mengikuti pemilihan apabila memenuhi
persyaratan menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan. Dengan dasar
penentuan undang-undang ini dapat menjadi landasan kokoh atas urgensi keterwakilan
perempuan. Bukan hanya kehadiran dengan wujud jumlah yang patut untuk upayakan.
Melainkan eksistensi dan peran yang dijalankan kaum perempuan sebagai upaya memenuhi
kepentingannya merupakan hal terpenting (Adji et al., 2009; Thaharah & Rizky, 2022;
Zuhriyah, 2018). Konstruksi keadilan perempuan dan pengarusutamaan gender perlu secara
terus menerus disegarkan sebagai perjuangan dalam setiap proses kebijakan.

Dengan demikian kehadiran perempuan dalam politik praktis sesungguhnya terlegitimasi
berdasar perundang-undangan di Republik Indonesia ini. Akan tetapi, pengejawantahannya
cenderung seperti “pseudo belaka”. Para perempuan memang benar sudah diberikan posisi atau
tempat khusus pada kepengurusan partai dan juga politik afirmasi di penomoran urut calon
anggota legislatif. Namun pada praktiknya sungguh terkesan sekedar untuk memenuhi dan
menggugurkan kewajiban partai-partai politik semata. Seyogyanya eksistensi dan pelibatan
kaum perempuan di tubuh partai untuk mewujudkan kebijakan dan program-program berbasis
pengarusutamaan gender dan keadilan bagi perempuan (Mayrudin et al., 2022).

Atas dasar itu, diskursus dan pengejawantahan pengarustamaan gender menjadi salah
satu hal yang menarik untuk dibahas. Utamanya soal bagaimana gender dalam konteks
perpolitikan di Indonesia. Partisipasi perempuan dalam politik dianggap menjadi salah satu hal
yang dapat mendorong eksistensi kesetaraan perempuan dan momentum dalam
memperjuangkan hak-hak dan kepentingan-kepentingan perempuan tidak hanya di ranah
publik maupun pada tataran kebijakan publik. Namun pada beberapa tempat, pengarustamaan
gender masih terbentur pada beberapa nilai dan budaya patriarki yang memposisikan
perempuan tidak pada level yang bisa sejajar dengan laki-laki dalam berbagai aspek. Budaya
dan nilai-nilai patriarki seringkali menciptakan kondisi eksklusi politik terhadap aktivitas dan
peran sentral perempuan (Godjali & Mayrudin, 2020; Nimrah & Sakaria, 2015; Supriyadi et
al., 2019; Wahyudi, 2019). Padahal kaum perempuan tidak boleh dihadirkan hanya untuk
mengurusi ranah domestik. Akan tetapi juga kebutuhan gagasan, ide, dan perannya dalam
urusan-urusan publik.

Kajian ini menjadi penting untuk ditelisik disebabkan adanya tautan antara aktivisme
perempuan, pengorganisasian partai, dan patriarki di Indonesia khususnya di wilayah Banten.
Tentu saja, ketika isu gender ditawarkan, seringkali hal ini berujung pada pengucilan atau
bahkan penolakan, karena kultur patriarki masih mendarah daging di masyarakat. Sebab itu,
interseksi antar aktivisme perempuan dan patriarki dikhawatirkan semakin menggerus keadilan
gender. Oleh karena itu, perlu upaya dekonstruksi dimulai dari menyelisik konstruksi gagasan
para kader perempuan di partai-partai politik Banten soal aktivisme politik. Aktivisme politik
yang diaktivasi oleh kaum perempuan menyajikan counter narrative dan menawarkan keadilan
informasi publik yang berpihak pada pengakuan eksistensi kaum perempuan dalam politik
pemerintahan.

Dalam kajian IImu Politik, kajian ini mencoba memperkaya khazanah tentang aktivisme
politik kaum perempuan dalam berperan di kancah kepolitikan melalui partai-partai politik dan
mendobrak budaya patriarki yang hegemonik di tengah masyarakat. Dalam praktiknya, wacana
jenis ini harus secara masif diusung untuk memerangi patriarki dan memperjuangkan keadilan
gender, serta untuk menjaga sejarah kehadiran dan peran perjuangan perempuan dalam segala
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aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jangan menjadi —meminjam istilah
Weatherford— “Bab yang Hilang” (Godjali & Mayrudin, 2020). Atas dasar itu, kajian ini dinilai
penting untuk melakukan identifikasi, analisa, dan perspektif terhadap aktivisme politik para
politisi perempuan di partai-partai Banten.

METODE PENELITIAN

Metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi digunakan untuk mendalami pengalaman
dan pemaknaan individu (Creswell, 2013) atas aktivisme politisi perempuan dalam partai
politik di Banten. Atas dasar itu, metode tersebut bermanfaat untuk memahami, menggali, dan
mengungkap persoalan tertentu dari apa yang diteliti (Mayrudin, et.al, 2020). Pengumpulan
data dilakukan dengan memanfaatkan sumber primer yaitu mewawancarai narasumber
beberapa politisi perempuan Banten dari partai yang berbeda. Kemudian juga menggunakan
sumber sekunder yang memanfaatkan literatur dan data dari situs yang relevan.

Adapun teknik analisanya mendasar pada cara fenomenologis yang diformulasi oleh
(Creswell, 2013) dimulai dari epoche (pengurungan subyektif peneliti), significant statement
(mencermati pernyataan penting dari informan), meaning unit (memahami unit makna
informan), textural description (deskripsi tekstural soal apa yang dialami oleh para informan),
sampai structural description (deskripsi struktural tentang pengalaman mereka terkait
bagaimana mereka mengalaminya dalam sudut pandang kondisinya, situasinya, dan
konteksnya). Kelima hal tersebut telah kami upayakan dioperasionalisasi dalam membedah
persoalan eksistensi politisi perempuan dalam tubuh partai-partai politik di Banten. Atas dasar
itu, penyajian dan analisa teoretis tidak dipaparkan dalam kajian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Aktivisme Politik Menurut Politisi Perempuan Banten

Politisi perempuan merupakan individu atau sekumpulan individu berjenis kelamin perempuan
yang aktif pada partai-partai politik. Bersandar pada perspektif Simone de Beauvoir (Tong,
1998; Walters, 2021) tentang perempuan mandiri yang disebutnya “... ingin menjadi aktif,
pengambil, dan menolak kepasifan yang didesakkan pria kepadanya”. Sedangkan pemaknaan
partai politik dalam kajian ini lebih memilih pada redefinisi yang diformulasi oleh Yeby
Ma’asan Mayrudin dan Bayu Nurrohman yang menanamkan nilai feminisme dalam memaknai
partai politik. Berlandas pada Mayrudin dan Nurrohman (2022) partai politik merupakan
kendaraan untuk mengupayakan perjuangan politik kaum perempuan dan kaum peduli gender
mainstreaming agar mencapai kehidupan yang berkeadilan melalui kebijakan-kebijakan pro-
perempuan (Mayrudin et al., 2022).

Dengan demikian, partai sebagai sebuah organisasi yang memiliki tujuan khusus dalam
bidang politik dan mereka punya visi misi tertentu untuk mewujudkannya melalui peran
anggota-anggota partainya. Politisi perempuan beranggapan bahwa partai politik adalah
organisasi yang memiliki tujuan khusus dalam bidang politik dan mereka punya visi misi
tertentu untuk mewujudkannya melalui anggota-anggotanya. Berdasar pada hasil olahan data
secara fenomenologis diperoleh kesimpulan bahwa politisi perempuan tertarik masuk dalam
partai politik cenderung mendasari pada empat alasan, yaitu: (1) reformasi sistem
pengorganisasi partai; (2) aktualisasi diri yang representatif kaum perempuan; (3) keberdayaan
sebagai politisi perempuan; dan (4) memberi warna atas praktik politik dan urusan publik.
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Gambar 1 Empat Alasan Perempuan Menjadi Politisi di Partai Politik

Pertama, reformasi sistem pengorganisasi partai. Kaum perempuan sesungguhnya ingin
turut berperan dalam merubah sistem sosial ke arah yang lebih baik dengan menekan proses
kebijakan publik yang bisa mengakomodir kepentingan masyarakat secara luas. Karena dengan
politik, mereka beranggapan bahwa bisa mengubah tatanan kenegaraan pemerintah dan sosial.
Salah satu buktinya dalam satu pemerintah, kepala daerah itu merupakan hasil politik tapi dia
bisa mengubah seluruh tatanan pemerintah, mulai dari RPJMD hingga kebawahnya. Kebijakan
publik saja jika sudah diwarnai politik maka akan berubah hasilnya. Kedua, aktualisasi diri
yang representatif kaum perempuan. Mereka ingin mengaktualisasikan diri mereka sebagai
perempuan dalam tubuh partai politik. Mereka menganggap dengan keterlibatan kader
perempuan dalam partai politik mampu menyerap aspirasi kaum perempuan dan
menyuarakannya dengan lebih jelas karena banyak permasalahan kaum perempuan yang hanya
bisa lebih dipahami oleh perempuan itu sendiri. Banyak sekali permasalahan perempuan yang
harus diselesaikan tapi perempuan lebih bisa memahami bagaimana cara menyelesaikannya
karena mereka turut merasakannya. Seperti keselamatan ibu melahirkan. Hal ini penting karena
angka kematian ibu saat melahirkan masih tinggi. Ketika politisi perempuan yang
memikirkannya, akan lebih bisa mendorong percepatan kebijakan tentang jaminan persalinan
dan program-program yang mampu meningkatkan persalinan ibu melahirkan. Terlebih angka
harapan hidup menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur Indeks
Pembangunan Manusia.

Ketiga, keberdayaan sebagai politisi perempuan. Mereka ingin membuktikan bahwa
perempuan juga bisa terlibat aktif dalam politik secara praktis. Mereka ingin menunjukkan
bahwa perempuan juga bisa melakukan sesuatu dalam politik sama halnya ketika peran itu
dijalankan oleh laki-laki. Perempuan memiliki kemampuan yang sama karena pada dasarnya
peran dalam politik tidak ditentukan keberhasilannya oleh gender. Namun bagaimana manfaat
yang dapat diberikan kepada masyarakat sehingga mereka bisa mendapatkan kehidupan yang
lebih baik. Di Provinsi Banten sendiri terdapat beberapa figur yang mampu menginspirasi
banyak perempuan untuk terjun ke politik karena peran dan kontribusinya yang cukup besar
bagi perempuan seperti Nurul dari Partai Keadilan Sejahtera dan Encop Sovia dari Partai
Gerindra. Sementara untuk kecenderungan memilih bergabung dengan partai tertentu sangat
dipengaruhi oleh kesamaan dengan visi dan misi partai politik. Ketika perempuan lebih
menyukai partai nasionalis maka cenderung akan masuk ke dalam partai yang berbasiskan
nasionalisme. Sementara perempuan yang memaknai dirinya cocok dengan partai yang
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berbasiskan agama maka cenderung akan bergabung dengan partai yang berbasiskan agama.
Tidak serta merta seluruh perempuan masuk dalam politik karena untuk eksistensi saja, namun
mereka masuk dengan berbagai pertimbangan utamanya ideologi partai. Mereka akan lebih
nyaman berada pada partai politik yang memiliki garis-garis kebijakan yang sesuai dengan
harapan yang mereka bayangkan. Hal ini dapat mendorong terciptanya aktualisasi politik kader
perempuan yang lebih tinggi pada tubuh partai politik.

Keempat, memberi warna atas praktik politik dan urusan publik. Mereka beranggapan
bahwa mindset dan keterampilan peran perempuan yang bisa lebih diberdayakan. Dengan
terjun ke dunia politik dalam praktiknya secara pemikiran dan aktivitas lebih diberdayakan
baik untuk kader-kader perempuan partai politik maupun untuk perempuan lainnya. Kader
perempuan akan peka terhadap kebutuhan kaum perempuan lainnya, baik kebutuhan secara
materil maupun immateril. Maka, mayoritas politisi perempuan akan menggunakan pendekatan
yang akan membawa aktifitas dan kreatifitas kaum perempuan lainnya ke arah yang lebih
berdaya dan massif.

Selanjutnya mari Kita telusur soal pemaknaan aktivisme politik para politisi perempuan
di Banten:

Tabel 1 Pemaknaan Aktivisme Politik Menurut Key Informant

Informan Kunci Pemaknaan Aktivisme Politik

Rika (Partai Gerindra) “Peran aktif dalam berpolitik itu bisa jadi
sebuah proses yang berkaitan dengan
bagaimana membentuk suatu kebijakan dari
kekuasaan yang kita miliki, misalnya
kekuasaan angoota DPRD. Kita menjalankan
fungsi itu dengan baik dan sesuai aturan dan
fokus pada kebijakan yang membantu
masyarakat. Misalnya sepeda listrik untuk
RT RW, memang iya itu dibutuhkan, tapi
untuk masyarakatnya apa? Kita aktif
berpolitik tetap tidak melanggar kaidah-
kaidah partai politik kita. Aktivisme politik
yaitu menjalankan kegiatan politik yang
berdasarkan pada tujuan kita dan
kebijakannya lebih kepada masyarakat.
aktivitasnya yaitu menyerap aspirasi dan
mengimplementasikan aktivisme politik.”

Erna (PKS) “Sebetulnya zaman dulu juga, zaman
Rasulullah politik itu bukan hal yang tabu,
politik itu bagaimana caranya kita mengajak
orang dalam kebaikan, seperti itu. Di zaman
Rasulullah para perempuan juga terlibat aktif
dalam politik ketika dalam peperangan,
bagian kesehatannya atau bagian yang
mendampinginya ketika para sahabat terluka
dan itu juga menjadi bagian dari politik
sebetulnya ini jangan di kalau di tabu. Kita
kadang beranggapan Perempuan udah
sekolah tinggi-tinggi paling di dapur, di
sumur dan di  kasur.  Sebetulnya
tanggungjawab kita sebagai perempuan itu
ya banyak, bukan hanya untuk urusan
keluarga saja. Kita terjun ke masyarakatpun
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mengajak orang untuk berbuat kebaikanpun
termasuk bagian dari politik. Makanya,
sebagai seorang perempuan hukumnya wajib
mungkin tapi, dengan syarat-syarat tertentu
seperti harus ada izin suami.”
Emuy (PDI Perjuangan) “Kalau di partai politik dalam rapat
suarakan saja apa yang kita anggap baik,
buat jadi suatu keputusan kalau ga
disuarakan ga di denger harus ngomong,
mana orang tahu kalau kita ga ngomong.
Perempuan di belakangkan sama laki laki
dalam rapat. Di partai politik tuh pleno ga
usah salah-salah, berpolitiklah yang sopan
biar kita bisa gitu menempatkan diri.”
Sumber: Tim Penulis, 2023

Sementara konsep aktivisme politik menurut key informant pertama dimaknai sebagai
peran aktif dalam berpolitik yang berkaitan dengan bagaimana membentuk suatu kebijakan
dari kekuasaan yang dimiliki. Kembali pada pernyataan sebelumnya bahwa politik pada
akhirnya merupakan proses merubah tatanan sosial melalui kebijakan publik. Maka pemaknaan
aktivisme politik lebih kepada peran individu berupaya untuk menjalankan fungsi mereka baik
sebagai kader maupun anggota parlemen secara profesional dengan mendorong adanya
pengambilan keputusan dan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan dan berpihak kepada
masyarakat.

Sementara politisi perempuan yang berasal dari partai berbasiskan agama menyampaikan
jika aktivisme politik merupakan peran yang membantu kepentingan politik untuk kemenangan
bersama. Mereka berpendapat jika perempuan dalam politik sudah ada dari sejak zaman
Rasulullah. Perempuan terlibat aktif dalam peperangan sebagai pihak yang mendampingi para
sahabat dan kaum yang mengalami luka saat perang. Dengan perempuan terjun ke masyarakat
dan mengajak orang untuk berbuat kebaikan pun termasuk bagian dari politik, maka sebagai
seorang perempuan hukumnya wajib untuk terjun ke politik, tetapi dengan syarat-syarat
tertentu.

Kemudian, politisi perempuan dari PDI-P beranggapan bahwa aktivisme politik berarti
adalah peran kader khususnya perempuan untuk menyuarakan yang dianggapnya baik sampai
mencapai sebuah keputusan. Pada dasarnya politisi perempuan memaknai aktivisme politik
sebagai sebuah peran dan kontribusi yang mereka berikan sebagai kader dari partai politik
dengan tujuan untuk memberikan kontribusi yang optimal pada pemenuhan hak-hak
perempuan di ruang publik.

Aktualisasi Peran, Eksistensi, & Aktivitas Politisi Perempuan Banten

Perempuan dalam memimpin tidak berbeda dengan laki-laki, mereka juga dituntut hal yang
sama sebagai seorang pemimpin untuk dapat melaksanakan tugas-tugas kepemimpinannya
dengan baik guna membangun daerahnya dengan lebih baik (Nurrohman & Mayrudin, 2021).
Provinsi Banten merupakan salah satu daerah yang memiliki keterwakilan perempuan dalam
kepemimpinan eksekutif yang tinggi. Provinsi Banten bila dilihat pada keterwakilan
perempuan pada ranah eksekutif tentu menampilkan fakta yang baik. Saat ini, dari jumlah 8
Kabupaten/Kota di Provinsi Banten terdapat 3 pemimpin perempuan yaitu Irna Narulita
sebagai Bupati Pandeglang, Iti Octavia Jayabaya sebagai Bupati Lebak, dan Ratu Tatu
Chasanah sebagai Bupati Serang. Bahkan pada periode kepemimpinan kepala daerah
sebelumnya terdapat 4 pemimpin perempuan di Banten dengan ditambah Airin Rachmi Diani
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sebagai Walikota Tangerang Selatan. Fakta ini menampilkan bahwa keterwakilan perempuan
sebagai kepala daerah di Provinsi Banten mencapai angka 50% yang merupakan capaian yang
tinggi bila dibandingkan dengan Provinsi lainnya.

Meskipun para kepala daerah perempuan di Kabupen/Kota di Provinsi Banten memang
terlahir dari sebuah kekuatan dinasti politik, namun hal ini tetap tidak menafikan fakta bahwa
ternyata perempuan dan kepemimpan perempuan bisa diterima oleh masyarakat secara luas.
Para kepala daerah perempuan terpilih inipun tetap dituntut untuk mendorong kemajuan
daerahnya mengingat Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Serang masih
perlu melompat dan menyelesaikan berbagai permasalahan-permasalahan strategis seperti
kemiskinan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Namun berbeda dengan keterwakilan pada ranah eksekutif, pada ranah legislatif
keterwakilan perempuan di Provinsi Banten masih belum mampu bahkan mencapai angka
30%. Keterwakilan perempuan pada DPRD Provinsi Banten sebagai anggota legislatif masih
rendah yaitu hanya diwakili 15 anggota parlemen perempuan dibandingkan dengan
keterwakilan anggota parlemen laki-laki sebanyak 70 orang dari total keseluruhan anggota
legislatif DPRD Provinsi Banten sebanyak 85 orang. Angka ini menunjukkan bahwa
keterwakilan perempuan pada parlemen di Provinsi Banten baru mencapai 17,65%. Data
mengenai anggota legislatif perempuan di Provinsi Banten bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2 Daftar Anggota Legislatif Perempuan DPRD Prov. Banten 2019-2024

1 | Dra. Encop Sopia, S.Ag., M.A. GERINDRA
2 | Hj. Tati Nurcahyana, S.E., M.Si. GERINDRA
3 | Hj. Ida Rosida Lutfi, S.E., M.Si PDIP

4 | Indah Rusmiati, S.IP. PDIP

5 | Sri Hartati, S.H. PDIP

6 | Desy Yusandi, S.E. GOLKAR

7 | Hj. Ella Silvia, Sh., MH PAN

8 | Hj. Anita Indah Wati, SE PDIP

9 | Ria Mahdia Fitri, S.Sos. NASDEM
10 | A. Cut Muthia Ahmad M PKS

11 | Maretta Dian Arthanti, Psi PSI

12 | Neng Siti Julaeha, S. Pd I, M. Pd. PPP

13 | Nurul Wasiah, A.Md. Keb PKS

14 | Hj. Ida Ating, S.IP. PPP

15 | Dr. Hj. Shinta Wishnu Wardhani PKS

Sumber: (Puskapol Ul, 2019)

Pada tabel di atas bisa dilihat bahwa Partai PDI Perjuangan menjadi penyumbang terbesar
anggota legislatif perempuan sebanyak 4 orang, disusul oleh PKS yang meloloskan 3 orang.
Sementara Partai Gerindra dan PPP meloloskan 2 orang. Dari data tersebut memang masih
menggambarkan betapa sulitnya keterwakilan perempuan menembus angka 30% Pada
keanggotaan legislatif di Provinsi Banten.

Sementara untuk keterwakilan perempuan dalam parlemen di Kabupaten/Kota di
Provinsi Banten juga belum ada yang mencapai 30%. Di Kabupaten Lebak untuk keterwakilan
perempuan di DPRD periode 2014-2019 sebanyak 7 orang dari jumlah seluruhnya 50 anggota
DPRD atau sekitar 14% dari jumlah keseluruhan. Di Kabupaten Serang Untuk keterwakilan
perempuan di DPRD periode 2014-2019 sebanyak 6 orang dari jumlah seluruhnya 50 anggota
DPRD atau sekitar 13% dari jumlah anggota. Kabupaten Pandeglang memiliki keterwakilan
perempuan di DPRD periode 2014-2019 sebanyak 6 orang dari jumlah seluruhnya 50 anggota
DPRD atau sekitar 14% dari jumlah keseluruhan. Kota Tangerang Selatan memiliki jumlah 12
anggota legislatif perempuan dari jumlah 50 anggota atau sekitar 24%. Di Kota Serang terdapat
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5 anggota legislatif perempuan dari jumlah 45 atau sebesar 12%. Kota Cilegon terdapat 4
anggota legislatif perempuan dari jumlah 40 atau sebesar 10%. Kota Tangerang memiliki
jumlah 6 anggota legislatif perempuan dari total 50 anggota parlemen atau sebesar 12%. Dan
Kabupaten Tangerang terdapat 7 anggota perempuan dari jumlah keseluruhan anggota
parlemen atau sebesar 13%. Hal ini juga menunjukkan bahwa sampai di tingkat daerah pun
memang keterwakilan perempuan di parlemen belum mampu bahkan mencapai seperempatnya
dari keseluruhan jumlah anggota parlemen.

Kurang berjalannya mesin partai dalam mengorbitkan calon legislatif perempuan yang
kompetitif pada gelaran pemilihan umum legislatif menjadi salah satu permasalahan internal
yang harus diselesaikan oleh partai politik. Terbatasnya sumber daya juga disebabkan oleh
masih minimnya minat dari perempuan untuk ikut serta dalam aktivitas politik elektoral dan
menggunakan hak politiknya untuk dipilih. Kedua permasalahan tersebut menjadi hal yang
berkesinambungan, yang sebetulnya momentum pengarustamaan gender dan ketentuan
perundang-undangan yang mewajibkan keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan
anggota legislatif harus bisa dimanfaatkan untuk menjaring lebih banyak potensi-potensi
perempuan untuk bisa lebih aktif dan memiliki aktivitas politik. Padahal bila dilihat
keterwakilan perempuan dalam politik bisa membuka peluang utnuk mengembangkan minat
dan menginspirasi perempuan lain untuk berkarir di politik dan memperjuangkan kepentingan-
kepentingan perempuan.

Dari jumlah anggota parlemen perempuan yang terpilih di parlemen merupakan sebuah
tonggak harapan bagi masyarakat terutama perempuan agar mampu lebih memperjuangkan
kepentingan-kepentingan perempuan di ranah kebijakan publik. Hal ini karena mereka sebagai
anggota parlemen memiliki fungsi yang salah satunya adalah menyusun kebijakan. Penyusunan
kebijakan tentu didahului oleh berbagai masukan aspirasi dari kelompok-kelompok
kepentingan maupun masyarakat secara luas. Posisi anggota parlemen yang strategis
diharapkan mampu menghimpun dan meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan terhadap
perempuan, juga mampu mendorong perempuan lebih mengambil posisi yang aktif baik dalam
aspek sosial, ekonomi, maupun politik.

Hanya saja apabila melihat kondisi saat ini masih sulit untuk mendorong pemberdayaan
perempuan dalam politik dengan berbagai keterbatasan yang dialami dan dihadapi oleh
perempuan di Provinsi Banten. Budaya patriarki dan nilai-nilai kepercayaan yang terkadang
membatasi aktivitas perempuan untuk aktif dalam perpolitikan di daerah. Namun sebetulnya
dengan keterwakilan perempuan yang tersedia saat ini di parlemen Provinsi Banten masih
memberikan sebuah pengharapan untuk menindaklanjuti persoalan perempuan yang beragam
di ranah publik seperti kesetaraan perempuan, pendidikan politik perempuan, pemberdayaan
perempuan, dan kekerasan terhadap perempuan.

Dengan hadirnya keterwakilan perempuan di parlemen dan masuk ke dalam sistem
pemerintahan dengan berbagai sumber daya yang dimiliki seharusnya mampu mengurangi
kesenjangan dan permasalahan tersebut. Untuk itu perlu untuk diketahui sejauh mana aktivitas
politik yang mereka lakukan dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan dan
memperjuangkan kepentingan-kepentingan perempuan. Beberapa kegiatan telah dilakukan
oleh anggota parlemen perempuan di Provinsi Banten melalui lembaga Kaukus Perempuan
Politik Indonesia (KPPI). KPPI bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan, dan Keluarga Berencana
Provinsi Banten melaksanakan berbagai kegiatan dalam meningkatkan edukasi dan
pemberdayaan terhadap perempuan diantaranya adalah kegiatan evaluasi perkembangan
politik daerah, konsolidasi, dan seminar. Selain itu, dalam mendorong pemberdayaan
perempuan, DPRD Provinsi Banten juga bersinergi dengan DPW Komite Muda Perempuan
Indonesia Provinsi Banten.
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Aktualisasi merupakan sebuah aksi dalam mencapai sesuatu yang diharapkan sesuai
dengan nilai yang diyakini itu benar. Kedua informan menyampaikan jika mereka memiliki
harapan dan keyakinan yang tinggi ketika mereka bergabung dengan partai politik. Mereka
berharap bahwa kepentingan-kepentingan perempuan bisa lebih banyak disuarakan dan
diperjuangkan mulai dari internal partai politik dimana mereka bergabung. Namun mereka juga
tidak menutup fakta bahwa tidak semua perempuan yang tergabung dalam partai politik
memiliki keyakinan dan harapan yang sama tentang perjuangan hak kaum perempuan. Tidak
sedikit juga kader perempuan di tubuh partai yang berpikir sangat politis sehingga tidak banyak
berkiprah untuk kepentingan-kepentingan perempuan. Padahal menyuarakan kepentingan
perempuan melalui komunikasi politik perempuan dalam tubuh partai politik merupakan
sebuah upaya eksistensi politik. Kemauan untuk mengaktualisasikan diri dalam partai politik
inilah yang kemudian mendorong adanya eksistensi dan aktivitas kader perempuan. Eksistensi
tentu diperlukan untuk membumikan bahwa kader perempuan dalam partai politik tidak melulu
hanya sebagai simbol dan pelengkap administrasi kepartaian saja, tapi jauh lebih dari itu
mampu memberikan sebuah sumbangsih nyata dalam mendorong peningkatan kualitas partai
politik. Semakin besar peran yang dimiliki oleh perempuan dalam partai politik akan semakin
memudahkan penyeleseaian permasalahan aksesibilitas dan kesetaraan gender dalam politik.
Semakin banyak informasi dan fakta tersebar luas tentang eksistensi kader perempuan di partai
politik tentu akan semakin banyak menyulut dan menginspirasi pihak lainnya untuk turut serta
bergabung dalam pengembangan diri dan juga partai politik (Thaharah & Rizky, 2022).
Sebaliknya ketika perempuan hanya sebagai pelengkap atau bahkan berada di luar partar politik
dan parlemen akan semakin sulit menunjukan pentingnya politik perempuan dalam peta
perpolitikan lokal dan nasional.

Para politisi perempuan di Banten tidak hanya aktif berpolitik dalam partai politik dan
parlemen saja, melainkan beberapa dari mereka juga aktif dalam kelembagaan dan organisasi
yang fokus terhadap pemberdayaan perempuan. Aktivitas politik perempuan dalam partai
politik adalah dengan mendorong partai politik untuk lebih berperspektif gender. Selain itu,
politisi perempuan dalam partai politik biasanya lebih fokus pada isu-isu perempuan seperti
melakukan kegiatan yang melibatkan kaum perempuan. Pemberdayaan perempuan yang akan
menciptakan perempuan lebih mandiri merupakan salah satu upaya yang perlu secara terus
menerus dilakukan. Aktivitas politik dalam tubuh partai politik akan lebih memberikan warna
dalam partai politik. Selain itu secara politik, mereka juga mendorong simpatisan perempuan
lebih mendekat ke partai yang akan berdampak pada peningkatan suara partai pada pemilihan
umum selanjutnya. Aktivitas perempuan dalam partai politik sangat perlu dilakukan karena
fungsi Perempuan dalam partai politik sebagai bagian yang mewarnai kebijakan dalam partai
karena partai butuh keseimbangan dalam artian perempuan dapat menyeimbangkan program-
program tentang perempuan dan anak yang kadang dieksklusi oleh laki-laki karena lebih
berpikir nir-gender.

Aktivitas perempuan sebagai anggota parlemen adalah mendorong kebijakan yang lebih
mengutamakan kepentingan perempuan. Anggota parlemen perempuan berperan agar
kebijakan yang dikeluarkan adalah upaya untuk melindungi dan membuat ruang-ruang bagi
perempuan terbuka lebih luas dan lebih nyaman. Beberapa upaya yang telah dilakukan seperti
mendorong lahirnya Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender. Dengan telah
ditetapkannya kebijakan ini berarti pemerintah telah mendorong kepentingan perempuan di
daerah yang diatur kuat dengan produk hukum. Kebijakan ini dikeluarkan akan memengaruhi
kebijakan-kebijakan lain dibawahnya seperti penyusunan anggaran juga lebih bisa responsif
terhadap gender. Kemudian program-program pemberdayaan perempuan juga akan lebih
banyak muncul. Intinya kesadaran tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan
menjadi lebih mudah diakomodir di level pemerintahan daerah.
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Persentase Keterlibatan di Parlemen Menurut il[(‘allis K(}elamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten
ersen
i

Kab Pandeglang 14.00 14.00 12.00 86.00 86.00 28.00
I T T T T T
Kab Tangerang 12.00 12.00 12.00 28.00 88.00 83.00
T T T T T
Kota Tangerang 12.00 12.00 12.00 28.00 28.00 88.00
I T T I T T
Kota Serang 1333 13.33 13.33 86 .67 86.67 26.67
I T T T T T
Provinsi Banten 17.65 17.65 17.65 82.35 82.35 82.35

Sumber: BPS Provinsi Banten
Gambar 2 Presentasi Keterlibatan di Parlemen menurut Jenis Kelamin

Aktivisme kader perempuan dalam politik juga dimaknai sebagai suatu bentuk untuk
menyelaraskan kepentingan perempuan yang kerap kali terabaikan. Kebanyakan dari politisi
perempuan juga akan memiliki aktivitas lain di luar partai politik dengan bergabung dengan
organisasi yang aktif dan focus terhadap perempuan, hal tersebut dilakukan agar bisa lebih
dekat dengan perempuan secara emosional dan melakukan gerakan yang lebih maju secara
bersama-sama. Anggota parlemen perempuan banyak yang tergabung dalam Kaukus
Perempuan Politik Indonesia (KPPI). Melalui KPPI banyak menyelenggarakan sosialisasi dan
edukasi kepada perempuan dalam bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan. KPPI
juga banyak berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan
karena memiliki focus yang sama. Aktivitas KPPI ini dinilai baik karena dapat mendorong
kepentingan perempuan secara terorganisir karena didukung oleh kelembagaan yang kuat dan
diisi oleh sumber daya yang sama-sama sangat memahami bagaimana kebutuhan perempuan
dan cara memenuhinya.

Rika Kartikasari (Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang) hadir pada Kaukus
Perempuan Politik Indonesia di Kab. Pandeglang organisasi terdiri atas anggota parlemen
perempuan secara non-struktural dengan agenda aspirasi terfokus pada perspektif perempuan
dalam proses legislasi dan politik. KPPl (Kaukus Perempuan Politik Indonesia ditujukan
menjadi wadah bagi semua perempuan yang memiliki minat berpolitik dengan agenda aspirasi
suara perempuan suara perubahan. Realitasnya perempuan hadir dalam politik dari dua alasan
yakni keluarganya berkecimpung dalam politik atau memiliki materi sebagai modal money is
power, sehingga tidak datang dengan motivasi yang berorientasi pada kepentingan perempuan
diranah publik, Kaukus ditujukan untuk membentuk solidaritas dengan berlandaskan pada
kesamaan gender memaknai kehadiran perempuan dalam politik yang masih terbatas
jumlahnya dengan keaktifan perempuan (Kppbanten, 2021).

KPPI memiliki berbagai kegiatan pada beberapa bidang seperti partisipasi politik,
ekonomi perempuan, dan jurnalisme perempuan. Beberapa aktivitas kader perempuan dalam
KPPI pada bidang partisipasi politik menyelenggarakan aktivitas penguatan sosialisasi gender
dan politik di Provinsi Banten. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendorong tingkat
partisipasi perempuan dalam politik di Provinsi Banten. Di tengah fakta bahwa keterwakilan
perempuan dalam tubuh partai politik dan parlemen masih minim, kegiatan ini menjadi salah
satu aktivitas politik perempuan yang perlu mendapat dukungan dan apresiasi. Sementara pada
bidang ekonomi perempuan, KPPl menyelenggarakan pelatihan industri rumahan dengan
sasaran adalah ibu rumah tangga yang memiliki keterbatasan ruang dan waktu dalam
menjalankan aktivitas di luar rumah karena kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Selain itu
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KPPI juga menyelenggarakan pelatihan digital marketing dengan tujuan yang sama agar semua
perempuan di Provinsi Banten bisa lebih produktif memasarkan produknya meskipun
dikerjakan dari dalam rumah. Kegiatan ini diselenggarakan dengan tujuan meningkatkan
pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi yang saat ini masih menjadi salah satu
permasalahan yang dialami banyak kaum perempuan di Provinsi Banten.

Di samping itu, dalam bidang jurnalisme perempuan, KPPI menyelenggarakan kegiatan
pelatihan jurnalistik dengan tujuan memberikan pendidikan dan keterampilan kepada
perempuan untuk bisa mengelola informasi dengan baik di tengah pesatnya perkembangan
teknologi dan informasi saat ini. Selain itu KPPl juga menyelenggarakan pelatihan
keterampilan public speaking yang juga sasarannya adalah perempuan di Provinsi Banten.
Kegiatan ini tentu mendorong perempuan untuk bisa lebih berkomunikasi dengan baik di
tengah tantangan global. Dengan adanya berbagai pelatihan jurnalistik tentu diharapkan akan
perempuan akan lebih banyak menyampaikan pendapatnya dan bersuara lebih banyak untuk
kepentingan peningkatan kualitas hidup perempuan di Provinsi Banten. Dengan berbagai
kegiatan yang telah dilakukan oleh KPPI memberikan gambaran bahwa kader partai politik dan
anggota parlemen perempuan beberapa telah aktif melaksanakan aktivitas yang mendorong
pemberdayaan perempuan di Provinsi Banten.

Hal tersebut membuktikan bahwa secara kualitas perempuan juga bisa setara atau bahkan
lebih mengungguli laki-laki perihal kepemimpinan, pembentukan karakter, pemberdayaan,
peningkatan kualitas hidup, dan lainnya. Keterlibatan peran dan aktivitas perempuan dalam
politik juga akan menjaga bahkan meningkatkan eksistensi partai politik yang menjadi
wadahnya. Dengan begitu, goals point dari masing-masing kepentingan partai politik akan
terpenuhi.

Rekonstruksi Konsep Aktivisme Politik Politisi Perempuan

Konsep aktivisme politik perempuan harus bisa dimaknai dengan jelas. Hal yang perlu lebih
diperjelas bukan hanya dari konseptual melainkan dari praktis dan empirisnya. Politisi
perempuan masih banyak yang belum memahami peran mereka dalam partai politik sebagai
perempuan seperti apa. Miskonsepsi ini membuat mereka tidak melakukan banyak hal untuk
mendorong kepentingan perempuan karena mereka tidak mengetahui apa yang seharusnya
lebih mereka lakukan. Ketika perempuan terpilih menjadi anggota parlemen, tentu saja ada
harapan besar dari konstituen perempuan yang telah mendukung untuk diberikan timbal balik
berupa hal-hal yang bisa membuat perempuan merasa lebih baik.

Partisipasi politik perempuan bisa lebih banyak terlihat ketika mereka memiliki peran
yang besar juga dalam partai politik dan parlemen. Peran dan kontribusi yang besar akan
berdampak peningkatan kesadaran masyarakat secara luas tentang pentingnya penyelesaian
permasalahan gender. Namun kenyataannya, beberapa politisi perempuan tidak melakukan
aktivitas yang berfokus pada kepentingan perempuan, mereka mengurusi hal-hal yang sama
pada umumnya yang bersifat global. Padahal ketika para anggota parlemen bersama-sama
menciptakan sesuatu untuk kepentingan masyarakat perempuan, kekuatannya akan lebih besar
dibandingkan ketika anggota parlemen perempuan berjalan masing-masing atau berjuang
sendiri-sendiri.

Tabel 3 Rekonstruksi Konsep Aktivisme Politik Politisi Perempuan

Optimalisasi Aktivisme Politik Rekonstruksi Makna
Kesadaran representasi dan potensi | Politisi perempuan perlu menyadari bahwa
kader perempuan di tubuh partai politik | keberadaan mereka dalam tubuh partai politik
tidak semata-mata sebagai simbol representasi
perempuan, mereka perlu menyadari bahwa
mereka punya potensi yang banyak, perempuan
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perlu merasa percaya diri karena mereka juga
mampu untuk berbuat sesuatu yang lebih.
Optimalisasi kebijakan kuota afirmasi | Partai politik bertugas untuk memberikan
30% perempuan di politik pendidikan politik untuk membentuk mindset
yang pro gender serta berkewajiban untuk dapat
mendorong atau menciptakan perempuan yang
layak dipilih dan menciptakan kesadaran
perempuan di masyarakat yang patriarki agar
tidak membatasi mereka dalam aktivitas politik.
Dukungan dari partai politik Untuk menciptakan eksistensi perempuan dalam
dunia politik lokal yang juga akan menginspirasi
perempuan lainnya dalam berpolitik untuk lebih
dewasa dan meningkatkan potensi aktivisme

politik perempuan perlu dukungan partai politik.
Sumber: Tim Penulis, 2023

Politisi perempuan perlu menyadari bahwa keberadaan mereka dalam tubuh partai politik
tidak semata-mata sebagai simbol representasi perempuan. Mereka perlu menyadari bahwa
perempuan memiliki daya dan potensi yang memadai. Potensi dalam mengembangkan diri dan
lingkungannya, potensi dalam menyumbangkan pikiran, potensi dalam bertindak, potensi
untuk bersama-sama membesarkan kader perempuan dan partai politiknya. Pemberian afirmasi
representasi perempuan dalam tubuh partai politik dan calon legislatif ternyata tidak
sepenuhnya merubah pola pikir perempuan dalam politik. Ketika kader perempuan sudah
merasa bahwa mereka hanya sebagai pelengkap dan merasa inferior dibandingkan dengan laki-
laki, maka itulah kesalahan pondasi awal pemikiran kader perempuan yang harus diperbaiki.
Perempuan perlu merasa percaya diri karena mereka juga mampu untuk berbuat sesuatu yang
lebih.

Kebijakan kuota 30% perempuan di politik menjadi peluang sekaligus tantangan yang
harus dipenuhi oleh partai politik. Artinya, kebijakan tersebut adalah kesempatan besar bagi
para kaum perempuan sekaligus momentum baru bagi partai politik. Pendidikan politik
idealnya diberikan kepada laki-laki maupun perempuan, karena dalam politik masih banyak
yang menyalahpahami perspektif gender. Pandangan bahwa perempuan dianggap tidak mampu
memimpin bahkan ketika sudah menang dalam pemilihan pun perempuan masih menjadi
perbincangan dan keraguan, pandangan-pandangan tersebut seharusnya bisa dihilangkan atau
di kesampingkan sehingga kuota afirmasi 30% tidak hanya sebatas pemenuhan kuota dan
implementasinya tidak hanya dianggap sebagai pengguguran tanggungjawab saja. Selain
memberikan pendidikan politik untuk membentuk mindset yang pro gender, partai politik juga
berkewajiban untuk dapat mendorong atau menciptakan perempuan yang layak dipilih dan
menciptakan kesadaran perempuan di tengah atmosfer patriarki agar tidak membatasi mereka
dalam aktivitas politik.

Semakin tinggi tingkat kesadaran politisi perempuan akan potensi dan sumber daya yang
mereka miliki, akan semakin mendorong aktivitas mereka dalam tubuh partai politik.
Aktivisme yang mereka lakukan akan meningkatkan eksistensi mereka dalam dunia politik
lokal yang juga akan menginspirasi perempuan lainnya dalam berpolitik untuk lebih dewasa.
Namun tetap saja secara praktis politisi perempuan tidak bisa sepenuhnya bergerak sendiri.
Mereka juga harus didukung secara penuh oleh lembaga partai politiknya. Karena dorongan
dan kesempatan dari partai politik tentu akan lebih memudahkan mereka untuk
mengaktulisasikan diri mereka secara optimal yang akan juga berdampak pada peningkatan
kualitas dari partai politik itu sendiri.
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Partai politik punya peran sentral dalam mendorong peningkatan politik perempuan
secara global. Karena politik perempuan tidak bisa lepas dari bagaimana partai politik
memberikan ruang kepada mereka. Partai politik bahkan bisa sengat berperan sebagai
meningkatkan keseteraan gender dan perlindungan pemenuhan hak-hak perempuan di ranah
publik (Thaharah & Rizky, 2022). Oleh karenanya, garis partai juga harus lebih memperhatikan
ruang-ruang suara dan representasi kepada perempuan terlebih dari akar rumput perempuan itu
sendiri. Sosialiasi dan pendidikan politik juga perlu lebih ditingkatkan oleh berbagai pihak
terlebih partai politik dan juga organisasi masyarakat yang punya isu perjuangan terhadap
partisipasi perempuan dalam politik.

Pemahaman tentang budaya perempuan dalam politik juga perlu dirubah seiring dengan
makin besarnya minat dan keterlibatan perempuan dalam politik (Bashori, 2018). Beberapa
budaya patriarki masih membatasi keikutsertaan perempuan dalam politik praktis dan ini
menjadi salah satu faktor penghambat utama keterlibatan perempuan dalam politik. Kesadaran
yang tinggi terhadap peran perempuan dalam politik juga akan mendorong peran dan
partisipasi perempuan dalam politik praktis baik secara lokal maupun global (Daryono, 2021).

SIMPULAN

Politisi perempuan dalam partai politik memaknai aktivitas mereka sebagai sebuah upaya yang
dilakukan untuk memberikan perubahan terhadap kualitas hidup perempuan yang sejalan
dengan garis-garis dan ideologi partai politik tempat mereka bergabung. Pemaknaan aktivisme
politik berpengaruh terhadap bagaimana cara setiap kader untuk memberikan kontribusinya
terlebih pada isu tentang perempuan yang juga akan berdampak pada peningkatan suara
pemilih untuk partai politik. Aktivisme politik juga dimaknai sebagai sebuah upaya dalam
mengaktualisasikan diri mereka dalam partai politik yang berujung pada semakin
meningkatnya eksistensi perempuan dalam politik praktis yang diharapkan akan menginspirasi
perempuan-perempuan lainnya untuk bisa berpartisipasi lebih lanjut dengan bergabung sebagai
kader dari partai politik.

Pemaknaan para politisi perempuan mengenai aktivisme politik sesungguhnya bukan
sekedar menghadirkan raga kaum perempuan pada tubuh partai-partai politik. Hasil penelitian
ini menjadi kajian penting untuk menyadarkan banyak pihak bahwa kajian tentang aktivisme
politik politisi perempuan pada partai-partai politik tidak hanya dimanfaatkan sebagai
pelengkap affirmative action dan penggugur kewajibannya. Melainkan partai membutuhkan
gagasan, pemikiran, laku politik, dan aktivisme politik politisi perempuan dalam melakukan
institusionalisasi di tubuh partai politiknya. Namun sebetulnya dengan keterwakilan
perempuan yang tersedia saat ini di parlemen Provinsi Banten masih memberikan sebuah
pengharapan untuk menindaklanjuti persoalan perempuan yang beragam di ranah publik
seperti kesetaraan perempuan, pendidikan politik perempuan, pemberdayaan perempuan, dan
kekerasan terhadap perempuan. Dengan hadirnya keterwakilan perempuan di parlemen dan
masuk ke dalam sistem pemerintahan dengan berbagai sumber daya yang dimiliki seharusnya
mampu mengurangi kesenjangan dan permasalahan tersebut.

Salah satu aspek yang harus dikritisi adalah bagaimana peran kaum perempuan dalam
tubuh partai-partai politik mendorong terciptanya pelembagaan partai dan konsolidasi
demokratisasi terkhusus pada isu kesetaraan dan peluang politik yang sama dengan kaum laki-
laki. Sebagai sarana demokrasi, partai politik harus menjadi jembatan dan sarana berbagai
pihak memberi kesempatan pada kaum perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan dan
menciptakan determinan isu kebijakan Pengarus Utamaan Gender (PUG). Kenyataannya,
partai politik kini menjadi alat politik para oligarki yang berkuasa dan cenderung memiliki
mentalitas patriarki yang masih sangat dominan.
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